)
-
-
X
LLI
ol
)
O
0C
ol

JADWAL

Tanggal Efektif : 26 Juni 2023 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 6 Juli 2023
Masa Penawaran Umum : 3 -4 Juli 2023 Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 6 Juli 2023
Tanggal Penjatahan : 5Juli 2023 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 7 Juli 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
PROSPEKTUS AWAL INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN
PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ASTRA SEDAYA FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI,

FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
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PT ASTRA SEDAYA FINANCE

Kegiatan Usaha
Investasi, Modal Kerja, Multiguna, Sewa Operasi, Kegiatan Pembiayaan Syariah, dan
pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Berkedudukan di Jakarta, Ind
Kantor Pusat Kantor Cabang
JI. T.B. Simatupang No. 90 76 kantor cabang terdiri atas kantor cabang konvensional dan kantor
Jakarta 12530 cabang syariah yang tersebar diberbagai wilayah di Indonesia

Telepon: (021) 7885 9000; Faksimili: (021) 7885 1184
Website: www.acc.co.id
email: treasury@acc.co.id
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGAS| BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp12.000.000.000.000 (DUA BELAS TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN VI”)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP | TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.500.000.000.000 (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
(“OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (‘KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang
Obligasi. Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut:

SeriA :  Jumlah pokok sebesar Rp527.020.000.000 (lima ratus dua puluh tujuh miliar dua puluh juta Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun
dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
SeriB  :  Jumlah pokok sebesar Rp1.972.980.000.000 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,00% (enam

koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan
tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2023 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir
sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 16 Juli 2024 untuk Seri A dan tanggal 6 Juli 2026 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP Il DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK
DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA
MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS
SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI
PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. KETERANGAN LEBIH LANJUT
MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB | MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN
KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN
PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DAPAT DILIHAT PADA BAB | MENGENAI
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG
DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEL.

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN, YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG
DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN
DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGAS| DARI
PT FITCH RATINGS INDONESIA (“FITCH"):
AAA, (TRIPLE A)
KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB | MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.
OBLIGAS! INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI")

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment)
terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

& BCAschurtas  ECMBRIAGH BDBS INDOPREMIER ~ mandin trimegah
PT BCA Sekuritas PT CIMB Niaga Sekuritas || D Viokers Sekuritas  or\ 0 premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Indonesia Thk.
WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2023



Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan
Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap | Tahun 2023 kepada OJK dengan surat No.08/ASF-Trea/PUBVI-1/2023
tanggal 8 Maret 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995
tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608
beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”) dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang
Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUP2SK”).

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obigasi
Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance. Untuk Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance dengan total target dana yang
dihimpun sebesar Rp12.000.000.000.000 (dua belas triliun Rupiah), pada tahap | Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan surat Persetujuan
Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-02612/BEI.PPI/03-2023 tanggal 29 Maret 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan
Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi tersebut
wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan
Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam dan LK”)
No. Kep-122/BL/2009 tangal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No.
IX.A.2").

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan
Pembiayaan, Perseroan telah menyampaikan Pelaporan Rencana Penerbitan Efek Melalui Penawaran Umum sehubungan dengan
penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap | Tahun 2023, dan rencana penerbitan tersebut telah dicatat
dalam administrasi Pengawasan Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana surat OJK No. S-209/NB.21/2023
tanggal 11 April 2023, perihal Pencatatan Penerbitan Efek Melalui Penawaran Umum Berkelanjutan VI Tahap | dan Tahap Il PT
Astra Sedaya Finance (“Surat Pencatatan”). Selanjutnya, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham
Perseroan melalui Circular Resolutions of the Shareholders of PT Astra Sedaya Finance No. 01/ASF/RUPS-SIR/II/2023 tanggal 27
Februari 2023 (“Keputusan Pemegang Saham PUB Obligasi VI ASF”). Berdasarkan Surat Pencatatan juncto Surat Pernyataan
Perseroan tanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh 2 (dua) Direktur Perseroan, Perseroan berkomitmen
untuk melakukan penyesuaian atas Keputusan Pemegang Saham PUB Obligasi VI ASF yang sebelumnya tercantum target dana
PUB Obligasi VI ASF Tahap | dan Il sebesar Rp5.500.000.000.000,00 (lima triliun lima ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar
Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) selambat-lambatnya sebelum OJK memberikan Pernyataan Efektif atas Pernyataan
Pendaftaran atas rencana penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap |
Tahun 2023.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya
atas data yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan
keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan
Penjamin Pelaksana Emisi

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini
bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi “Afiliasi” dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan
mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VI tentang Penjaminan Emisi Obligasi.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN
SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS
INI DAN/ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, MAKA
DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI
OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-
KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PROSPEKTUS DITERBITKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI
INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH
PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR
WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI
NEGARA TERSEBUT DAN PERSEROAN DIBEBASKAN DARI SEGALA TANGGUNG JAWAB DAN KONSEKUENSI ATAS
SETIAP PELAKSANAAN OBLIGASI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN TIDAK
TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
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DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi

Agen Pembayaran

Bank Kustodian

Bapepam

BEI atau Bursa Efek

Bunga Obligasi

Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pengembangan

dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu:

Afiliasi adalah:

a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik
secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:

suami atau istri;

orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;

kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;

saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara

yang bersangkutan; atau
5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.

b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik
secara horizontal

c. maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:

1. orang tua dan anak;
2. kakek dan nenek serta cucu; atau
3. saudara dari orangyang bersangkutan.

c. hubungan antara pihak dengan karyrawan, direktur, atau komisaris dari
pihak tersebut;

d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih Perusahaan dimana terdapat satu atau
lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang
sama;

e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak
langsung, dengan cara apa

f.  pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut
dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak
dimaksud;

g. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik
langsung maupun tidak

h. langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau
kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau

i. hubungan antara pemsahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak
yang secara langsung maupun

proONb=

j.  tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang

mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI"), berkedudukan di Jakarta
Selatan, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu
melaksanakan pembayaran jumlah yang terutang oleh Perseroan atas Obligasi
dalam Pokok Obligasi, Bunga Obligasi ataupun bentuk lainnya, termasuk
namun tidak terbatas pada denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui
Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian
Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran untuk dan atas nama
Perseroan segera setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari
Perseroan.

Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk menjalankan
usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar
Modal.

Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM.

Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam
hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang
Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, yang mana bunga Obligasi
tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui
Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran bunga yang bersangkutan
berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dan Sertifikat Jumbo Obligasi,



Daftar Pemegang
Rekening

Daftar Pemesanan
Pembelian Obligasi

Dokumen Emisi

Efektif

Emisi

Entitas Asosiasi

FPPO

Harga Penawaran

Hari Bursa

Hari Kalender

Hari Kerja

Kemenkumham

Konfirmasi Tertulis

sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Rincian tingkat

bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

e Obligasi Seri A dengan bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol
persen) per tahun; dan

e Obligasi Seri B dengan bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol nol
persen) per tahun.

Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang
kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening
di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan
Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan
data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang
kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Rekening dan/atau Pemegang
Obligasi di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah
kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening
dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh
Pemegang Rekening kepada KSEI.

Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan
Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Tentang Pendaftaran
Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus,
Prospektus Ringkas, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka
Penawaran Umum Obligasi.

Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan UUP2SK,

yaitu:

a. pada Hari Kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara
lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK;
atau

b. dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari
Perseroan dalam jangka waktu 20 Hari Kerja tersebut di atas, maka
perhitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak
tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud.

Berarti Penawaran Umum Obligasi yang dilakukan untuk dijual dan
diperdagangkan kepada Masyarakat.

Berarti suatu entitas termasuk entitas non korporasi seperti persekutuan, dimana
investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak
ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama.

Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, yaitu formulir yang harus diisi,
ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi
Obligasi.

Berarti 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.

Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan kegiatan transaksi perdagangan Efek
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik
Indonesia dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek.

Berarti setiap hari dalam satu tahun kalender Masehi tanpa kecuali.

Berarti hari Senin sampai dengan Jum’at kecuali hari libur nasional yang
ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, di Hari Kerja biasa yang karena
suatu keadaan ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan
hari kerja.

Berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek
yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian
pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut
menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga



Kustodian

Manajer Penjatahan

Masa Penawaran

Masyarakat

Obligasi

Otoritas Jasa Keuangan
atau OJK

Pemegang Obligasi

Pemegang Rekening

Penawaran Awal

(bookbuilding)

Penawaran Umum

Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hakhak lain yang berkaitan dengan
Obligasi.

Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan
dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima Pendapatan Bagi Hasil dan
hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening
yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar
Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi menurut syarat-
syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, dalam hal ini adalah
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan
Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan
Pembelian Obligasi yaitu selama 3 (tiga) Hari Kerja.

Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing
dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum
asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat
tinggal berkedudukan di luar negeri.

Berarti surat berharga bersifat hutang, dalam bentuk Rupiah, dengan nama
Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap | Tahun 2023, yang
dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran
Umum Berkelanjutan atas Obligasi dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo
Obligasi, serta akan dicatatkan di BEI serta didaftarkan di KSEI, dengan jumlah
pokok Obligasi sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar
Rupiah) dan dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment), dengan
ketentuan sebagai berikut:

e Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp527.020.000.000 (lima ratus
dua puluh tujuh miliar dua puluh juta Rupiah) dengan bunga tetap sebesar
5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga
ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.

e Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp1.972.980.000.000 (satu
triliun sembilan ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta
Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per
tahun dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak
Tanggal Emisi.

Berarti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berarti Lembaga yang independen
yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-Undang OJK)
juncto Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Berarti berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh
Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam:

- Rekening Efek pada KSEI; atau

- Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI,
yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang
disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan Undang Undang Pasar Modal dan
Peraturan KSEI.

Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan
menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui
minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan
Harga Penawaran dan tingkat Bunga Obligasi.

Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual
Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-
Undang Pasar Modal, dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi.



Penawaran Umum
Berkelanjutan

Pengakuan Hutang

Penitipan Kolektif

Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi

Penjamin Emisi Obligasi

Peraturan No. IX.A.2

Peraturan No. IX.A.7

POJK No. 1/2015

POJK No. 7/2017

POJK No. 9/2017

POJK No.19/2020

POJK No.20/2020

POJK No. 29/2020

POJK No. 30/2014

POJK No. 30/2015

POJK No. 35/2018

POJK No. 36/2014

Berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi yang dilakukan secara
bertahap, sesuai dengan POJK No. 36/2014.

Berarti pengakuan dari Perseroan atas keadaan berhutangnya atas Obligasi,
sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan
VI Astra Sedaya Finance Tahap | Tahun 2023 No. 31 tanggal 21 Juni 2023, yang
dibuat dihadapan Esther Pascalia Ery Jovina, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta.

Berarti jasa penitipan kolektif sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan serta penyelenggaraan
Penawaran Umum, yaitu PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas,
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri
Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk
melaksanakan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan menjamin
sesuai dengan bagian masin-masing dengan kesanggupan penuh (full
commitment) untuk memberli dan membayar sisa Obligasi yang tidak diambil
oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan Perjanjian penjaminan Emisi
Obligasi.

Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang
Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.05/2015 tanggal 23 Maret
2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan
Non-Bank.

Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang
Dokumen Pernyatan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek
Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang
Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam rangka Penawaran
Umum Bersifat Utang.

Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank
Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang
Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Berarti Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014
Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014
tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018
tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan.

Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang
Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
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POJK No.49/2020

POJK No. 55/2015

Perjanjian Agen
Pembayaran

Perjanjian Penjaminan
Emisi Obligasi

Perjanjian
Perwaliamanatan

Perjanjian Pendaftaran
Obligasi di KSEI

Pernyataan Pendaftaran

Persyaratan Obligasi

Perusahaan Efek

Pokok Obligasi

Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang
Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015
Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite.

Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI perihal
pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi
dan ketentuan-ketentuan lain yang paling sedikit memuat ketentuan-ketentuan
sebagaimana diatur dalam POJK No0.20/2020, yang termuat dalam Akta No.16
tanggal 8 Maret 2023, yang dibuat dihadapan Esther Pascalia Ery Jovina, SH,
M.Kn, Notaris di Jakarta.

Berarti Perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi No.03 tanggal 1 Maret 2023 sebagaimana diubah dengan Akta
Addendum | Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 49 tanggal 28 Maret
2023, Akta Addendum II Perjanjian Penjamin Emisi Obligasi No 18 tanggal
10 April 2023 dan Akta Addendum Il Perjanjian Penjamin Emisi Obligasi No. 32
tanggal 21 Juni 2023, yang seluruhnya dibuat dihadapan Esther Pascalia Ery
Jovina, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta.

Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat oleh Perseroan dan Wali Amanat
sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan No.02 tanggal
1 Maret 2023 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum | Perjanjian
Perwaliamanatan No.48 tanggal 28 Maret 2023, Akta Addendum Il Perjanjian
Perwaliamanatan No.17 tanggal 10 April 2023 dan Akta Addendum Il Perjanjian
Perwaliamanatan No.30 tanggal 21 Juni 2023, yang seluruhnya dibuat
dihadapan Esther Pascalia Ery Jovina, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta.

Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI
No.SP-022/0OBL/KSEI/0223 tanggal 8 Maret 2023, yang dibuat di bawah tangan,
bermeterai cukup.

berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2
Undang-undang Pasar Modal juncto POJK No. 7/2017, berikut dokumen-
dokumennya yang disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa
Keuangan sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat
termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-
pembetulan untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan.

Berarti ketentuan dan persyaratan yang berlaku untuk Obligasi sebagaimana
diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, sehingga kata demi kata
harus dianggap termasuk dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek,
Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Pasar Modal.

Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada pemegang Obligasi, yang
ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi, berdasarkan
Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar
Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), dengan rincian nilai
per seri sebagai berikut:

e Obligasi Seri A dengan sebesar Rp527.020.000.000 (lima ratus dua puluh
tujuh miliar dua puluh juta Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 5,50% (lima
koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh
puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.

e Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp1.972.980.000.000 (satu
triliun sembilan ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta
Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per
tahun dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak
Tanggal Emisi.
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Rekening Efek

Sertifikat Jumbo Obligasi

Suara

Tanggal Distribusi

Tanggal Efektif

Tanggal Emisi

Tanggal Pelunasan Pokok
Obligasi

Tanggal Pembayaran

Tanggal Pembayaran
Bunga Obligasi

Tanggal Penjatahan

Undang-Undang Pasar
Modal atau UUPM

Undang-Undang
Pengembangan dan
Penguatan Sektor
Keuangan atau UUP2SK

Wali Amanat

Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan
pelunasan pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali Obligasi sebagai
pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi
sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik
Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang
Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani
Pemegang Obligasi.

Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI
yang diterbitkan oleh Emiten tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan
Pemegang Obligasi.

Berarti hak yang dimiliki setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1 (satu Rupiah)
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, kecuali Pemegang Obligasi
yang dimaksud dalam Pasal 9.6.b. Perjanjian Perwaliamanatan

Berarti tanggal distribusi Obligasi kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana
dicantumkan dalam Prospektus.

Berarti tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, sebagaimana
dicantumkan dalam Prospektus.

Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi di KSEI berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi oleh
Emiten kepada KSEI, yang merupakan juga Tanggal Pembayaran sebagaimana
dicantumkan dalam Prospektus.

Berarti tanggal dimana Pokok Obligasi jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai
dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, sebagaimana dimuat dalam
Prospektus.

Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi kepada Emiten yang
disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
ke dalam rekening Emiten (in good funds) sesuai Tanggal Emisi.

Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo
dan waijib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum
dalam Daftar Pemegang Rekening dan dengan memperhatikan ketentuan
Perjanjian Perwaliamanatan.

Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi.

Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar
Modal,Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2023, atau
penggantinya.

Berarti Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan
berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

Berarti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat
bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan
bertindak selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama serta
sah mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi.
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SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

SBSF
AAF
CSDI
PSS

PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance
PT Astra Auto Finance

PT Cipta Sedaya Digital Indonesia

PT Pratama Sadya Sadana




RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan
keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus
ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi
Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia.

PENDIRIAN DAN UMUM

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, Perseroan didirikan dengan nama “PT Rahaja Sedaya” berdasarkan
Akta Perseroan Terbatas “P.T. Raharja Sedaya” No. 50 tanggal 15 Juli 1982, dibuat di hadapan Rukmasanti
Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-474HT01.01TH83 tanggal 20 Januari 1983; (ii) didaftarkan pada
tanggal 27 Januari 1983 dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat di bawah No. 341/1983; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 231 dari Berita Negara Republik
Indonesia (“BNRI”) No. 13 tanggal 15 Februari 1983 (“Akta Pendirian”), juncto Akta Berita Acara No. 21 tanggal
5 Juli 1989, dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan
persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6353.HT.01.04.th.’89
tanggal 22 Juli 1989; dan (ii) didaftarkan pada tanggal 29 Juli 1989 dalam buku register untuk maksud itu yang
berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1406/1989, perubahan nama Perseroan dari semula
“PT Raharja Sedaya” menjadi “PT Raharja Sedaya Finance”, juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Raharja
Sedaya Finance No. 161 tanggal 20 Desember 1990, dibuat dihadapan Gde Kertayasa, S.H., Notaris di Jakarta,
yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
No. C2-242.HT.01.04.TH'91 tanggal 23 Januari 1991; (ii) didaftarkan pada tanggal 29 Juli 1989 dalam buku register
untuk maksud itu yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 709/1991; dan (iii) diumumkan
dalam Tambahan No. 1603 dari BNRI No. 47 tanggal 11 Juli 1991, perubahan nama Perseroan dari semula
“PT Raharja Sedaya Finance” menjadi “PT Astra Sedaya Finance”

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian telah
beberapa kali diubah dimana perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub
dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No.127 tanggal 29 Desember 2021 yang
dibuat di hadapan Wiwik Condro S.H., Notaris di Jakarta Barat, dan telah: (i) mendapatkan persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
No. AHU-0001743.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 Januari 2022 (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan
No. AHU-0004944.AH.01.11.TAHUN 2022 pada tanggal 10 Januari 2022 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, berdasarkan mana Keputusan Sirkuler tanggal 16 Desember 2021 (“Akta
No. 127/2021”), berdasarkan mana seluruh pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai
pengganti RUPS sebagaimana termaktub dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Astra Sedaya
Finance No. 03/ASF/RUPS-SIR/XI1/2021 tanggal 16 Desember 2021, telah menyetujui perubahan Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau
jasa dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, bidang usaha
Perseroan diutamakan pada kegiatan pembiayaan konsumen yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi
konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor dengan pembayaran secara angsuran oleh konsumen.

Perseroan telah memiliki ijin usaha dalam bidang usaha lembaga pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Keuangan No. 1093/KMK.013/1989, tanggal 26 September 1989 tentang Pemberian ljin Usaha Dalam
Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Raharja Sedaya Finance, yang kemudian diubah dengan Surat
Departemen Keuangan cqg. Direktorat Jenderal Moneter No. S-3630/M/1992 tanggal 30 Juni 1992 tentang
Perubahan Status PT Raharja Sedaya Finance menjadi Perusahaan Patungan dengan nama PT Astra Sedaya
Finance.



Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Saat Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai
berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,-/saham

Keterangan Jumlah Jumlah Nominal (%)
Saham (Rp) 0

Modal Dasar 15.000 15.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

1. Dick Arief Gandaatmadja 1.500 1.500.000.000 50,00

2. Matulandi Gerungan Worang Supit 1.350 1.350.000.000 45,00

3. PT Summa International 150 150.000.000 5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 3.000 3.000.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 12.000 12.000.000.000

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM DUA TAHUN TERAKHIR PERSEROAN

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan struktur kepemilikan saham Perseroan selama 2 (dua) tahun
terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur
permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan
Direksi No. 33 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan,
yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-
0209661 tanggal 25 Mei 2018; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073489.AH.01.11.TAHUN
2018 tanggal 25 Mei 2018 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Akta No. 33/2018”),
berdasarkan mana Surat Pernyataan Direksi pada tanggal 25 Mei 2018, menyatakan, berdasarkan Akta Jual Beli
dan Pemindahan Hak Atas Saham No. 31 dan Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham No. 32 keduanya
tertanggal 25 Mei 2018, dibuat oleh dan dihadapan Aryanti Artisari, SH. Notaris di Jakarta Selatan, telah dijual
saham PT Bank Permata Tbk dalam perseroan yang berjumlah 237.609.990 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam
ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham kepada PT Astra International Tbk dan PT Sedaya Multi
Investama, dengan rincian sebagai berikut:
a.sebanyak 178.207.492 (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua)
saham terjual kepada PT Astra International Tbk dan
b.sebanyak 59.402.498 (lima puluh sembilan juta empat ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan)
saham telah terjual kepada PT Sedaya Multi Investama.

Dengan demikian susunan pemegang saham yang baru menjadi sebagai berikut: a. PT. Astra International Tbk,
sebanyak 445.518.730 ( empat ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh)
saham, dengan nominal Rp445.518.730.000,- ( empat ratus empat puluh lima miliar lima ratus delapan belas jut
tujuh ratus tiga puluh Rupiah ). b. PT. Sedaya Multi Investama, sebanyak 237.609.990 (dua ratus tiga puluh tujuh
juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham, dengan nominal Rp237.609.990.000,- (dua
ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) c. PT. Garda
Era Sedaya, sebanyak 267.311.238 (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh
delapan) saham, dengan nominal Rp267.311.238.000,- (dua ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus sebelas juta
dua ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir yaitu sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000 Per Saham

—— Persentase
Keterangan Jumlah Saham &Jum!ah Nilai (%)
ominal (Rp)

Modal Dasar 1.500.000.000 1.500.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
PT Astra International Tbk 445.518.730 445.518.730.000 46,87
PT Garda Era Sedaya 267.311.238 267.311.238.000 28,13
PT Sedaya Multi Investama 237.609.990 237.609.990.000 25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 950.439.958 950.439.958.000 100,00

Jumlah Saham Dalam Portepel 549.560.042 549.560.042.000
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PENYERTAAN PADA ENTITAS ASOSIASI

Nama Tahun Bidang Usaha Penyertaan Tahun Status
Perusahaan Pendirian Perseroan Penyertaan Operasional
SBSF 1986 Multifinance 25% 1997 Beroperasi
AAF 1991 Multifinance 25% 2003 Beroperasi
CSDI 1990 ,th"".tas Konsuitasi 21,3% 1997 Beroperasi
anajemen Lainnya
PSS 1989 Penjualan mobil bekas 25% 1997 Beroperasi

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN
Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap | Tahun 2023.
Harga Penawaran

100% dari nilai nominal Obligasi.

Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta
Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan

Satuan perdagangan adalah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi

Penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance dengan target dana yang
dihimpun sebesar Rp12.000.000.000.000 (dua belas triliun rupiah). Dalam rangka Penawaran Umum
Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan Obligasi dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi
sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) terdiri atas:

Seri A :  Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun,
berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok
Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp527.020.000.000 (lima ratus dua puluh tujuh
miliar dua puluh juta Rupiah). Jatuh tempo Obligasi Seri A adalah pada tanggal 16 Juli 2024.

Seri B . Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun,
berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B
yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.972.980.000.000 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh
dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah). Jatuh tempo Obligasi Seri B adalah pada
tanggal 6 Juli 2026.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Bunga
Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal
6 Oktober 2023. Sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari
yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus
enam puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi
Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan
Perjanjian Perwaliamanatan.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (sinking fund)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk

mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan
dana penawaran umum Obligasi ini.
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Wali Amanat
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Hasil Pemeringkatan

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat PT Fitch Ratings
Indonesia No.024/DIR/RATLTR/11/2023 tertanggal 9 Februari 2023, PT Fitch Ratings Indonesia menetapkan
pemeringkatan atas Obligasi Perseroan sebagai berikut:

AAA(idn) (Triple A)
RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi,
seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja seluruh kegiatan usaha Perseroan yang
mencakup Investasi, Modal Kerja, Multiguna, Sewa Operasi, Kegiatan Pembiayaan Syariah, dan pembiayaan lain
berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan
laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan tersebut yang tercantum dalam Prospektus
ini. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan
yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021,
beserta catatan atas laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022 dan 2021 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen
Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik (“KAP”) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai
dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa
modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh
Tjhin Silawati, S.E. (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1123).

Ikhtisar Data Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliar Rupiah)
Keterangan 31 Desember
2022 2021
Jumlah Aset 37.336 32.620
Jumlah Liabilitas 28.684 24.857
Jumlah Ekuitas 8.652 7.763
Ikhtisar Data Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain
(dalam miliar Rupiah)
Keterangan 31 Desember
2022 2021
Jumlah Pendapatan Bersih 6.031 5.555
Jumlah Beban 4.148 4.152
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 1.923 1.440
Laba Bersih 1.500 1.121

Laba Per Saham - Dasar dan Dilusian (Rupiah penuh) 1.578 1.179
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Rasio Keuangan

(dalam persen, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember

KETERANGAN 2022 2021

PROFITABILITAS

Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan (%) 31,89 25,92
Laba Bersih / Pendapatan (%) 24,87 20,18
Laba Bersih / Ekuitas (%) 17,34 14,44
Laba Bersih / Jumlah Aset (%) 4,02 3,44
Pendapatan / Jumlah Aset (%) 16,15 17,03
RASIO LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS

Pinjaman dan Surat Berharga Yang Diterbitkan Terhadap Jumlah Aset (x) 0,73 0,71
Total Liabilitas Terhadap Ekuitas (x)" 3,32 3,20
Total Liabilitas Terhadap Aset (x) 0,77 0,76
Gearing Ratio (x) 3,15 3,00
Current Ratio (%) 103,18 109,87
Interest Coverage Ratio (%) 252,04 206,01
Debt Service Coverage Ratio (%) 27,96 28,62

RASIO ASET PRODUKTIF

Piutang Pembiayaan Konsumen Bermasalah (Termasuk Joint Finance) 2

dibandingkan Piutang Pembiayaan Konsumen Bruto 0,46 0,99
(Termasuk Joint Finance) ® (%)

RASIO PERTUMBUHAN

Jumlah Pendapatan (%) 8,57 (3,29)

Laba Bersih (%) 33,81 56,13

Jumlah Aset (%) 14,46 3,77

Jumlah Liabilitas (%) 15,40 1,31

Jumlah Ekuitas (%) 11,45 12,49
Keterangan:

1) Dalam rangka penerbitan Obligasi ini sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, rasio jumlah liabilitas terhadap ekuitas tidak melebihi 10:1.

2) Piutang Pembiayaan Konsumen Bermasalah (Termasuk Joint Finance) adalah saldo piutang pembiayaan konsumen yang menunggak lebih dari 90
hari. Saldo ini diambil dari laporan internal Perseroan.

3) Piutang Pembiayaan Konsumen Bruto (Termasuk Joint Finance) adalah piutang pembiayaan konsumen termasuk porsi pembiayaan bersama without
recourse.

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit dan Pemenuhannya

KETERANGAN PERSYARATAN I e

2022 2021
Gearing Ratio (x) Maks. 10 3,15 3,00
Bank
PT Bank Pan Indonesia Tbk. Maks. 10 3,15 3,00
PT Bank Central Asia Tbk. Maks. 10 3,15 3,00
Standard Chartered Bank, Jakarta Maks. 10 3,15 3,00
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta Maks. 10 3,15 3,00
PT Bank CIMB Niaga Tbk. Maks. 10 3,15 3,00
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Maks. 10 3,15 3,00
PT Bank BTPN Tbk. Maks. 10 3,15 3,00
PT Bank Shinhan Indonesia Maks. 10 3,15 3,00
PT Bank Nationalnobu Tbk. Maks. 10 3,15 3,00
PT Bank DBS Indonesia - sindikasi/syndicated Maks. 10 3,15 3,00
PT Bank HSBC Indonesia - Club loan Maks. 10 3,15 3,00
Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore - bilateral/bilateral Maks. 10 3,15 3,00
Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore -
sindikasi/syndicated Maks. 10 3,15 3,00
PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Maks. 10 3,15 3,00
Bank of America, N.A Singapore Branch - bilateral/bilateral Maks. 10 3,15 3,00
PT Bank ANZ Indonesia - bilateral/bilateral 9 - Maks. 10 3,15 3,00
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd., Singapore -
sindikasi/syndicated Maks. 10 3,15 3,00
PT Bank HSBC Indonesia - sindikasi wakalah/wakalah
syndicated Maks. 10 3,15 3,00
PT United Tractor Tbk. Maks. 10 3,15 3,00
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Sehubungan dengan Pinjaman Perseroan, sebagaimana diatur di Perjanjian Kredit antara Perseroan dengan
Kreditur, rasio pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi 10:1, dimana yang dimaksud dengan pinjaman berarti total
kewajiban Perseroan pada setiap saat. Rasio jumlah liabilitas terhada ekuitas pada 31 Desember 2022 dan
31 Desember 2021, masing-masingnya adalah sebesar 3,15 kali dan 3,00 kali. Sehingga sampai dengan
Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio-rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian
utang.

Keterangan lebih lanjut mengenai lkhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Ikhtisar
Data Keuangan Penting di Prospektus ini.

FAKTOR RISIKO
1. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan
Risiko Pembiayaan/Kredit

Risiko Pembiayaan/Kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenubhi
kewajiban kepada perusahaan pembiayaan. Sumber risiko kredit adalah komposisi portfolio piutang pembiayaan
dan tingkat konsentrasi yang tinggi, strategi penyaluran pembiayaan yang tidak memadai, kualitas piutang
pembiayaan rendah, kecukupan pencadangan yang dilakukan perusahaan tidak memadai, dan adanya faktor
eksternal yang dapat

berdampak pada kemampuan debitur. Risiko kredit dapat meningkat antara lain karena konsentrasi penyaluran
pembiayaan pada debitur, wilayah geografis, kegiatan usaha, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu.
Risiko tersebut secara langsung dapat memberikan dampak dalam kelangsungan usaha Perseroan, dimana risiko
tersebut dapat merugikan Perseroan dalam hal konsumen tidak mampu membayar cicilan atau melunasi kredit
tepat waktu, dimana hal tersebut akan berdampak pada kemungkinan terganggunya arus kas dan kerugian
penurunan nilai piutang nasabah.

2. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat
Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

Risiko Kepatuhan
Risiko Reputasi
Risiko Transaksi Intra-Grup

a. Risiko Strategis

b. Risiko Operasional
c. Risiko Pasar

d. Risiko Likuiditas

e. Risiko Hukum

f.

g.

h.

3. Risiko Umum

Risiko Perekonomian Nasional

Risiko Sosial dan Keamanan

Risiko Kebijakan Moneter

Risiko Fluktuasi Nilai Tukar

Risiko Ekonomi Global

Risiko Aktivitas Perdagangan Kendaraan Bermotor
Risiko Persaingan Usaha

@rpo0o®

4. Risiko Investasi yang Berkaitan dengan Obligasi
Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

a. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum yang antara lain disebabkan
karena tujuan pembelian obligasi sebagai investasi jangka panjang.

b. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga atau
hutang Pokok pada waktu yang telah ditetapkan. atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan
lain yang ditetapkan dalam kontrak obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan
perkembangan usaha Perseroan.
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OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN

PROSPEKTUS INI DITERBITKAN

DAN JUMLAH YANG MASIH TERHUTANG HINGGA SAAT

Nama Efek

Seri

Jumlah
Nominal

(Rp miliar)

Tingkat
Bunga

Jangka
Waktu

Peringkat

Tanggal
Efektif

Jatuh
Tempo

Jumlah
Terhutang
(Rp miliar)

Obligasi Berkelanjutan IV
Astra Sedaya Finance
Dengan Tingkat Bunga
Tetap Tahap Il Tahun 2019
Obligasi Berkelanjutan IV
Astra Sedaya Finance
Dengan Tingkat Bunga
Tetap Tahap Ill Tahun 2019
Obligasi Berkelanjutan V
Astra Sedaya Finance
Tahap | Tahun 2020
Obligasi Berkelanjutan V
Astra Sedaya Finance
Tahap Il Tahun 2021
Obligasi Berkelanjutan V
Astra Sedaya Finance
Tahap Ill Tahun 2021
Obligasi Berkelanjutan V
Astra Sedaya Finance
Tahap IV Tahun 2022
Obligasi Berkelanjutan V
Astra Sedaya Finance
Tahap V Tahun 2022
Obligasi Berkelanjutan V
Astra Sedaya Finance
Tahap V Tahun 2022
Obligasi Berkelanjutan V
Astra Sedaya Finance
Tahap V Tahun 2022

C

623,000

236,160

473,000

1.608,025

1.459,060

1.971,900

520,000

373,000

7,000

9,20%

7,95%

7,60%

6,35%

5,30%

5,70%

4,00%

6,35%

6,50%

60 Bulan

60 Bulan

36 Bulan

36 Bulan

36 Bulan

36 Bulan

370 Hari
Kalender

36 Bulan

72 Bulan

AAAidn

idAAA

idAAA

idAAA

idAAA

idAAA

idAAA

idAAA

idAAA

21-Mei-18

21-Mei-18

25-Agu-20

25-Agu-20

25-Agu-20

25-Agu-20

25-Agu-20

25-Agu-20

25-Agu-20

13-Feb-24

23-Okt-24

02-Sep-23

15-Apr-24

22-Okt-24

22-Mar-25

6-Sep-23

26-Agu-25

26-Agu-27

623,000

236,160

473,000

1.608,025

1.459,060

1.971,900

520,000

373,000

7,000

Total jumlah obligasi yang terhutang hingga saat Prospektus ini diterbitkan

7.271,145

Tidak terdapat rasio-rasio pembatasan sehubungan dengan penerbitan efek bersifat utang sebelumnya yang
belum dilunasi.
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l. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN
SEBESAR Rp12.000.000.000.000 (DUA BELAS TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP | TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.500.000.000.000
(DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini dijamin
secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima
ratus miliar Rupiah) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut:

SeriA: Jumlah pokok sebesar Rp527.020.000.000 (lima ratus dua puluh tujuh miliar dua puluh juta Rupiah)
dengan bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370
(tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.

SeriB: Jumlah pokok sebesar Rp1.972.980.000.000 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh dua miliar
sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol nol
persen) per tahun dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Bunga
Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga
Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2023
sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 16 Juli 2024
untuk Seri A dan tanggal 6 Juli 2026 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing
Seri Pokok Obligasi.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utang
jangka panjang (Obligasi) dari Fitch:

AAA(idn) (Triple A)

ASTRA

PT ASTRA SEDAYA FINANCE
Kegiatan Usaha
Investasi, Modal Kerja, Multiguna, Sewa Operasi, Kegiatan Pembiayaan Syariah, dan
pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat Kantor Cabang
JI. T.B. Simatupang No.90 76 kantor cabang terdiri atas kantor cabang konvensional dan
Jakarta 12530 kantor cabang syariah yang tersebar di berbagai wilayah
Telepon: (021) 7885 9000; di Indonesia

Faksimili: (021) 7885 1184
Website: www.acc.co.id
Email: treasury@acc.co.id

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN, YAITU KETIDAKMAMPUAN
NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, DAN
APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN.




A. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur
dalam POJK No. 36/2014 yaitu:

a. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun;

b. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;

c. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan
Pendaftaran Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat pernyataan yang
dibuat oleh Perseroan tertanggal 27 Februari 2023 dan sesuai dengan Laporan Akuntan Independen yang
dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan tertanggal 1 Maret 2023.

d. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki
hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4
(empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

B. Keterangan Tentang Obligasi Yang Akan Diterbitkan

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap | Tahun 2023.
Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama
KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk
kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan
didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan
Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Harga Penawaran
100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.
Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi Dan Jatuh Tempo Obligasi

Penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance dengan target dana yang
dihimpun sebesar Rp12.000.000.000.000 (dua belas triliun rupiah). Dalam rangka Penawaran Umum
Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan Obligasi dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi
sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
Obligasi sebagai berikut:

SeriA: Jumlah pokok sebesar Rp527.020.000.000 (lima ratus dua puluh tujuh miliar dua puluh juta Rupiah)
dengan bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370
(tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.

SeriB: Jumlah pokok sebesar Rp1.972.980.000.000 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh dua miliar
sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol nol
persen) per tahun dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah
Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1 (satu
Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1 (satu
Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Jumlah minimum pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000
(lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari
yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus
enam puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi
Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan
Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel
di bawah ini:



Bunga Ke: Seri A Seri B
1 6 Oktober 2023 6 Oktober 2023
2 6 Januari 2024 6 Januari 2024
3 6 April 2024 6 April 2024
4 16 Juli 2024 6 Juli 2024
5 6 Oktober 2024
6 6 Januari 2025
7 6 April 2025
8 6 Juli 2025
9 6 Oktober 2025
10 6 Januari 2026
11 6 April 2026
12 6 Juli 2026
Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan
dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa
barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari,
kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua
utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk
Obligasi ini secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan Pasal 1131 dan 1132 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

a.

Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan

melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal

Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan

jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.

Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan

menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.

Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang

Obligasi menerima pembayaran denda untuk setiap ketiadaan pembayaran sebesar 1% (satu persen) per

tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas jumlah yang terhutang sesuai ketentuan Perjanjian

Perwaliamanatan. Nilai denda dihitung perhari, terhitung sejak tanggal pembayaran sehingga jumlah

terhutang terbayar sepenuhnya, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan

1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20%

(dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum di lunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang

dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh

Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk

diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR.

Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR

tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali

Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.

RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana

diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:

i. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai
perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode
pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan POJK No.20/2020;

ii. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan
kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan
Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan
dengan kelalaian;

iii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian
Perwaliamanatan;

iv. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam
penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No.20/2020;

v. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam
Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara
Republik Indonesia.



Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (Sinking Fund)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk
mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana
penggunaan dana penawaran umum Obligasi ini.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi serta pengeluaran lain yang menjadi tanggung

jawab Perseroan sehubungan dengan pengeluaran Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri:

a. Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat (yang tidak akan ditolak tanpa alasan yang
jelas oleh Wali Amanat dan jika jawaban tersebut tidak diperoleh dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja
setelah pengajuan persetujuan tersebut diterima oleh Wali Amanat, maka persetujuan dianggap telah
diberikan), tidak melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:

(i) Membayar, membuat atau menyatakan dividen atau distribusi pembayaran lain pada tahun buku
Perseroan bila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan;
(ii) Memberikan Pinjaman atau kredit kepada perusahaan asosiasi dimana keseluruhan jumlah dari

semua Pinjaman tersebut lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas Perseroan, kecuali
dilaksanakan sehubungan dengan transaksi anjak piutang (factoring) dan/atau sekuritisasi atas
piutang termasuk piutang dari usaha kecil dalam rangka program Kredit Usaha Kecil (KUK) dan joint
financing agreement (transaksi pembiayaan bersama) serta untuk kegiatan usaha yang wajar bagi
Perseroan, sehubungan dengan hal ini Perseroan akan memberitahukan secara tertulis kepada Wali

Amanat;
(iii) Menjaminkan aset Perseroan yang menjadi jaminan khusus bagi pemegang obligasi yang diwakili
Wali Amanat, baik yang telah ada pada saat ini maupun yang akan ada di masa yang akan datang.
(iv) Terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan menyediakan

atau memberikan pinjaman serta memberikan penanggungan, selain:

a. dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang lazim; atau

b. dalam hubungannya dengan transaksi anjak piutang (factoring), sekuritisasi atas piutang-
piutang termasuk piutang-piutang dari usaha kecil di bawah program KUK dan Join financing
agreement (transaksi pembiayaan bersama);

(v) Menjual, menyewakan, mentransfer atau mengalihkan baik melalui jual beli maupun jual sewa atau
cara lainnya, yang nilai transaksinya lebih dari 40% (empat puluh persen) dari harta kekayaan (total
aset) Perseroan, kecuali:

a. pengalihan yang disetujui oleh Wali Amanat;
b. pengalihan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;

(vi) melakukan kegiatan usaha selain yang disebut kan dalam anggaran dasar Perseroan pada saat
ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan.

b. Perseroan akan:

(i) Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga
tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan
dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan
perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan
kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu
pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, serta dapat dilaksanakannya setiap Dokumen
Emisi di Republik Indonesia;

(ii) Memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan
keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit atau laporan keuangan semesteran yang
terakhir, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Pasal 6.b poin vii Perjanjian
Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio jumlah Pinjaman terhadap Ekuitas tidak melebihi ratio
10:1 (sepuluh berbanding satu) dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Pembiayaan.

(iii) Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

(iv) Menyetorkan dana (in good funds) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau
pelunasan Bunga Obligasi yang jatuh tempo ke rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran
sesuai dengan surat keterangan Wali Amanat yang didasarkan pada keterangan Agen Pembayaran
mengenai jumlah yang harus dilunasi oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi, serta
menyerahkan kepada Wali Amanat pelaporan Jumlah Terhutang disertai dengan fotokopi bukti
penyetoran tersebut pada hari yang sama.

(v) Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan
harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik (termasuk tetapi tidak
terbatas kepada PT Asuransi Astra Buana) terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh
perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;

(vi) Mengijinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali
Amanat dari waktu ke waktu untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan pasal 3.5



(vii)

(viii)

(ix)

x)

(xi)

(xii)

(xiii)

(xiv)

poin ¢ Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk memiliki akses dan memeriksa buku-buku,

memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut

dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan

Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

dengan pemberitahuan dari Wali Amanat minimal 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya kepada Perseroan;

Menyerahkan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-

persetujuan atas penerbitan dan penawaran Obligasi sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, dan

untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut,
termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:

a. Laporan keuangan tahunan Perseroan (konsolidasi) selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh)
hari setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan konsolidasi
kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK;

b. Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan (konsolidasi) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan, atau selambat-
lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai
laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan
terbatas, atau selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal tengah
tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang
memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Satu dan lain dengan tidak mengesampingkan apa yang akan ditentukan oleh OJK.

Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip-prinsip

Akuntansi dan mengesampingkan hal-hal dalam pembukuannya yang menurut prinsip-prinsip

akuntansi perlu untuk dikesampingkan;

Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada

dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan

kegiatan usaha Perseroan;

Memberitahu Wali Amanat atas:

a. setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris, susunan pemegang saham
Perseroan;

b. perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara
material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala
kewajibannya berdasarkan segala Dokumen Emisi;

c. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera dan melalui permintaan tertulis dari
Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh
seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, kecuali Perseroan
sebelumnya telah memberitahukan kepada Wali Amanat bahwa peristiwa kelalaian tersebut
tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, Perseroan telah memberikan gambaran
lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan
akan diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;

Menjaga kepemilikan saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, baik langsung

maupun tidak langsung oleh PT Astra Internasional Tbk tidak boleh kurang dari 50% (lima puluh

persen) dari modal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK Nomor 49/POJK.04/2020 berikut

perubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan.

Kewajiban pemeringkatan atas Obligasi ini akan tetap berlaku selama jangka waktu Obligasi.

Melakukan atau memelihara seluruh tindakan-tindakannya dari waktu ke waktu atas permintaan dari

Wali Amanat dan melaksanakan atau memelihara pelaksanaan dari seluruh dokumen-dokumen yang

berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian

Perwaliamanatan, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan

Dokumen Emisi.

Menjamin bahwa kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi menurut

Perjanjian Perwaliamanatan pada setiap waktu mempunyai kedudukan yang sama dengan

kewajiban kepada seluruh kreditur lainnya.

Kelalaian Perseroan

Apabila salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini terjadi, Wali Amanat dapat

mengambil tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan:

a. Perseroan lalai membayar Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dan/atau imbal jasa Obligasi
pada saat jatuh tempo; atau

b. fakta mengenaijaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi
dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau

c. kondisi Perseroan yang menyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian kredit oleh salah satu atau
lebih krediturnya (cross default);atau

d. adanya penundaan kewajiban pembayaran hutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan (moratorium); atau

e. kewajiban lain yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.



Bilamana Wali Amanat menyatakan Perseroan lalai, karena satu atau lebih alasan sebagaimana tercantum dalam
sub a sampai dengan sub e di atas, maka Wali Amanat berkewajiban memberitahukan peristiwa tersebut kepada
Perseroan secara tertulis dan apabila hal tersebut berlangsung selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah
pemberitahuan tersebut diterima oleh Perseroan, akan tetapi kelalaian tersebut tetap tidak diperbaiki, Wali Amanat
berhak membuat pengumuman dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional dan memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan.

Jika RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam
waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada
Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang
bersangkutan.

Pembelian Kembali (Buy Back)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali (buy back) Obligasi, maka berlaku ketentuan-ketentuan

sebagai berikut:

1. pembelian kembali (buy back) Obligasi dapat ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian
dijual kembali dengan harga pasar;

2. pelaksanaan pembelian kembali (buy back) Obligasi dapat dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa
Efek;

3. pembelian kembali (buy back) Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan;

4. pembelian kembali (buy back) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan
tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

5. Pembelian kembali (buy back) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian
(wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh
persetujuan RUPO;

6. Pembelian kembali (buy back) Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak
terafiliasi, kecuali pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah

7. Rencana pembelian kembali (buy back) Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat
2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali (buy back) Obligasi tersebut di surat
kabar;

8. pembelian kembali (buy back) Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian
kembali (buy back) Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal
penawaran untuk pembelian kembali (buy back) Obligasi dimulai;

9. rencana pembelian kembali (buy back) Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedikit memuat informasi tentang:

a. periode penawaran pembelian kembali (buy back) Obligasi;

b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali (buy back);

c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;

d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali (buy back) Obligasi;
e. tata cara penyelesaian transaksi;

f.  persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;

g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;

h. tata cara pembelian kembali (buy back) Obligasi; dan

i.  hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.

10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proposional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang
Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi melebihi jumlah
Obligasi yang dapat dibeli kembali;

11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah
disampaikan oleh Pemegang Obligasi;

12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali (buy back) Obligasi tanpa melakukan pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan:

a. jumlah pembelian kembali (buy back) Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk
masing-masing Seri Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan;

b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki Afiliasi Perseroan;

c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian

kembali (buy back) Obligasi;

13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu
paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali (buy back) Obligasi, Informasi yang
meliputi antara lain:

a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;

b. rincian Jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
c. harga pembelian kembali (buy back) Obligasi yang telah terjadi;

d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali (buy back) Obligasi;



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yangditerbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali (buy

back) Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin;

Dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali (buy back) Obligasi

wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali (buy back)

Obligasi tersebut;

Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali (buy back) Obligasi wajib

mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali (buy back) Obligasi

tersebut;

Pembelian kembali (buy back) Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:

a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara,
dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk
pelunasan; atau

b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri
RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika
dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali (buy back) tersebut untuk pelunasan, maka jumlah

Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali (buy back) Obligasi yang

dilakukan;

Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 angka 7 dan 8

Perjanjian Perwaliamanatan waijib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk

pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan paling sedikit melalui:

a. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang
digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan

b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

1.

Rapat umum Pemegang Obligasi diadakan untuk tujuan antara lain:

a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai
perubahan jangka waktu, pokok pinjaman Obligasi, suku bunga, perubahan tata cara atau periode
pembayaran bunga, yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan
kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan
Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan
dengan kelalaian;

c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian
Perwaliamanatan;

d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam
penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud
dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan POJK Nomor 20/POJK.04/2020; dan

e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam
Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:

a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari
20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki
oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan
modal pemerintah;

b. Perseroan;

c. Wali Amanat; atau

d. OJK.

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a, poin b, dan poin d diatas wajib disampaikan secara

tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat

permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO,

maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan

tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.

a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum
pemanggilan.

b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui
paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum
RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah
diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum.



e.

Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:

(1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;

(2) agenda RUPO;

(3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;

(4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan

(5) korum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.

RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat
21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

Tata cara RUPO.

a.

Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan
menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya dengan ketentuan setiap
Pemegang Obligasi senilai Rp. 1,00 (satu Rupiah) berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam
RUPO, kecuali Pemegang Obligasi yang dimaksud dalam butir 6 poin b dibawah ini.

Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak
diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau
penyertaan modal pemerintah.

Sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi
dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.

RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan
dan Wali Amanat.

RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.

Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk
membuat berita acara RUPO.

Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO
dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut.
Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk
mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO.

Korum dan Pengambilan Keputusan.

a.

Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
sebagaimana dimaksud dalam burit 9 poin 1 di atas, diatur sebagai berikut:
(1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan

sebagai berikut:

(a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari
jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang
hadir dalam RUPO.

(b) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas tidak tercapai, maka
wajib diadakan RUPO yang kedua.

(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat)
Bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(d) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib
diadakan RUPO yang ketiga.

(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari /2 (satu per dua) bagian
dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat, maka waijib diselenggarakan
dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah
Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam
RUPO.

(b) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, maka
wajib diadakan RUPO yang kedua.

(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(d) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) di atas tidak tercapai, maka
wajib diadakan RUPO yang ketiga.

(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.



(3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam

RUPO.

(b) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, maka
wajib diadakan RUPO yang kedua.

(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling
sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(d) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) di atas tidak tercapai, maka
wajib diadakan RUPO yang ketiga.

(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling
sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan
dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari
jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang
hadir dalam RUPO.

(2) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, maka
wajib diadakan RUPO kedua.
(3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling

sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat)
bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(4) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka
wajib diadakan RUPO yang ketiga.

(5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

(6) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) di atas tidak tercapai, maka
dapat diadakan RUPO yang keempat.

(7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang masih
belum dilunasi dan berhak mengambila keputusan yang sah dan mengikat dalam korum
kehadiran dan korum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan

(8) Pengumumam, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 5 di atas.

8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat
paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat,
yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

9. Penyelenggaraan RUPO waijib dibuatkan berita acara secara notariil.

10. Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam
RUPO.

Cara Dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi Dan/Atau Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen
Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal
waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada
hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa selanjutnya.

Hasil Pemeringkatan
Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat PT Fitch Ratings
Indonesia No.024/DIR/RATLTR/II/2023 tertanggal 9 Februari 2023, PT Fitch Ratings Indonesia menetapkan
pemeringkatan atas Obligasi Perseroan sebagai berikut:

AAA(idn) (Triple A)
Peringkat tersebut mencerminkan kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kepemimpinannya di bidang

jasa pembiayaan mobil, portofolio usaha yang terdiversifikasi dan kualitas aset yang baik. Namun peringkat
tersebut dibatasi ketatnya persaingan di industri.



Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Fitch Ratings Indonesia selaku Perusahaan Pemeringkat
yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama
kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No0.49/2020.

Prosedur Pemesanan

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab IX mengenai Tata Cara Pemesanan Pembelian Obligasi.
Wali Amanat

Penerbitan Obligasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan
antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bertindak selaku Wali Amanat.

Alamat dari Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Investment Services Division
Trust & Corporate Services Department
Gedung BRI I, Lantai 30
JI. Jenderal Sudirman, Kav. 44 — 46

Jakarta 10210 — Indonesia
Telepon: (021) 575 8143
Faksimili: (021) 575 2360

Email: tcs@corp.bri.co.id
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. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi,
seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja seluruh kegiatan usaha Perseroan yang
mencakup Investasi, Modal Kerja, Multiguna, Sewa Operasi, Kegiatan Pembiayaan Syariah, dan pembiayaan lain
berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum Obligasi tidak mencukupi rencana penggunaan di atas, maka Perseroan
akan menggunakan kas internal Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada
Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah
direalisasikan, sesuai dengan POJK No. 30/2015. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara
berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Laporan realisasi penggunaan
dana tersebut untuk pertama kali dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah Tanggal Distribusi.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum dipergunakan, maka Perseroan akan
menempatkan dana tersebut dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan
keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap
RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka
Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Obligasi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum penyelenggaraan RUPO, dan
memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V
Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2022 seluruhnya telah dipergunakan Perseroan sesuai dengan tujuan
penggunaan dana hasil penerbitan tersebut. Perseroan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana
kepada OJK pada tanggal 28 Desember 2022 dengan nomor surat 032/Trea/PUBV-5/XI11/2022 melalui Sistem
Pelaporan Elektronik (SPE) OJK.

Sesuai dengan POJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan
Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang, total biaya yang dikeluarkan oleh
Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,36380% (nol koma tiga enam tiga delapan persen) dari nilai emisi
Obligasi yang meliputi:

Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) 0,12000%;

Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 0,02500%;

Biaya jasa penjualan (selling fee) 0,02500%;

Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,05980%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan publik

sebesar 0,04600%; Notaris sebesar 0,00440%; biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,00940%;

5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,06540%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sebesar
0,01500%; biaya jasa Perusahaan Pemeringkat sebesar 0,05040%;

6. Biaya pencatatan sebesar 0,05660%, yang terdiri dari biaya KSEI sebesar 0,00860%; biaya BEI sebesar
0,01800%; biaya pungutan OJK sebesar 0,03000%; dan

7. Biaya lain-lain (percetakan, iklan, formulir-formulir dan lain-lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut)

sebesar 0,01200%.

Pob=

11



. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, yang diambil dari
laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022 dan 2021 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen
Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh KAP
Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang
ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal
13 April 2023 yang ditandatangani oleh Tjhin Silawati, S.E. (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1123).

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki total liabilitas sebesar Rp28.684 miliar dengan rincian
sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)
Keterangan Jumlah

Utang penyalur kendaraan

- Pihak ketiga 24
Utang lain-lain

- Pihak ketiga 516

- Pihak berelasi 133
Akrual

- Pihak ketiga 234
Liabilitas pajak

- Pajak penghasilan badan 204

- Pajak lainnya 25
Liabilitas derivative 17
Pinjaman

- Pihak ketiga 17.503

- Pihak berelasi 177
Surat berharga yang diterbitkan

- Obligasi 9.586
Imbalan kerja 265
Jumlah Liabilitas 28.684

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan tidak mempunyai liabilitas komitmen yang signifikan.

UTANG PENYALUR KENDARAAN

(dalam miliar Rupiah)
Keterangan Jumlah
Utang penyalur kendaraan
- Pihak ketiga 24
Jumlah 24
UTANG LAIN - LAIN
(dalam miliar Rupiah)
Keterangan Jumlah
Utang lain-lain
Pihak berelasi
- Premi asuransi 123
- Utang sewa 1
- Lain-lain 9
133
Pihak ketiga
- Titipan pelanggan 270
- Pendapatan yang ditangguhkan 83
- Administrasi pembiayaan 58
- Pembiayaan bersama without recourse 45
- Premi asuransi 15
- Utang Sewa 1
- Klaim asuransi pelanggan 4
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(dalam miliar Rupiah)

Keterangan Jumlah
- Lain-lain 40
516
Jumlah 649
AKRUAL
(dalam miliar Rupiah)
Keterangan Jumlah
Bunga pinjaman 115
Bunga surat berharga yang diterbitkan 62
Konsultan 21
Komisi dan promosi 11
Biaya penanganan dan lelang 5
Keamanan 2
Komunikasi 2
Lain-lain 16
Jumlah 234

LIABILITAS PAJAK

Saldo liabilitas pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)
Keterangan Jumlah
Liabilitas pajak kini

- Pasal 29 167
- Pasal 25 37
204

Liabilitas pajak lainnya
- Pasal 21 22
- Pasal 26 1
- Lain - lain 2
25
Jumlah 229

PINJAMAN

Pinjaman terdiri dari pinjaman yang diperoleh dari bank. Saldo Pinjaman Perseroan dari bank pada tanggal
31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17.680 miliar yang terdiri dari:

(dalam miliar Rupiah)
Keterangan Jumlah
Pihak ketiga
Rupiah
- PT Bank Pan Indonesia Tbk. 2.759
- PT Bank Central Asia Tbk 2.091
- Standard Chartered Bank, Jakarta 900
- MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta 700
- PT Bank CIMB Niaga Tbk 600
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 583
- PT Bank BTPN Tbk 400
- PT Bank Shinhan Indonesia 154
- PT Bank Nationalnobu Tbk 125
8.312
US Dollar
- PT Bank DBS Indonesia - sindikasi 3.539
- PT Bank HSBC Indonesia - Club loan 2.786
- Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore — bilateral 1.711
- Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore - sindikasi 1.053
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk 99
- Bank of America, N.A Singapore Branch — bilateral 39
- PT Bank ANZ Indonesia — bilateral 9
9.236
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(dalam miliar Rupiah)

Keterangan Jumlah
Pihak berelasi
Rupiah
- PT United Tractor Tbk 177
17.725
Biaya provisi yang belum diamortisasi (45)
Jumlah 17.680

Cicilan pokok pinjaman sesuai dengan tanggal jatuh temponya pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai
berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan Jumlah

<1 tahun 10.496
1 -2 tahun 5.080
2 -3 tahun 2.149
Jumlah 17.725

Pada tanggal 31 Desember 2022, pinjaman - pinjaman tersebut di atas dikenakan suku bunga per tahun antara
4,09% - 8,75% untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah dan 1,17% - 1,97% untuk pinjaman dalam mata uang
Dolar AS. Beberapa pinjaman bank dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan sejumlah 0% dari
jumlah sisa pokok pinjaman.

Berikut adalah rincian transaksi pinjaman bank:
PT Bank Pan Indonesia Tbk.

Pada tanggal 11 Mei 2021, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk term loan non-
revolving dengan maksimum penarikan sebesar Rp1.000 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah saldo
pinjaman modal kerja adalah sebesar Rp542 miliar. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal
9 September 2024.

Pada tanggal 22 December 2021, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk term loan
non-revolving dengan maksimum penarikan sebesar Rp1.500 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah
saldo pinjaman modal kerja adalah sebesar Rp1.217 miliar. Fasilitas ini telah digunakan seluruhnya. Fasilitas ini
akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2025.

Pada tanggal 18 Oktober 2022, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk term loan
non-revolving dengan maksimum penarikan sebesar Rp1.000 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah
saldo pinjaman modal kerja adalah sebesar Rp1.000 miliar. Fasilitas ini telah digunakan seluruhnya Fasilitas ini
akan jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober 2025.

PT Bank Central Asia Thk.

Pada tanggal 16 November 2000, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja Money Market Line.
Fasilitas pinjaman modal kerja ini telah diperbaharui kembali dengan jumlah maksimum menjadi sebesar Rp1.200
miliar. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah saldo pinjaman sebesar Rp800 miliar, dan fasilitas ini masih dapat
digunakan sebesar Rp nihil miliar. Fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang dan akan jatuh tempo pada tanggal
24 Juni 2023.

Pada tanggal 19 Maret 2003, Perseroan juga memperoleh fasilitas cerukan dengan jumlah maksimum penarikan
sebesar Rp75 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah saldo pinjaman sebesar Rp nihil dan fasilitas ini
masih dapat digunakan kembali sebesar Rp75 miliar. Fasilitas ini telah diperpanjang dan akan jatuh tempo pada
tanggal 24 Juni 2023.

Pada tanggal 26 Maret 2019, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk term loan non
revolving dengan maksimum penarikan sebesar Rp1.000 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah saldo
pinjaman sebesar Rp nihil dan fasilitas ini telah digunakan seluruhnya. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo
pada tanggal 16 Mei 2022 dan tidak diperpanjang.

Pada tanggal 2 Desember 2019, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk term loan
non revolving dengan maksimum penarikan sebesar Rp1.000 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah
saldo pinjaman sebesar Rp125 miliar dan fasilitas ini telah digunakan seluruhnya. Fasilitas ini masih bisa
digunakan sampai dengan tanggal 21 April 2023.
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Pada tanggal 25 September 2020, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk term loan
non-revolving dengan maksimum penarikan sebesar Rp1.000 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2022 jumlah
saldo pinjaman sebesar Rp458 miliar dan fasilitas ini telah digunakan seluruhnya. Fasilitas ini akan jatuh tempo
pada tanggal 17 Mei 2024.

Pada tanggal 11 Juni 2021, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk term loan non-
revolving dengan maksimum penarikan sebesar Rp1.500 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2022 jumlah saldo
pinjaman sebesar Rp708 miliar dan fasilitas ini masih bisa digunakan sebesar Rp450 miliar. Fasilitas ini akan jatuh
tempo pada tanggal 11 Juni 2025.

Pada tanggal 27 September 2022, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk term loan
non-revolving dengan maksimum penarikan sebesar Rp1.500 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2022 jumlah
saldo pinjaman sebesar Rp nihil dan fasilitas ini masih bisa digunakan sebesar Rp1.500 miliar sampai dengan
September 2023. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 27 September 2026.

Standard Chartered Bank, Jakarta

Pada tanggal 4 November 2020, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk term loan
non-revolving dengan maksimum penarikan sebesar Rp750 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah saldo
pinjaman modal kerja adalah sebesar Rp150 miliar. Fasilitas ini telah digunakan seluruhnya Fasilitas ini akan jatuh
tempo pada tanggal 5 April 2024.

Pada tanggal 2 November 2022, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk term loan
non-revolving dengan maksimum penarikan sebesar Rp750 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah saldo
pinjaman modal kerja adalah sebesar Rp750 miliar dan fasilitas ini telah digunakan seluruhnya. Fasilitas ini akan
jatuh tempo pada tanggal 14 November 2025.

MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta

Pada tanggal 24 Mei 2016, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja tanpa jaminan. Fasilitas
pinjaman ini dapat ditarik dengan jumlah maksimum sebesar 50.000.000 Dolar AS (nilai penuh), fasilitas ini dapat
ditarik dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah saldo pinjaman adalah
sebesar Rp700 miliar dan

fasilitas pinjaman ini telah digunakan seluruhnya. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober
2023.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 10 November 2011, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja Money Market Line tanpa
jaminan. Fasilitas pinjaman modal kerja ini telah diperbaharui kembali dengan jumlah maksimum menjadi sebesar
Rp1.000 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah saldo pinjaman sebesar Rp600 miliar dan fasilitas ini
masih dapat digunakan sebesar Rp400 miliar. Fasilitas ini telah diperpanjang dan akan jatuh tempo pada tanggal
30 Juni 20283.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 11 Desember 2019, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja tanpa jaminan dengan
jumlah maksimum sebesar Rp500 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah saldo pinjaman sebesar Rp583
miliar dan fasilitas ini telah digunakan seluruhnya. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2022
dan tidak diperpanjang.

Pada tanggal 21 April 2021, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja tanpa jaminan dengan jumlah
maksimum sebesar Rp1.000 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah saldo pinjaman sebesar Rp583
miliar. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2024.

PT Bank BTPN Tbk

Pada tanggal 14 Agustus 2012, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja tanpa jaminan dengan
jumlah maksimum sebesar Rp300 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah saldo pinjaman ini adalah
sebesar Rp nihil dan masih dapat digunakan sebesar Rp300 miliar. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal
30 November 2023.

Pada tanggal 2 Februari 2022, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk term loan non-
revolving dengan maksimum penarikan sebesar Rp400 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah saldo
pinjaman modal kerja adalah sebesar Rp400 miliar dan fasilitas ini telah digunakan seluruhnya. Fasilitas ini akan
jatuh tempo pada tanggal 7 September 2023.
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PT Bank Shinhan Indonesia

Pada tanggal 2 Juli 2020, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk term loan non-
revolving dengan maksimum penarikan sebesar Rp200 miliar. Pada tanggal 31 December 2022, jumlah saldo
pinjaman modal kerja adalah sebesar Rp50 miliar dan fasilitas ini telah digunakan seluruhnya. Fasilitas pinjaman
ini akan jatuh tempo pada tanggal 27Juli 2023.

Pada tanggal 7 Juni 2022, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk term loan non-
revolving dengan maksimum penarikan sebesar Rp125 miliar. Pada tanggal 31 December 2022, jumlah saldo
pinjaman modal kerja adalah sebesar Rp104. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 13 Juni 2025.

PT Bank Nationalnobu Tbk.

Pada tanggal 11 Juni 2021, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja Money Market Line tanpa
jaminan dengan maksimum penarikan Rp125 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah saldo pinjaman
sebesar Rp125 miliar dan fasilitas pinjaman ini telah digunakan seluruhnya. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada
tanggal 21 Juni 2023.

PT Bank DBS Indonesia — Sindikasi

Pada tanggal 16 Juli 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja sindikasi luar negeri sebesar
370.000.000 Dolar AS (nilai penuh) dengan tingkat bunga mengambang 3-month LIBOR plus 0,90% untuk
Onshore dan 0,80% untuk Offshore per tahun, dengan DBS Bank Ltd., Citigroup Global Markets Singapore Pte.
Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch, dan
Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd sebagai mandated lead arrangers dan bookrunners. PT Bank DBS
Indonesia sebagai facility dan security agent. Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo pinjaman modal kerja adalah
sebesar nihil Dolar AS (nilai penuh) dan fasilitas ini telah digunakan seluruhnya. Perseroan sudah melakukan
lindung nilai sepenuhnya atas pinjaman modal kerja ini dan fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal
15 Juli 2022 dan tidak diperpanjang.

Pada tanggal 5 Maret 2021, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja sindikasi luar negeri sebesar
340.000.000 Dolar AS (nilai penuh) dengan tingkat bunga mengambang 3-month LIBOR plus 0,88% untuk
Onshore dan 0,80% untuk Offshore per tahun, dengan ANZ Bank Ltd., Bank Of China Ltd., BNP Paribas, Citigroup
Global Markets Asia Ltd., CTBC Bank Co. Ltd. Singapore Branch, DBS Bank Ltd., HSBC Ltd., Mizuho Bank Ltd.,
MUFG Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., PT Bank CTBC Indonesia, RHB Bank Berhard,
Shinsei Bank Ltd., SCB Jakarta Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch, SMTB Co. Ltd.
Singapore Branch, Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd dan The Korea Development Bank, Singapore Branch
sebagai mandated lead arrangers dan bookrunners. PT Bank DBS Indonesia sebagai facility agent. Pada tanggal
31 Desember 2022, saldo pinjaman modal kerja adalah sebesar 225.000.000 Dolar AS (nilai penuh) dan fasilitas
ini telah digunakan seluruhnya. Perseroan sudah melakukan lindung nilai sepenuhnya atas pinjaman modal kerja
ini dan fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 17 Februari 2025.

PT Bank HSBC Indonesia - Club Loan

Pada tanggal 8 Juli 2019, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja sindikasi sebesar 200.000.000
Dolar AS (nilai penuh) dengan tingkat bunga mengambang 3-month LIBOR plus 0,83% untuk Onshore dan 0,75%
untuk Offshore per tahun, dengan Australia and New Zealand Banking Group Limited, Bank Of China (Hong Kong)
Limited, Bank Of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Asia Limited,
DBS Bank Ltd, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, The Korea Development Bank,
Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Standard Chartered Bank sebagai mandated
lead arrangers. PT Bank HSBC Indonesia sebagai agent. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah saldo pinjaman
modal kerja adalah sebesar 19.583.333 Dolar AS (nilai penuh) dan fasilitas ini telah digunakan seluruhnya.
Perseroan sudah melakukan lindung nilai sepenuhnya atas pinjaman modal kerja ini. Fasilitas pinjaman ini akan
jatuh tempo pada tanggal 13 Mei 2023.

Pada tanggal 10 Juni 2022, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja sindikasi sebesar 300.000.000
Dolar AS (nilai penuh) dengan tingkat bunga mengambang 3-month Term SOFR plus 0,81% untuk Onshore dan
0,75% untuk Offshore per tahun, dengan Bank of China (Hong Kong) Limited, Bank of China (Hong Kong) Limited
Jakarta Branch, DBS Bank Ltd, Mizuho Bank Ltd, MUFG Bank Ltd Jakarta Branch, Oversea-Chinese Banking
Corporation Limited, RHB Bank Berhad, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch, Taipei Fubon
Commercial Bank Co. Limited, The Korea Development Bank Singapore Branch, Australia and New Zealand
Banking Group Limited, BNP Paribas, Cathay United Bank, dan Sumitomo Mitsui Tust Bank Limited Singapore
Branch sebagai mandated lead arrangers. PT Bank HSBC Indonesia sebagai agent. Pada tanggal 31 Desember
2022, jumlah saldo pinjaman modal kerja adalah sebesar 157.500.000 Dolar AS (nilai penuh) dan fasilitas ini masih
dapat digunakan sebesar 140.000.000 US Dollar. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 10 Juni
2026.
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Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore - Bilateral

Pada tanggal 29 Maret 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja luar negeri sebesar
100.000.000 Dolar AS (nilai penuh) dengan tingkat bunga mengambang 3-month LIBOR plus 0,69% dengan
Mizuho Bank, Ltd. Singapore Branch sebagai lender dan PT Bank Mizuho Indonesia sebagai security agent. Pada
tanggal 31 Desember 2022, jumlah saldo pinjaman modal kerja adalah sebesar nihil Dolar AS (nilai penuh).
Perseroan sudah melakukan lindung nilai sepenuhnya atas fasilitas ini dan telah dibayarkan sepenuhnya pada
tanggal jatuh tempo 3 Januari 2022. Fasilitas ini tidak diperpanjang.

Pada tanggal 18 Mei 2020, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja luar negeri sebesar 100.000.000
Dolar AS (nilai penuh) dengan tingkat bunga mengambang 3-month LIBOR plus 0,75% dengan Mizuho Bank, Ltd.
Singapore Branch sebagai lender. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah saldo pinjaman modal kerja adalah
sebesar 45.833.333 Dolar AS (nilai penuh). Fasilitas pinjaman modal kerja ini telah dipergunakan seluruhnya dan
fasilitas pinjaman ini akan tanggal jatuh tempo pada tanggal 8 April 2024.

Pada tanggal 9 November 2021, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja luar negeri sebesar
100.000.000 Dolar AS (nilai penuh) dengan tingkat bunga mengambang 3-month LIBOR plus 0,70% dengan
PT Bank Mizuho Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah saldo pinjaman modal kerja adalah sebesar
62.916.667 Dolar AS (nilai penuh). Perseroan sudah melakukan lindung nilai sepenuhnya atas pinjaman modal
kerja ini dan fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 19 Agustus 2025.

Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore — Sindikasi

Pada tanggal 20 Desember 2019, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja luar negeri sebesar
242.000.000 Dolar AS (nilai penuh) dengan tingkat bunga mengambang 3-month LIBOR plus 0,80% untuk
Onshore dan 0,73% untuk Offshore per tahun, dengan Mizuho Bank, Ltd. Singapore Branch, MUFG Bank, Ltd.,
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch sebagai mandated lead arrangers, Mizuho Bank, Ltd.,
sebagai agent. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah saldo pinjaman modal kerja adalah sebesar 66.916.667
Dolar AS (nilai penuh). Fasilitas pinjaman modal kerja ini telah dipergunakan seluruhnya dan atas saldo pinjaman
modal kerja tersebut, Perseroan sudah melakukan lindung nilai sepenuhnya. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada
tanggal 20 Desember 2023.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Pada tanggal 18 Juni 2008, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja revolving dengan maksimum
penarikan Rp100 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2022 jumlah saldo pinjaman sebesar Rp99 miliar. Fasilitas ini
masih dapat digunakan sebesar Rp100 miliar sampai dengan 30 Agustus 2023.

Bank of America, N.A Singapore Branch - Bilateral

Pada tanggal 13 Agustus 2019, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja luar negeri sebesar
40.000.000 Dolar AS (nilai penuh) dengan tingkat bunga mengambang 3-month LIBOR plus 0,70% dengan Bank
of America, N.A Singapore Branch, sebagai lender. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah saldo pinjaman modal
kerja adalah sebesar 2.500.000 Dolar AS (nilai penuh). Fasilitas pinjaman modal kerja ini telah dipergunakan
seluruhnya dan atas saldo pinjaman modal kerja tersebut, Perseroan sudah melakukan lindung nilai sepenuhnya.
Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 17 Januari 2023 dan tidak diperpanjang.

PT Bank ANZ Indonesia - Bilateral

Pada tanggal 9 November 2021, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja tanpa jaminan. Fasilitas
pinjaman ini dapat ditarik dengan jumlah maksimum sebesar 20.000.000 Dolar AS (nilai penuh), fasilitas ini dapat
ditarik dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah saldo pinjaman adalah
sebesar 600.000 Dolar AS (nilai penuh). Fasilitas pinjaman modal kerja ini masih dapat dipergunakan sebesar
19.400.000 Dolar AS (nilai penuh). Fasilitas pinjaman ini masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 30 Juni
2023.

PT Bank HSBC Indonesia

Pada tanggal 7 April 2005, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja yang dapat diperpanjang dengan
jumlah maksimum penarikan sebesar Rp300 miliar. Fasilitas pinjaman modal kerja ini dapat ditarik dalam mata
uang Rupiah dan Dolar AS. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp nihil,
fasilitas ini masih dapat digunakan kembali sebesar Rp300 miliar. Fasilitas pinjaman modal kerja ini telah
diperpanjang dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2023.
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Pada tanggal 8 Agustus 2008, Perseroan juga memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dengan jumlah
maksimum penarikan sebesar 10.000.000 Dolar AS (nilai penuh). Fasilitas pinjaman modal kerja ini dapat ditarik
dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah saldo pinjaman ini adalah
sebesar Rp nihil, fasilitas ini masih dapat digunakan kembali sebesar Rp10.000.000 Dolar AS. Fasilitas pinjaman
modal kerja ini telah diperpanjang dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2023.

PT United Tractor Tbk.

Pada tanggal 29 Juni 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja. Fasilitas pinjaman modal kerja
ini telah diperbaharui kembali dengan jumlah maksimum menjadi sebesar Rp300 miliar. Pada tanggal
31 Desember 2022, jumlah saldo pinjaman sebesar Rp177 miliar dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman
triwulan yang dimulai 3 bulan sejak setiap tanggal penarikan. Fasilitas ini sudah digunakan seluruhnya dan akan
jatuh tempo pada tanggal 24 Februari 2025.

SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

Perseroan mempunyai utang atas penerbitan obligasi pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan Nilai Nominal

Rupiah:

- Obligasi Berkelanjutan IV 2.160

- Obligasi Berkelanjutan V 7.440
9.600

Dikurangi:

Biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi (14)

Bersih 9.586

PENGUNGKAPAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Perseroan tidak memiliki liabilitas kontinjensi dan komitmen yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2022.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN
DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH
MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH
JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN
TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN DAN TIDAK MEMILIKI
LIABILITAS LAINNYA, KECUALI LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI
DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM
PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN PERSEROAN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN
SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN, DENGAN
INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH
LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM
PROSPEKTUS INI

PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KOMITMEN DAN
KONTINJENSI YANG MATERIAL SELAIN DARI YANG TELAH DINYATAKAN DAN DIUNGKAPKAN
DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG
DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG DAPAT
BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH
TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN
PENDAFTARAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS
DAN/ATAU PERIKATAN BAIK SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI
DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK, MAUPUN SETELAH TANGGAL LAPORAN
AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.
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IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan
laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan tersebut yang tercantum dalam Prospektus
ini. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan
yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021,
beserta catatan atas laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022 dan 2021 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen
Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh KAP
Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang
ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal
13 April 2023 yang ditandatangani oleh Tjhin Silawati, S.E. (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1123).

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam miliar Rupiah)

31 Desember

Keterangan 2022 2021

Kas dan setara kas
- Pihak ketiga 715 778
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan
nilai sebesar Rp 2.045 (2021: Rp 1.726)
- Pihak ketiga 29.587 26.442
- Pihak berelasi 9 39
Piutang pembiayaan Murabahah - setelah dikurangi penyisihan kerugian
penurunan nilai sebesar Rp 101 (2021: Rp 98)

- Pihak ketiga 1.475 1.505
Pembiayaan Musyarakah - setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 7
(2021: Rp 4)

- Pihak ketiga 104 67

Investasi bersih dalam sewa pembiayaan - setelah dikurangi penyisihan kerugian
penurunan nilai sebesar Rp 243 (2021: Rp 168)
- Pihak ketiga 3.554 2.529
- Pihak berelasi 2 47
Tagihan pembiayaan anjak piutang - setelah dikurangi penyisihan kerugian
penurunan nilai sebesar Rp 1 (2021: Rp 2)

- Pihak ketiga 15 31
Piutang lain-lain

- Pihak ketiga 426 325

- Pihak berelasi 2 2
Beban dibayar dimuka

- Pihak ketiga 39 33

- Pihak berelasi 7 9
Aset derivatif 549 27
Aset pajak tangguhan - bersih 258 227
Investasi pada entitas asosiasi 344 319
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 580 (2021: Rp 250 240
516)
JUMLAH ASET 37.336 32.620
Utang penyalur kendaraan

- Pihak ketiga 24 22

- Pihak Berelasi - 12
Utang lain-lain

- Pihak ketiga 516 523

- Pihak berelasi 133 82
Akrual
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(dalam miliar Rupiah)

Keterangan

31 Desember

2022 2021

- Pihak ketiga 234 246
Liabilitas pajak

- Pajak penghasilan badan 204 181

- Pajak lainnya 25 20
Liabilitas derivatif 17 182
Pinjaman

- Pihak ketiga 17.503 13.951

- Pihak berelasi 177 133
Surat berharga yang diterbitkan

- Obligasi 9.586 9.163
Imbalan kerja 265 342
Jumlah Liabilitas 28.684 24.857
Modal saham - nilai nominal Rp1.000 per saham

- Modal dasar 1.500.000.000 saham

- Modal ditempatkan dan disetor penuh 950.439.958 saham 950 950
Agio saham 1.987 1.987
Saldo laba

- Telah ditentukan penggunaannya 1 1

- Belum ditentukan penggunaannya 5.733 4.877
Cadangan lindung nilai arus kas (19) (52)
Jumlah Ekuitas 8.652 7.763
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 37.336 32.620
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam miliar Rupiah)
e 31 Desember
2022 2021

PENDAPATAN
Pembiayaan konsumen 4.944 4.498
Marjin Murabahah 251 335
Sewa pembiayaan 402 293
Pembiayaan anjak piutang 3 7
Bagi hasil Musyarakah 17 8
Bunga bank 15 15
Lain-lain - bersih 399 399
Jumlah pendapatan - bersih 6.031 5.555
BEBAN
Beban bunga dan keuangan 1.533 1.601
Beban usaha 1.083 1.031
Beban pajak final 3 3
Penyisihan kerugian penurunan nilai 1.545 1.471
(Pemulihan)/Penyisihan kerugian penurunan nilai lainnya (16) 46
Jumlah beban 4.148 4.152
Laba sebelum bagian laba bersih entitas asosiasi dan pajak penghasilan 1.883 1.403
Bagian laba bersih entitas asosiasi 40 37
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 1.923 1.440
BEBAN PAJAK PENGHASILAN (423) (319)
LABA BERSIH 1.500 1.121
Penghasilan komprehensif lain:
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja 5 (6)

Pajak penghasilan terkait

(1) 1
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(dalam miliar Rupiah)
31 Desember

Keterangan 2022 2021

4 (5)

Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:
Cadangan lindung nilai arus kas 45 209
Bagian cadangan lindung nilai arus kas entitas asosiasi setelah pajak 3) 2
Pajak penghasilan terkait 9) (46)
33 165
LABA KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 37 160
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 1.537 1.281
LABA PER SAHAM - DASAR DAN DILUSIAN (Rupiah penuh) 1.578 1.179

RASIO KEUANGAN

31 Desember

KETERANGAN 2022 2021

PROFITABILITAS

Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan (%) 31,89 25,92
Laba Bersih / Pendapatan (%) 24,87 20,18
Laba Bersih / Ekuitas (%) 17,34 14,44
Laba Bersih / Jumlah Aset (%) 4,02 3,44
Pendapatan / Jumlah Aset (%) 16,15 17,03
RASIO LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS

Pinjaman dan Surat Berharga Yang Diterbitkan Terhadap Jumlah Aset (x) 0,73 0,71
Total Liabilitas Terhadap Ekuitas (x)" 3,32 3,20
Total Liabilitas Terhadap Aset (x) 0,77 0,76
Gearing Ratio (x) 3,15 3,00
Current Ratio (%) 103,18 109,87
Interest Coverage Ratio (%) 252,04 206,01
Debt Service Coverage Ratio (%) 27,96 28,62

RASIO ASET PRODUKTIF

Piutang Pembiayaan Konsumen Bermasalah (Termasuk Joint Finance) 2

dibandingkan Piutang Pembiayaan Konsumen Bruto 0,46 0,99
(Termasuk Joint Finance) ® (%)

RASIO PERTUMBUHAN

Jumlah Pendapatan (%) 8,57 (3,29)

Laba Bersih (%) 33,81 56,13

Jumlah Aset (%) 14,46 3,77

Jumlah Liabilitas (%) 15,40 1,31

Jumlah Ekuitas (%) 11,45 12,49
Keterangan:

1) Dalam rangka penerbitan Obligasi ini sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, rasio jumlah liabilitas
terhadap ekuitas tidak melebihi 10:1.

2)  Piutang Pembiayaan Konsumen Bermasalah (Termasuk Joint Finance) adalah saldo piutang pembiayaan konsumen yang
menunggak lebih dari 90 hari. Saldo ini diambil dari laporan internal Perseroan.

3) Piutang Pembiayaan Konsumen Bruto (Termasuk Joint Finance) adalah piutang pembiayaan konsumen termasuk porsi
pembiayaan bersama without recourse.

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit dan Pemenuhannya

KETERANGAN PERSYARATAN S Dl

2022 2021
Gearing Ratio (x) Maks. 10 3,15 3,00
Bank
PT Bank Pan Indonesia Tbk. Maks. 10 3,15 3,00
PT Bank Central Asia Tbk. Maks. 10 3,15 3,00
Standard Chartered Bank, Jakarta Maks. 10 3,15 3,00
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta Maks. 10 3,15 3,00
PT Bank CIMB Niaga Tbk. Maks. 10 3,15 3,00
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Maks. 10 3,15 3,00
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31 Desember

KETERANGAN PERSYARATAN 2022 2021
PT Bank BTPN Tbk. Maks. 10 3,15 3,00
PT Bank Shinhan Indonesia Maks. 10 3,15 3,00
PT Bank Nationalnobu Tbk. Maks. 10 3,15 3,00
PT Bank DBS Indonesia - sindikasi/syndicated Maks. 10 3,15 3,00
PT Bank HSBC Indonesia - Club loan Maks. 10 3,15 3,00
Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore - bilateral/bilateral Maks. 10 3,15 3,00
Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore -
sindikasi/syndicated Maks. 10 3,15 3,00
PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Maks. 10 3,15 3,00
Bank of America, N.A Singapore Branch - bilateral/bilateral Maks. 10 3,15 3,00
PT Bank ANZ Indonesia - bilateral/bilateral 9 - Maks. 10 3,15 3,00
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd., Singapore -
sindikasi/syndicated Maks. 10 3,15 3,00
PT Bank HSBC Indonesia - sindikasi wakalah/wakalah
syndicated Maks. 10 3,15 3,00
PT United Tractor Tbk. Maks. 10 3,15 3,00

Sehubungan dengan Pinjaman Perseroan, sebagaimana diatur di Perjanjian Kredit antara Perseroan dengan
Kreditur, rasio pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi 10:1, dimana yang dimaksud dengan pinjaman berarti
total kewajiban Perseroan pada setiap saat. Rasio jumlah liabilitas terhada ekuitas pada 31 Desember 2022 dan
31 Desember 2021, masing-masingnya adalah sebesar 3,15 kali dan 3,00 kali. Sehingga sampai dengan
Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio-rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian
utang.
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V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasional Perseroan dalam bab
ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan yang
telah diaudit beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam
Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah
diaudit pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, beserta catatan
atas laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022 dan 2021 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen
Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh KAP
Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang
ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal
13 April 2023 yang ditandatangani oleh Tjhin Silawati, S.E. (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1123).

1. ANALISIS KINERJA KEUANGAN
a. Pendapatan dan Laba Bersih

Pendapatan

Keterangan 31 Desember 2022 31 Desember 2021 A%
Rp miliar % Rp miliar %

Pembiayaan konsumen 4.944 82,0 4.498 81,0 9,9
Marjin Murabahah 251 4,2 335 6,0 -25,1
Sewa pembiayaan 402 6,7 293 5,3 37,2
Pembiayaan anjak piutang 3 0,0 7 0,1 -57,1
Bagi hasil Musyarakah 17 0,3 8 0,1 112,5
Bunga bank 15 0,2 15 0,3 0,0
Lain-lain - bersih 399 6,6 399 7,2 0,0
Jumlah pendapatan - bersih 6.031 100,0 5.555 100,0 8,6

Sebagian besar pendapatan Perseroan berasal dari pendapatan pembiayaan konsumen, yang mencapai 82,0%
dari jumlah pendapatan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan
pendapatan Perseroan banyak dipengaruhi oleh kenaikan jumlah pembiayaan baru.

Bila terjadi perubahan suku bunga, Perseroan akan melakukan penyesuaian tingkat suku bunga baru terhadap
pembiayaan konsumen baru mengikuti kondisi pasar. Terhadap perubahan yang terjadi, Perseroan berusaha
untuk tetap menjaga tingkat pendapatan bersih Perseroan yang akan diterima pada periode berjalan.

Dalam rangka menjaga kualitas piutang pembiayaan, Perseroan menerapkan kebijakan penyaluran kredit yang
hati-hati (prudent), yaitu melalui perbaikan terus-menerus terhadap kualitas analisa kredit serta kualitas survei
sebelum perjanjian kredit dengan pelanggan ditandatangani.

Berikut adalah analisa perubahan pendapatan yang signifikan:

Pendapatan Pembiayaan Konsumen

Pada tahun 2022 pendapatan Perseroan dari pembiayaan konsumen sebesar Rp4.944 miliar, meningkat sebanyak
9,9% dibanding tahun 2021 yang nilainya sebesar Rp4.498 miliar. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan
rata-rata aset pembiayaan konsumen yang dikelola oleh Perseroan karena adanya kenaikan jumlah pembiayaan
baru di tahun 2022.

Pendapatan Marjin Murabahah

Pada tahun 2022 pendapatan Perseroan dari Marjin Murabahah sebesar Rp251 miliar, menurun sebanyak 25,1%

dibanding tahun 2021 yang nilainya sebesar Rp335 miliar. Hal ini terutama disebabkan karena menurunnya rata-
rata aset yang dikelola pada pembiayaan murabahah.
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Pendapatan Lain-Lain - Bersih

Pendapatan lain-lain — bersih Perseroan terdiri dari:

31 Desember 2022 31 Desember 2021

0,
LCCIELELT Rp miliar % Rp miliar % —
Sanksi keterlambatan pembayaran 255 63,9 258 64,7 -1,2
Potongan premi asuransi 139 34,8 140 35,1 -0,7
Lain-lain - bersih 5 1,3 1 0,2 400,0
Jumlah pendapatan lain-lain - bersih 399 100,0 399 100,0 0,0

Pada tahun 2022 pendapatan lain-lain Perseroan sebesar Rp399 miliar, relatif sama dbandingkan dengan tahun
2021.

Beban
31 Desember 2022 31 Desember 2021
Keterangan — — A%
Rp miliar % Rp miliar %
Beban bunga dan keuangan 1.533 37,0 1.601 38,6 -4,2
Beban usaha 1.083 26,1 1.031 24,8 5,0
Beban pajak final 3 0,1 3 0,1 0,0
Penyisihan kerugian penurunan nilai 1.545 37,2 1.471 35,4 50
(PemL.Jllh.an)/penylsman kerugian penurunan (16) 0.4 46 1.1 134.8
nilai lainnya
Jumlah beban 4.148 100,0 4.152 100,0 -0,1

Sebagian besar beban Perseroan berasal dari penyisihan kerugian penurunan nilai, yang mencapai 37,2% dari
jumlah beban Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, disusul dengan beban bunga
dan keuangan sebesar 37,0% dari jumlah beban Perseroan.

Berikut adalah analisa perubahan beban yang signifikan:

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Pada tahun 2022 penyisihan kerugian penurunan nilai Perseroan sebesar Rp1.545miliar, meningkat sebesar 5,0%
dibanding tahun 2021 yang nilainya sebesar Rp1.471 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh
peningkatan jumlah penyisihan karena kenaikan jumlah aset yang dikelola oleh Perseroan.

Beban Bunga dan Keuangan

Pada tahun 2022 beban bunga dan keuangan Perseroan sebesar Rp1.533 miliar, menurun sebesar 4,2%
dibanding tahun 2021 yang nilainya sebesar Rp1.601 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh
penurunan suku bunga pinjaman yang dibebankan ke Perseroan.

Beban usaha

Pada tahun 2022 beban usaha Perseroan sebesar Rp1.083 miliar, meningkat sebanyak 5,0% dibanding tahun
2021 yang nilainya sebesar Rp1.031 miliar. Hal ini terutama disebabkan karena adanya inflasi secara makro

ekonomi serta peningkatan kebutuhan operasional seiring dengan kenaikan jumlah aset yang dikelola oleh
Perseroan.

Laba Bersih
(dalam miliar Rupiah)
31 Desember
Keterangan A%
2022 2021
Jumlah pendapatan - bersih 6.031 5.555 8,6
Jumlah beban 4.148 4.152 -0,1
Laba bersih 1.500 1.121 33,8
Laba komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak 37 160 -76,9
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan 1.537 1.281 20,0
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Pada tahun 2022 laba bersih Perseroan sebesar Rp1.500 miliar meningkat sebanyak 33,8% dibanding tahun 2021
yang nilainya sebesar Rp1.121 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah Pendapatan
serta penurunan jumlah beban.

b. Aset. Liabilitas dan Ekuitas

Aset

Komposisi Aset Perseroan adalah sebagai berikut:

Kot 31 Desember 2022 31 Desember 2021 A
eterangan
d Rp miliar % Rp miliar % °

Kas dan setara kas

- Pihak ketiga 715 1,9 778 2,4 -8,1
Piutang pembiayaan konsumen — setelah

dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai

sebesar Rp 2.045 (2021: Rp 1.726)

- Pihak ketiga 29.587 79,3 26.442 81,1 11,9

- Pihak berelasi 9 0,0 39 0,1 -76,9
Piutang pembiayaan Murabahah - setelah

dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai

sebesar Rp 101 (2021: Rp 98)

- Pihak ketiga 1.475 4,0 1.505 4,6 -2,0
Pembiayaan Musyarakah - setelah dikurangi

penyisihan kerugian sebesar Rp 7 (2021: Rp 4)

- Pihak ketiga 104 0,3 67 0,2 55,2
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan -

setelah dikurangi penyisihan kerugian

penurunan nilai sebesar Rp 243 (2021: Rp

168)
- Pihak ketiga 3.554 9,5 2.529 7.8 40,5
- Pihak berelasi 2 0,0 47 0,1 -95,7

Tagihan pembiayaan anjak piutang - setelah
dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai
sebesar Rp 1 (2021: Rp 2)

- Pihak ketiga 15 0,0 31 0,1 -51,6
Piutang lain-lain

- Pihak ketiga 426 1,1 325 1,0 31,1

- Pihak berelasi 2 0,0 2 0,0 0,0
Beban dibayar dimuka

- Pihak ketiga 39 0,1 33 0,1 18,2

- Pihak berelasi 7 0,0 9 0,0 -22,2
Aset derivatif 549 1,5 27 0,1 1.933,3
Aset pajak tangguhan - bersih 258 0,7 227 0,7 13,7
Investasi pada entitas asosiasi 344 0,9 319 1,0 7,8

Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi
penyusutan sebesar Rp 580 (2021: Rp 516) 250 0.7 240 0.7 4.2

JUMLAH ASET 37.336 100,0 32.620 100,0 14,5

Posisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp37.336 miliar mengalami kenaikan
sebanyak 14,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp32.620 miliar. Hal ini terutama
disebabkan oleh kenaikan jumlah piutang pembiayaan konsumen bersih dan investasi bersih dalam sewa
pembiayaan serta kenaikan piutang lain-lain.

Piutang pembiayaan konsumen pihak ketiga setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai pada tanggal
31 Desember 2022 adalah sebesar Rp29.587 miliar mengalami kenaikan sebanyak 11,9% dibandingkan posisi
pada tahun sebelumnya yang nilainya sebesar Rp26.442 miliar. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah
pembiayaan baru selama tahun 2022.

Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp715 miliar mengalami penurunan

sebanyak 8,1% dibandingkan posisi pada tahun sebelumnya yang nilainya sebesar Rp778 miliar. Hal ini
disebabkan oleh penggunaan untuk kegiatan operasional Perseroan.
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Liabilitas

Komposisi Liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022 31 Desember 2021

0,
LCCIELELT Rp miliar % Rp miliar % —

Utang penyalur kendaraan

- Pihak ketiga 24 0,1 22 0,1 9,1

- Pihak berelasi - 0,0 12 0,0 -100,0
Utang lain-lain

- Pihak ketiga 516 1,8 523 21 -1,3

- Pihak berelasi 133 0,5 82 0,3 62,2
Akrual

- Pihak ketiga 234 0,8 246 1,0 -4,9
Liabilitas pajak

- Pajak penghasilan badan 204 0,7 181 0,7 12,7

- Pajak lainnya 25 0,1 20 0,1 25,0
Liabilitas derivatif 17 0,1 182 0,7 -90,7
Pinjaman

- Pihak ketiga 17.503 61,0 13.951 56,1 25,5

- Pihak berelasi 177 0,6 133 0,6 33,1
Surat berharga yang diterbitkan

- Obligasi 9.586 33,4 9.163 36,9 4,6
Imbalan kerja 265 0,9 342 1,4 -22,5
Jumlah Liabilitas 28.684 100,0 24.857 100,0 15,4

Posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp28.684 miliar mengalami kenaikan
sebanyak 15,4% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2021 yang nilainya sebesar Rp24.857 miliar. Hal ini
terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah pinjaman dan obligasi Perseroan.

Perseroan menyadari adanya risiko nilai tukar mata uang asing yang terjadi akibat fluktuasi mata uang Rupiah
terhadap Dolar AS, sehingga Perseroan melakukan transaksi cross currency swap dengan tujuan melakukan
aktivitas lindung nilai atas ketidakpastian nilai tukar mata uang asing yang timbul dari arus kas pokok dan bunga
pinjaman dan obligasi. Perseroan tidak memiliki instrumen keuangan derivatif untuk tujuan spekulasi. Pada tanggal
31 Desember 2022 Perseroan tidak memiliki bunga yang sudah jatuh tempo namun belum dilunasi.

Perseroan berpendapat bahwa kebijakan lindung nilai atas pinjaman dan ikatan dalam mata uang asing cukup
memadai untuk meminimalisir risiko ketidakpastian nilai tukar mata uang asing yang mungkin timbul.

Ekuitas

Komposisi Ekuitas Perseroan adalah sebagai berikut:
(dalam miliar Rupiah. kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 31 Desember
Keterangan 2022 2024 A%
3D % Re %
miliar miliar

Modal saham - nilai nominal Rp1.000 per saham
- Modal dasar 1.500.000.000 saham
- Modal ditempatkan dan disetor penuh 950.439.958 saham 950 11,0 950 12,3 0,0
Agio saham 1.987 229 1.987 25,6 0,0
Saldo laba
- Telah ditentukan penggunaannya 1 0,0 1 0,0 0,0
- Belum ditentukan penggunaannya 5.733 66,3 4.877 62,8 17,6
Cadangan lindung nilai arus kas (19) -0,2 (52) -0,7 -63,5
Jumlah Ekuitas 8.652 100,0 7.763 100,0 11,5

Posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.652 miliar mengalami sedikit
kenaikan sebanyak 11,5% dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang nilainya sebesar Rp7.763 miliar. Hal ini
terutama karena adanya kenaikan jumlah saldo laba bersih setelah dikurangkan dengan pembayaran dividen.
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2. DATA INFORMASI SEGMEN
Berikut adalah data pelaporan segmen berdasarkan produk usaha Perseroan :

(dalam miliar Rupiah)

Tidak dapat

Pembiayaan Pembiayaan Sewa Pembiayaan

EEIETERT konsumen Murabahah pembiayaan pia:tjaarl:g dialokasikan iy
31 Desember 2022
Jumlah pendapatan 5.333 278 402 3 15 6,031
Jumlah beban 1.419 36 75 (1) 2.619 4.148
Laba bersih 3.914 242 327 4 (2.987) 1.500
Jumlah aset 29.784 1.586 3.557 15 2.394 37.336
Jumlah liabilitas 46 - - 28.638 28.684
31 Desember 2021
Jumlah pendapatan 4.882 358 293 7 15 5.555
Jumlah beban 1.442 37 41 (3) 2.635 4.152
Laba bersih 3.440 321 252 10 (2.902) 1.121
Jumlah aset 26.704 1.577 2.577 31 1.731 32.620
Jumlah liabilitas 121 - - - 24.736 24.857

Berikut adalah saldo pendapatan dan aset per segmen geografis yang terdiri dari 6 area. yaitu:

(dalam miliar Rupiah. kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan 2022 % 2021 % A%
Area DKI Jakarta dan sekitarnya 2.101 34,8 2.070 37,3 1,5
Area Jawa 1.600 26,5 1.571 28,3 1,8
Area Sumatera 1.171 19,4 1.001 18,0 17,0
Area Sulawesi 591 9,8 443 8,0 334
Area Kalimantan 435 7,2 327 5,9 33,0
Area Bali dan Nusa Tenggara 118 2,0 128 2,3 -7,8
Pendapatan yg tidak dapat dialokasi 15 0,3 15 0,2 0,0
6.031 100,0 5.555 100,0 8,6
Aset
Aset keuangan :
Area DKI Jakarta dan sekitarnya 9.612 25,7 8.731 26,8 10,1
Area Jawa 10.029 26,9 10.019 30,7 0,1
Area Sumatera 8.615 23,1 6.779 20,8 27,1
Area Sulawesi 4.204 11,3 3.203 9,8 31,3
Area Kalimantan 3.107 8,3 2.263 7,0 37,3
Area Bali dan Nusa Tenggara 871 2,3 797 2,4 9,3
Aset selain aset keuangan 898 24 828 2,5 8,5
37.336 100,0 32.620 100,0 14,4

3. LIKUIDITAS PERSEROAN

Dalam mencukupi kebutuhan dana yang digunakan untuk aktivitas operasional. Perseroan membutuhkan dana
dari luar, diantaranya melalui pinjaman bank dan surat berharga yang diterbitkan, dimana pada tanggal
31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing jumlahnya sebesar Rp27.266 miliar dan Rp23.247 miliar.

Perseroan selalu menjaga tingkat likuiditas Perseroan, termasuk antisipasi untuk perkembangan penyaluran kredit,
mitigasi risiko kredit dari pelanggan dan ketersediaan pendanaan internal maupun berupa pinjaman untuk
menjamin kelancaran operasional Perseroan. Perseroan menelaah struktur laporan posisi keuangan dan
melakukan analisa serta pengukuran risiko likuiditas berdasarkan Pedoman Pengendalian Internal Entitas dan
Pedoman Pengelolaan Aset dan Liabilitas dari pemegang saham.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau
ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap
likuiditas. Perseroan memastikan kecukupan modal kerja untuk menunjang kegiatan usahanya.

4. SUMBER PENDANAAN

Selain dari ekuitas, Perseroan juga menggunakan sumber pendanaan berupa pinjaman bank, pembiayaan
bersama (joint financing) dan surat berharga yang diterbitkan untuk disalurkan sebagai pembiayaan. Sampai
dengan periode 31 Desember 2022, Perseroan masih memiliki ketersediaan dana sebesar Rp5.574 triliun dan
US$194 juta yang dapat digunakan oleh Perseroan sewaktu-waktu disaat dibutuhkan.
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5. DATA ARUS KAS

Arus Kas Masuk Perseroan yang utama diperoleh dari penerimaan angsuran pelanggan dan penerimaan fasilitas
pembiayaan bersama dengan bank. Arus Kas Keluar Perseroan yang utama adalah untuk membayar utang
kepada penyalur (dealer) dan membayar angsuran yang menjadi porsi dari pembiayaan bersama dengan bank.
Rincian data arus kas Perseroan berdasarkan aktivitasnya adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah. kecuali dinyatakan lain)

31 Desember

Keterangan 2022 2021
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi (2.619) (146)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi (59) (53)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan 2.615 235
(Penurunan)/Kenaikan bersih kas dan setara kas (63) 36

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp2.473 miliar yang disebabkan oleh kenaikan pengeluaran kas untuk
pembayaran kepada penyalur kendaraan.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp6 miliar atau sebesar 11,3% yang disebabkan oleh kenaikan
penggunaan kas untuk pembelian aset tetap.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp2.380 miliar yang disebabkan oleh kenaikan penerimaan pinjaman.

6. LINDUNG NILAI

Dalam rangka penerapan kebijakan manajemen risiko. Perseroan melakukan instrumen derivatif untuk lindung
nilai atas perubahan variabel yang mendasar. Berdasarkan kebijakan tersebut. Perseroan tidak memiliki instrumen
keuangan derivatif untuk tujuan spekulasi.

Perseroan telah melakukan lindung nilai terhadap pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan Perseroan dalam
mata uang asing yang pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 586.515.955 Dolar AS dan pada tanggal
31 Desember 2021 sebesar 572.677.066 Dolar AS.

Dalam hal pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan Perseroan dalam mata uang asing. Perseroan telah
melakukan lindung nilai melalui transaksi cross currency swaps dan interest rate swaps untuk mengantisipasi risiko
fluktuasi tingkat bunga dan nilai tukar atas pinjaman dalam mata uang asing. Perubahan nilai tukar mata uang
asing tidak mempengaruhi laba bersih Perseroan.

7. SOLVABILITAS, IMBAL HASIL RATA-RATA EKUITAS DAN IMBAL HASIL RATA-RATA ASET
Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk membayar kembali liabilitas pinjaman jangka pendek maupun
jangka panjang yang sudah jatuh tempo. Dalam perhitungan solvabilitas ini dikenal rasio-rasio keuangan seperti:

rasio liabilitas terhadap ekuitas (debt to equity ratio) dan rasio liabilitas terhadap jumlah aset (debt to asset ratio).

Imbal hasil rata-rata ekuitas (ROAE) menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari
ekuitas yang ditanamkan. yang diukur dari perbandingan antara laba bersih terhadap rata-rata ekuitas Perseroan.

Imbal hasil rata-rata aset (ROAA) menunjukan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba sebelum pajak

penghasilan dari aset yang dimiliki Perseroan, yang diukur dari perbandingan antara laba sebelum pajak
penghasilan terhadap rata-rata aset Perseroan.
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Berikut adalah perhitungan rasio-rasio tersebut:

(dalam miliar Rupiah. kecuali dinyatakan lain)
31 Desember

Keterangan

2022 2021
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 1.923 1.440
Laba Bersih 1.500 1.121
Rata-rata Aset 34.852 32.575
Rata-rata Ekuitas 8.221 7.320
Debt to equity ratio (x) 3,15 3,00
Debt to asset ratio (x) 0,73 0,71
ROAE (%) 18,24 15,32
ROAA (%) 5,52 4,42

8. PEMBELIAN ASET TETAP DAN BELANJA MODAL (CAPITAL EXPENDITURE)

Capital Expenditure merupakan pengeluaran biaya yang digunakan untuk membeli aset tetap Perseroan berupa
tanah, bangunan dan prasarana, peralatan kantor, perabot, kendaraan, dan aset dalam penyelesaian. Sumber
dana Capital Expenditure adalah arus kas Perseroan. Capital Expenditure untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022 dan 2021 berturut-turut adalah sebesar Rp75 miliar dan Rp69 miliar. Capital Expenditure
dilakukan Perseroan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada customer serta menunjang kegiatan
operasional Perseroan, tidak ada pembelian aset tetap yang tidak sesuai antara pembelian dan tujuannya serta
tidak ada pengeluaran biaya yang digunakan untuk membeli aset-aset Perseroan dalam mata uang asing.

Sehubungan dengan strategi dan inisiatif baru Perseroan di bidang digital, Perseroan memiliki rencana untuk
mengembangkan aplikasi mobile bagi customer untuk mempermudah proses pembiayaan dan juga untuk
mempermudah customer mengakses berbagai layanan maupun informasi di mana saja, lebih cepat, dan tanpa
batasan.

Selain itu Perseroan juga akan mengoptimalkan penggunaan barang modal yang telah ada dan meminimalkan
rencana investasi barang modal yang baru kecuali penggantian aset lama dengan aset baru supaya lebih produkiif.
Pengeluaran terkait dengan barang modal yang masih produktif hanya untuk perbaikan dan pemeliharaan atas
barang modal yang telah dimiliki Perseroan.

Sumber pendanaan untuk pembelian barang modal umumnya dibiayai dari laba yang dihasilkan dari aktivitas
operasional Perseroan. Pembelian barang modal seluruhnya menggunakan sumber pendanaan Rupiah yang tidak
perlu dilakukan lindung nilai. Pembelian barang modal dilakukan dalam batas yang sesuai dengan kemampuan
dan arus kas Perseroan sehingga tidak mengganggu kinerja keuangan Perseroan.

Investasi dalam pengembangan teknologi informasi. pemeliharaan dan perbaikan ini diharapkan akan
meningkatkan kapasitas perseroan sehingga meningkatkan efisiensi operasional. kualitas layanan nasabah dan
memperkecil risiko kesalahan informasi untuk menunjang kinerja Perseroan.

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi terkait investasi barang
modal yang material.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan. tidak ada pengikatan yang bersifat signifikan dalam melakukan
belanja modal yang belum terealisasi.

9. GEARING RATIO

Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam KMK No. 84/PMK.012/2006 pada Bab VII, Pasal 25 ayat 3 dan
Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 (“POJK No. 35/2018”) pada Bab XV, Pasal 79 ayat 1 dijelaskan bahwa
tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan diukur dengan gearing ratio setinggi-tingginya 10 kali. Perseroan telah
memenuhi rasio keuangan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang yang telah diungkapkan
Perseroan dalam laporan keuangan Perseroan di dalam Prospektus ini. Gearing Ratio (Jumlah Pinjaman dan surat
berharga yang diterbitkan / Jumlah Ekuitas) Perseroan berturut-turut per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
adalah sebesar 3,15 kali dan 3,00 kali.

Kondisi gearing ratio Perseroan masih jauh dibawah ketentuan Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan OJK.

hal ini membuktikan bahwa Perseroan telah memenuhi tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan sebagaimana
yang dipersyaratkan.
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10. STRATEGI USAHA PERSEROAN

Pertumbuhan industri otomotif mengalami peningkatan penjualan meskipun belum kembali ke kondisi sebelum
pandemi. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat yang masih rendah khususnya pada kelas menengah akibat
beberapa sektor ekonomi yang belum pulih sepenuhnya, sehingga pertumbuhan industri di segmen otomotif juga
diperkirakan akan masih stagnan dan menyebabkan kompetisi cenderung akan tetap ketat.Tantangan eksternal
datang juga dari berbagai perusahaan multifinance yang berbasis bank mengakibatkan kompetisi yang semakin
ketat. Potensi pengembangan Perseroan semakin terbuka lebar di era digital ini karena masyarakat sudah mulai
beradaptasi dengan sistem digital dalam transaksi keuangan, sehingga membuka peluang bisnis bagi Perseroan
dalam menggarap pembiayaan berbasis digital.

Dari sisi internal, rencana memperluas jaringan serta memaksimalkan kinerja aplikasi digital mobile yang didukung
dengan teknologi informasi & manajemen risiko yang baik merupakan kekuatan Perseroan yang dapat digunakan
untuk menghadapi persaingan usaha. Potensi database pelanggan yang besar dapat dijadikan modal untuk
program loyalitas dan retensi pelanggan dengan peluang pengembangan CRM (Customer Relationship
Management). Di tahun 2023 Perseroan juga akan melakukan berbagai inisiatif dalam rangka meningkatkan
kompetensi dan kinerja Sumber Daya Manusia melalui program-program pelatihan, pendidikan, dan
pengembangan menyesuaikan dengan kebutuhan di era digital.

Kebijakan Manajemen

Dalam merumuskan kebijakan manajemen, Perseroan menggunakan pendekatan tiga pilar 3P yaitu Product
Excellence, People Excellence dan Process & Facility Excellence dengan tetap berpedoman pada filosofi
Perseroan yaitu misi, visi dan nilai-nilai Perseroan. Kebijakan manajemen yang disusun ini sesuai dengan arah
kebijakan Accelerate Asset Growth & Profitability serta untuk mencapai tujuan Perseroan.

Goal 2023
NPAT IDR 1,6 Tn

Accelerate Asset Growth and Profitability

Values, Mission & Vision

Gambar 1. ASF Strategy Building Blocks

11. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA
PERSEROAN

Perseroan mampu memaksimalkan peluang di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang cukup menantang
selama beberapa tahun terakhir, dibuktikan dengan pertumbuhan laba bersih yang signifikan dan posisi neraca
yang kuat. Tantangan ekonomi di Indonesia diantaranya disebabkan oleh minimnya perkembangan nilai konsumsi
rumah tangga, arus investasi asing, harga komoditi dan nominal ekspor serta belanja pemerintah. Sebagai akibat
dari penurunan daya beli masyarakat, persaingan antar perusahaan pembiayaan semakin ketat, terutama dari
perusahaan pembiayaan yang berafiliasi langsung dengan perbankan yang menawarkan bunga yang kompetitif
dan cross-selling antar-nasabah.
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Perseroan menyadari adanya risiko nilai tukar mata uang asing yang terjadi akibat fluktuasi mata uang Rupiah
terhadap Dolar AS, sehingga Perseroan melakukan transaksi cross currency swap dengan tujuan melakukan
aktivitas lindung nilai atas ketidakpastian nilai tukar mata uang asing yang timbul dari arus kas pokok dan bunga
pinjaman dan obligasi.

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi
yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang
telah diaudit untuk tahun 2022 dan 2021.

12. FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA ACUAN

Fluktuasi kurs mata uang asing dan suku bunga acuan pinjaman mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan,
hal ini dikarenakan laba atau rugi kurs serta beban bunga yang terjadi dibebankan pada operasi tahun berjalan,
dimana hal tersebut mempengaruhi keadaan keuangan Perseroan pada masa yang akan datang dengan
mengestimasi arus kas dan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut.

Perseroan menerapkan kebijakan lindung nilai terhadap seluruh pinjaman dalam mata uang asing yang suku
bunganya telah ditentukan terlebih dahulu guna meredam gejolak finansial akibat volatilitas nilai tukar atau
perubahan suku bunga pasar. Dalam menerapkan kebijakan lindung nilai, Perseroan menggunakan instrumen
keuangan derivative, seperti cross currency swap sebagai bagian dari aktivitas manajemen aset dan liabilitas untuk
melindungi dampak risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga dimana transaksi dalam mata uang asing
dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Perseroan tidak memiliki pinjaman dan perikatan atau komitmen tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang
asing atau pinjaman yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu.

13. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN STANDAR AKUNTANSI BARU

Standar Akuntansi Baru

Dewan Standar Akuntansi Keuangan lkatan Indonesia (‘DSAK-IAI”) telah menerbitkan standar baru, amandemen

dan interpretasi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022 sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 22: “Kombinasi bisnis tentang referensi ke kerangka konseptual”;

- Amendemen PSAK 57: “Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi tentang kontrak memberatkan -
Biaya memenuhi kontrak”;

- Penyesuaian tahunan PSAK 71: “Instrumen keuangan”;

- Penyesuaian tahunan PSAK 73: “Sewa”; dan

- Penyesuaian tahunan PSAK 69: “Agrikultur”.

Terkait adanya siaran pers DSAK I|Al “Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa” pada bulan April 2022,
Perseroan mengubah kebijakan terkait atribusi imbalan pensiun pada periode jasa sesuai ketentuan dalam PSAK
24 untuk pola fakta umum dari program pensiun berbasis UU Cipta Kerja No. 11/2020 dan PP 35/2021.

14. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA

Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung
secara material dan signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan yang tercermin di laporan keuangan.

15. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM
EKONOMI

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal atau perubahan penting dalam ekonomi untuk tahun-tahun
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.
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VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Obligasi Perseroan mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam
mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah
ini dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Obligasi Perseroan. Risiko tambahan yang saat ini belum
diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada
kegiatan usaha arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. Harga
pasar atas Obligasi Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini dan calon investor dapat kehilangan
sebagian atau seluruh investasinya.

1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN
USAHA PERSEROAN

Risiko Pembiayaan/Kredit

Risiko Pembiayaan/Kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi
kewajiban kepada perusahaan pembiayaan. Sumber risiko kredit adalah komposisi portfolio piutang pembiayaan
dan tingkat konsentrasi yang tinggi, strategi penyaluran pembiayaan yang tidak memadai, kualitas piutang
pembiayaan rendah, kecukupan pencadangan yang dilakukan perusahaan tidak memadai, dan adanya faktor
eksternal yang dapat

berdampak pada kemampuan debitur. Risiko kredit dapat meningkat antara lain karena konsentrasi penyaluran
pembiayaan pada debitur, wilayah geografis, kegiatan usaha, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu.
Risiko tersebut secara langsung dapat memberikan dampak dalam kelangsungan usaha Perseroan, dimana risiko
tersebut dapat merugikan Perseroan dalam hal konsumen tidak mampu membayar cicilan atau melunasi kredit
tepat waktu, dimana hal tersebut akan berdampak pada kemungkinan terganggunya arus kas dan kerugian
penurunan nilai piutang nasabah.

2. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK
LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN
PERSEROAN

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila
tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam
uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-
risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap usaha Perseroan.

a. Risiko Strategis

Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perseroan dalam mencapai tujuan Perseroan akibat ketidaklayakan
atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategi, pengambilan
keputusan bisnis yang tepat, dan/atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal. Risiko
strategi bersumber dari strategi yang dimiliki dan dijalankan Perseroan tidak sesuai dengan kondisi
lingkungannya, kebijakan Perseroan yang diterapkan tidak sesuai dengan posisi strategis Perseroan. Risiko
strategi dapat meningkat antara lain karena stabilitas politik yang tidak kondusif, inflasi yang tinggi, dan
stabilitas keamanan. Sementara itu, sifat bisnis pembiayaan yang menuntut Perseroan untuk bergerak aktif
dan inovatif memunculkan risiko strategis, dimana jika Perseroan gagal untuk memenuhi perkembangan
produk yang diminati nasabah, Perseroan bisa tertinggal oleh pesaing dan kehilangan potensi pertumbuhan
pendapatan.

b. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal akibat
kesalahan manusia, kegagalan sistem teknologi informasi, dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal
dari luar lingkungan perusahaan. Sumber risiko operasional adalah struktur organisasi, sumber daya manusia,
volume, dan beban kerja yang dimiliki dengan tingkat kompleksitas perusahaan tinggi, sistem dan teknologi
informasi tidak memadai, kegagalan debitur dan /atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban, perusahaan
memiliki kecurangan dan permasalahan hukum, adanya gangguan terhadap bisnis perusahaan. Risiko
operasional dapat meningkat antara lain karena adanya serangan luar terhadap sistem teknologi perusahaan
dan pengunduran diri pegawai kunci secara mendadak sehingga mengakibatkan tidak berjalannya organisasi
yang dapat berdampak negatif pada menurunnya pendapatan Perseroan.

c. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas dan/atau rekening administratif termasuk
transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Sumber risiko pasar mencakup:
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1. risiko suku bunga, yaitu risiko yang timbul karena nilai relatif aktiva berbunga yang dapat memburuk
karena adanya peningkatan suku bunga sehingga dapat memberikan dampak negative pada pendapatan
Perseroan;

2. risiko nilai tukar, yaitu risiko berhubungan dengan pertukaran mata uang dalam negeri dan mata uang
asing yang dapat berakibat adanya fluktuasi pada kondisi keuangan Perseroan.

3. risiko komoditas, yaitu risiko yang dipicu karena adanya perubahan harga komoditas tertentu, dapat juga
dipengaruhi oleh fluktuasi harga permintaan dan penawaran yang dapat berdampak pada kemampuan
bayar masyarakat.

4. risiko ekuitas, yaitu risiko yang diakibatkan adanya perubahan harga instrumen keuangan dari posisi
trading book yang disebabkan oleh perubahan harga saham.

Dampak adanya risiko tersebut dalam kelangsungan usaha dan keuangan Perseroan adalah penurunan
marjin Perseroan dan kehilangan pangsa pasar. Hal tersebut dapat berakibat pada menurunnya kinerja
keuangan Perseroan.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo
dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas,
tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan. Risiko likuiditas dapat bersumber dari
kerentanan Perseroan dalam pengelolaan pendanaan dan pemenuhan kebutuhan pendanaan pada kondisi
normal maupun krisis. Keterbatasan likuiditas yang signifikan dan berlangsung lama akan berdampak pada
terbatasnya sumber dana yang dapat digunakan Perseroan untuk mendukung pertumbuhan jumlah
pembiayaan, yang pada akhirnya akan membatasi pertumbuhan pendapatan.

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek
yuridis antara lain disebabkan, lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Perseroan, ketiadaan dan/atau
perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan
Perseroan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan. dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak
ketiga terhadap Perseroan maupun Perseroan terhadap pihak ketiga. Tidak terlaksananya prosedur hukum
dapat menimbulkan tuntutan hukum yang berdampak pada kerugian material yang mempengaruhi performa
keuangan Perseroan.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan, diantaranya signifikansi pelanggaran baik terhadap Surat Edaran OJK maupun temuan
audit OJK. Risiko kepatuhan dapat bersumber dari perilaku atau aktivitas hukum dan organisasi yang
menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum atau melanggar dari ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan. Tidak mematuhi peraturan dan/atau tidak melaksanakan ketentuan
peraturan dapat berdampak pada menurunnya kualitas kinerja Perseroan yang dapat berdampak pada
menurunnya pendapatan Perseroan.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholer)
yang bersumber dari persepsi negatif Perseroan secara keseluruhan. Risiko reputasi timbul antara lain karena
adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perseroan yang bersifat negative, serta strategi
komunikasi Perusahaan yang kurang efektif. Sebagai perusahaan pembiayaan konsumen yang memiliki basis
kreditur perorangan, reputasi Perseroan di masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang menentukan
minat konsumen untuk menggunakan jasa pembiayaan yang disediakan Perseroan. Jika terdapat kejadian
yang berdampak negatif pada reputasi Perseroan, maka konsumen dapat membatalkan niatnya untuk
menggunakan jasa pembiayaan Perseroan sehingga dapat menurunkan pendapatan Perseroan. Selain itu,
menurunnya reputasi Perseroan di mata investor dapat mempengaruhi likuiditas yang dapat digunakan
Perseroan untuk mendukung pertumbuhan jumlah pembiayaan, yang pada akhirnya akan membatasi
pertumbuhan pendapatan.

Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu Perseroan baik secara langsung maupun
tidak langsung terhadap Perseroan lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan
kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak
diikuti perpindahan dana. Dampak adanya risiko tersebut dalam kelangsungan usaha dan keuangan
Perseroan adalah adanya ketergantungan pada suatu grup usaha lainnya dalam satu konglomerasi Keuangan

33



Perseroan dapat berdampak pada kerugian material yang dapat mempengaruhi menurunnya pada
pendapatan jika Perseroan sudah tidak dapat bergantung lagi pada grup usaha tersebut.

RISIKO UMUM
Risiko Perekonomian Nasional

Risiko perekonomian merupakan risiko yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi perekonomian
nasional secara umum yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Perseroan,
diantaranya tingkat pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi. Risiko ini mempengaruhi kelancaran penyaluran
kredit, kualitas kredit nasabah, dan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi
pendapatan Perseroan.

Risiko Sosial dan Keamanan

Gejolak sosial dan keamanan dalam negeri dapat berdampak luas pada sektor ekonomi. Gangguan pada
sosial dan keamanan dapat mengakibatkan penurunan kegiatan di berbagai sektor industri, termasuk sektor
kendaraan bermotor, dan pembiayaan. Apabila hal tersebut terjadi, maka Perseroan mungkin akan mengalami
penurunan pendapatan.

Risiko Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Pemerintah sangat mempengaruhi permintaan dan penawaran
pembiayaan masyarakat. Penerapan kebijakan moneter tersebut diantaranya perubahan suku bunga. Jika
Perseroan tidak mampu beradaptasi dengan dinamika kebijakan moneter tersebut, maka Perseroan mungkin
menghadapi kesulitan menyesuaikan marjin antara biaya dana dengan pendapatan bunga, atau bahkan
kehilangan pangsa pasar. Hal tersebut dapat berakibat pada menurunnya kinerja keuangan Perseroan.

Risiko Fluktuasi Nilai Tukar

Perseroan memiliki pinjaman dalam nilai mata uang asing. Fluktuasi nilai tukar yang terlalu cepat dalam waktu
singkat dapat menimbulkan risiko kerugian jika Perseroan tidak melakukan lindung nilai atau tidak memiliki
instrument lindung nilai yang mencukupi seperti cross currency swap dan interest rate swap, maka hal tersebut
dapat berdampak negative bagi kondisi Keuangan dan prospek usaha Perseroan. Selain itu, fluktuasi nilai
tukar dapat mempengaruhi keputusan masyarakat untuk mengonsumsi, termasuk pembelian kendaraan baru.
Hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan kredit atau bahkan menurunkan kemampuan masyarakat untuk
melunasi tunggakan pembiayaan.

Risiko Ekonomi Global

Meskipun Perseroan tidak memiliki operasional di luar negeri, namun sentimen ekonomi global dapat
mempengaruhi iklim ekonomi dalam negeri. diantaranya resesi, perang dagang, tingkat suku bunga, pandemik
global, serta inflasi. Hal tersebut dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi dalam negeri yang pada akhirnya
akan mempengaruhi usaha Perseroan.

Risiko Aktivitas Perdagangan Kendaraan Bermotor

Segmen pembiayaan utama Perseroan adalah sektor pembiayaan kendaraan bermotor. Risiko aktivitas
perdagangan kendaraan bermotor mencakup perubahan daya beli masyarakat, pajak kendaraan bermotor,
selera dan/atau kebutuhan konsumen terhadap kendaraan bermotor, dan inovasi produk. Lesunya
perdagangan kendaraan bermotor dapat mengakibatkan menurunnya kebutuhan masyarakat untuk
pembiayaan..

Risiko Persaingan Usaha

Jumlah penjualan kendaraan bermotor di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan pada
periode 10 tahun terakhir. Meskipun penjualan kendaraan roda-2 baru masih terus meningkat, namun
penjualan kendaraan baru roda-4 atau lebih mengalami tekanan pada tahun 2019-2020, dan belum dapat
dipastikan apakah akan ada peningkatan penjualan pada tahun-tahun yang akan datang. Terbatasnya
perkembangan jumlah penjualan kendaraan roda-4 atau lebih tersebut berisiko memperkecil jumlah pasar
yang dapat digarap oleh Perseroan. Hal tersebut berisiko menimbulkan perang tarif antara sesama pelaku
industri, yang pada akhirnya akan menurunkan pendapatan Perseroan.
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4. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI
Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum yang antara lain disebabkan karena
tujuan pembelian obligasi sebagai investasi jangka panjang.

2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga atau hutang
Pokok pada waktu yang telah ditetapkan. atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang
ditetapkan dalam kontrak obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan
usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI
PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN
BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.
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VIl. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif, manajemen berkeyakinan bahwa tidak
ada kejadian dan transaksi penting yang telah terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal
13 April 2023, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, yang dapat berdampak material terhadap
posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022 dan 2021 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen
Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh KAP
Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang
ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal
13 April 2023 yang ditandatangani oleh Tjhin Silawati, S.E. (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1123).
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VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA
KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
1. PENDIRIAN DAN UMUM

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, Perseroan didirikan dengan nama “PT Rahaja Sedaya” berdasarkan
Akta Perseroan Terbatas “P.T. Raharja Sedaya” No. 50 tanggal 15 Juli 1982, dibuat di hadapan Rukmasanti
Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-474HT01.01TH83 tanggal 20 Januari 1983; (ii) didaftarkan pada
tanggal 27 Januari 1983 dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat di bawah No. 341/1983; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 231 dari Berita Negara Republik
Indonesia (“BNRI”) No. 13 tanggal 15 Februari 1983 (“Akta Pendirian”), juncto Akta Berita Acara No. 21 tanggal
5 Juli 1989, dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan
persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6353.HT.01.04.th.’89
tanggal 22 Juli 1989; dan (ii) didaftarkan pada tanggal 29 Juli 1989 dalam buku register untuk maksud itu yang
berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1406/1989, perubahan nama Perseroan dari semula
“PT Raharja Sedaya” menjadi “PT Raharja Sedaya Finance”, juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Raharja
Sedaya Finance No. 161 tanggal 20 Desember 1990, dibuat dihadapan Gde Kertayasa, S.H., Notaris di Jakarta,
yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
No. C2-242.HT.01.04.TH'91 tanggal 23 Januari 1991; (ii) didaftarkan pada tanggal 29 Juli 1989 dalam buku register
untuk maksud itu yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 709/1991; dan (iii) diumumkan
dalam Tambahan No. 1603 dari BNRI No. 47 tanggal 11 Juli 1991, perubahan nama Perseroan dari semula
“PT Raharja Sedaya Finance” menjadi “PT Astra Sedaya Finance”

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian telah
beberapa kali diubah dimana perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub
dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No.127 tanggal 29 Desember 2021 yang
dibuat di hadapan Wiwik Condro S.H., Notaris di Jakarta Barat, dan telah: (i) mendapatkan persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
No. AHU-0001743.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 Januari 2022 (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan
No. AHU-0004944.AH.01.11.TAHUN 2022 pada tanggal 10 Januari 2022 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, berdasarkan mana Keputusan Sirkuler tanggal 16 Desember 2021 (“Akta
No. 127/2021”), berdasarkan mana seluruh pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai
pengganti RUPS sebagaimana termaktub dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Astra Sedaya
Finance No. 03/ASF/RUPS-SIR/XI1/2021 tanggal 16 Desember 2021, telah menyetujui perubahan Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau
jasa dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, bidang usaha
Perseroan diutamakan pada kegiatan pembiayaan konsumen yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi
konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor dengan pembayaran secara angsuran oleh konsumen.

Perseroan telah memiliki ijin usaha dalam bidang usaha lembaga pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Keuangan No. 1093/KMK.013/1989, tanggal 26 September 1989 tentang Pemberian ljin Usaha Dalam
Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Raharja Sedaya Finance, yang kemudian diubah dengan Surat
Departemen Keuangan cqg. Direktorat Jenderal Moneter No. S-3630/M/1992 tanggal 30 Juni 1992 tentang
Perubahan Status PT Raharja Sedaya Finance menjadi Perusahaan Patungan dengan nama PT Astra Sedaya
Finance.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Saat Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai
berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,-/saham
Keterangan Jumlah Jumlah Nominal

Saham (Rp) (%)

Modal Dasar 15.000 15.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

1. Dick Arief Gandaatmadja 1.500 1.500.000.000 50,00

2. Matulandi Gerungan Worang Supit 1.350 1.350.000.000 45,00

3. PT Summa International 150 150.000.000 5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 3.000 3.000.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 12.000 12.000.000.000
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2. KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR

Kegiatan Usaha Perseroan sejak Akta Pendirian sampai dengan saat ini telah mengalami beberapa kali

perubahan, dan perubahan terakhir berdasarkan Akta No.127/2021. Sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Anggaran

Dasar tersebut, maksud dan tujuan dari Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan pembiayaan untuk

pengadaan barang dan/atau jasa dan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah. Untuk mencapai maksud dan

tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha-usaha di bidang Pembiayaan Investasi;

b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Pembiayaan Modal Kerja;

c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Pembiayaan Multiguna;

d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis imbal
jasa (fee);

e. Melaksanakan keguatan pembiayaan Syariah meliputi Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi,
Pembiayaan Jasa dan atau kegiatan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan;

f.  Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Namun kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah Investasi, Modal Kerja,
Multiguna, Sewa Operasi, Kegiatan Pembiayaan Syariah, dan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan
Otoritas Jasa Keuangan.

3. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM DUA TAHUN TERAKHIR

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan struktur kepemilikan saham Perseroan selama 2 (dua) tahun
terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur
permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan
Direksi No. 33 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan,
yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-
0209661 tanggal 25 Mei 2018; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073489.AH.01.11.TAHUN
2018 tanggal 25 Mei 2018 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Akta No. 33/2018”),
berdasarkan mana Surat Pernyataan Direksi pada tanggal 25 Mei 2018, menyatakan, berdasarkan Akta Jual Beli
dan Pemindahan Hak Atas Saham No. 31 dan Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham No. 32 keduanya
tertanggal 25 Mei 2018, dibuat oleh dan dihadapan Aryanti Artisari, SH. Notaris di Jakarta Selatan, telah dijual
saham PT Bank Permata Tbk dalam perseroan yang berjumlah 237.609.990 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam
ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham kepada PT Astra International Tbk dan PT Sedaya Multi
Investama, dengan rincian sebagai berikut:
a.sebanyak 178.207.492 (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua)
saham terjual kepada PT Astra International Tbk dan
b.sebanyak 59.402.498 (lima puluh sembilan juta empat ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan)
saham telah terjual kepada PT Sedaya Multi Investama.

Dengan demikian susunan pemegang saham yang baru menjadi sebagai berikut: a. PT. Astra International Tbk,
sebanyak 445.518.730 ( empat ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh)
saham, dengan nominal Rp445.518.730.000,- ( empat ratus empat puluh lima miliar lima ratus delapan belas jut
tujuh ratus tiga puluh Rupiah ). b. PT. Sedaya Multi Investama, sebanyak 237.609.990 (dua ratus tiga puluh tujuh
juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham, dengan nominal Rp237.609.990.000,- (dua
ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) c. PT. Garda
Era Sedaya, sebanyak 267.311.238 (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh
delapan) saham, dengan nominal Rp267.311.238.000,- (dua ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus sebelas juta
dua ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir yaitu sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000 Per Saham

—— Persentase
Keterangan Jumlah Saham &Jum!ah Nilai (%)
ominal (Rp)

Modal Dasar 1.500.000.000 1.500.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
PT Astra International Tbk 445.518.730 445.518.730.000 46,87
PT Garda Era Sedaya 267.311.238 267.311.238.000 28,13
PT Sedaya Multi Investama 237.609.990 237.609.990.000 25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 950.439.958 950.439.958.000 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 549.560.042 549.560.042.000
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4. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil
usaha PT Astra Sedaya Finance yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 20 Februari
2023 atas laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global
PwC) dengan opini tanpa modifikasian.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menyatakan:

Tidak terdapat keterlibatan sengketa atau perselisihan hukum diluar badan peradilan, baik secara perdata,
pidana, tata usaha negara, kepailitan, arbitrase, perpajakan, hubungan industrial, sengketa konsumen dan
sengketa persaingan usaha, termasuk somasi dari pihak manapun, yang dapat mempengaruhi secara negatif
dan atau memiliki efek material yang merugikan kegiatan usaha atay kondisi keuangan Perseroan.

2. Tidak terdapat sifat dan akibat dari kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator
dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau proses yang
sejenis yang menyangkut Perseroan dan kelompok usaha Perseroan yang berdampak signifikan terhadap
Perseroan.

3. Tidak terdapat sifat dan akibat dari restrukturisasi, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, atau
peleburan yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Anak yang signifikan.

4. Tidak terdapat aset yang material yang dibeli dan/atau dijual di luar kegiatan usaha utama.

5. Tidak terdapat perubahan kegiatan usaha termasuk perubahan nama dan Pengendali.

6. Tidak terdapat penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru.

Tidak terdapat keterlibatan sengketa atau perselisihan hukum diluar badan peradilan, baik secara perdata, pidana,
tata usaha negara, kepailitan, arbitrase, perpajakan, hubungan industrial, sengketa konsumen dan sengketa
persaingan usaha, termasuk somasi dari pihak manapun, yang dapat mempengaruhi secara negative dan atau
yang memiliki efek material yang merugikan kegiatan usaha atau kondisi keuangan Perseroan

5. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN

Perseroan telah memiliki ijin usaha dalam bidang usaha lembaga pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Keuangan No. 1093/KMK.013/1989. tanggal 26 September 1989 tentang Pemberian ljin Usaha Dalam
Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Raharja Sedaya Finance. yang kemudian diubah dengan Surat
Departemen Keuangan cqg. Direktorat Jenderal Moneter No. S-3630/M/1992 tanggal 30 Juni 1992 tentang
Perubahan nama perseroan dari PT Raharja Sedaya Finance menjadi PT Astra Sedaya Finance dan berlaku
selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha

Perseroan telah memiliki izin pembukaan unit usaha syariah berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan No.KEP-367/NB.223/ 2015 tanggal 2 September 2015 Tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit
Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Kepada PT Astra Sedaya Finance. dimana dinyatakan bahwa keputusan
Dewan Komisioner OJK tersebut mulai berlaku sejak tanggal 20 Mei 2015. dan berlaku selama Perseroan
menjalankan kegiatan usaha

Perseroan telah menjadi anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dengan nomor anggota
1131/JKT/99.

Perseroan telah terdaftar menjadi anggota lembaga penyedia informasi perkreditan sebagaimana diatur dalam

Pasal 17 Peraturan OJK No0.28/2014 berdasarkan Perjanjian Keanggotaan PT Pefindo Biro Kredit
No.032/PK/PBK/V/2019. No.13/ASF/PKS/HCW.EKU/V/2019 tanggal 29 Mei 2019.

6. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA
Perjanjian-Perjanjian Dalam Rangka Penerimaan Fasilitas Kredit/Pinjaman sebagai berikut:

Dalam perjanjian-perjanjian kredit tersebut di atas, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (negative
covenants) yang dapat menghalangi pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I.

Jumlah
- . Liabilitas
No. Keterangan No.Perjanjian Kreditur Jangka Waktu Terutang per 31 Suku Bunga
Desember 2022

1. Pinjaman Perjanjian Perubahan dan PT Bank 24 Juni 2023 Rp800 miliar  Suku bunga
Berjangka Pernyataan Kembali Atas Central Asia atas fasilitas ini
Money Market Perjanjian Kredit No. Tbk (“Bank  Pada tanggal akan ditentukan
(Uncommitted  422/Add-KCK/2019 tanggal BCA”) diterbitkannya pada saat
Facility), 2 Desember 2019, dibuat di Prospektus ini penarikan

bawah tangan jo Perubahan fasilitas kredit
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Jumlah

uncommitted
facility)
maksimal
Rp100 miliar

Deed No. 45 tanggal 18 Juni  Indonesia Tbk
2008, dibuat di hadapan
Linda Herawati, S.H.,
Notaris di Jakarta jo
Perjanjian Perubahan
Terhadap Perjanjian Kredit
No. 710/PP/EB/0920
tanggal 30 September 2020,

I . Liabilitas

No. Keterangan No.Perjanjian Kreditur Jangka Waktu Terutang per 31 Suku Bunga

Desember 2022
sebesar Kedua Puluh Atas ini masih
Rp1.200 miliar  Perjanjian Kredit No. mengikat bagi
319/Add-KCK/2022 tanggal Para Pihak
15 September 2022, dibuat dan akan
di bawah tangan dilakukan
perpanjangan
dan saat ini
dokumen
perpanjangan
atas fasilitas ini
masih dalam
proses
pembuatan
oleh Bank
BCA, selaku
Kreditur.

2. 1. Fasilitas Akta Perjanjian Kredit No. Bank BCA 1. Fasilitas Kredit 1. Fasilitas
Kredit 27 tanggal 19 Maret 2003, Kredit Lokal Lokal: Kredit
Lokal dibuat di hadapan Linda (Rekening Nihil (*); Lokal
(Rekening  Herawati, S.H., Notaris di Koran): (Rekening
Koran), Jakarta, jo Akta Perubahan batas waktu Intallment Koran):
maksimal Kedua Puluh Sembilan Atas penggunaa Loan 3: 10,5
sebesar Perjanjian Kredit No. 49 n dan/atau Rp125 %l/tahun;
Rp75 tanggal 27 September 2022 penarikan miliar 2.  Suku
miliar; dibuat di hadapan Esther atas bunga

2. Fasilitas Pascalia Ery Jovina, S.H., fasilitas ini Intallment Installment
Installmen  M.Kn., Notaris di Jakarta sampai Loan 4: Loan 2, 3
t Loan 3, (“Perubahan Ke-29”) dengan 24 Rp458milia dan 4:
maksimal September r ditentukan
sebesar 2023; pada saat
Rp1 2. Installment Installment penarikan.
triliun; Loan 3, Loan 5:
3. Fasilitas fasilitas ini Nihil (*)
Installmen telah Installment
t Loan 4, dilunasi Loan 6:
maksimal oleh Nihil (*)
sebesar Perseroan;
Rp1 3. Installment
triliun; Loan 4,
4. Fasilitas jatuh tempo
Installmen pada
t Loan 5, tanggal 17
maksimal Mei 2024;
sebesar 4. Installment
Rp1.500 Loan 5,
miliar; jatuh tempo
5. Fasilitas pada
Installmen tanggal 24
t Loan 6, Juni 2023;
maksimal 5. Installment
sebesar Loan 6,
Rp1.500 batas waktu
miliar; penggunaa
n dan/atau
penarikan
atas
fasilitas ini
sampai
dengan 27
September
2023.
3. . Fasilitas Kredit  Akta Perjanjian  PT Bank 30 Agustus 2023 Rp99 miliar  ditentukan pada
(revolving dan  Fasilitas/Facility Agreement Danamon saat penarikan
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Jumlah

CRO.KP/069/KJP/17 No. 52
tanggal 24 September 2021,
dibuat di bawah tangan

I . Liabilitas

No. Keterangan No.Perjanjian Kreditur Jangka Waktu Terutang per 31 Suku Bunga

Desember 2022

dibuat di bawah tangan jo
Surat Bank Danamon No.
B.692/ARO/EB/1122
tanggal 30 November 2022,
Perihal: Pemberitahuan
Persetujuan Perpanjangan
Jangka Waktu Fasilitas
Kredit, dikeluarkan dan
ditandatangani oleh EB
Team Head, Relationship
Manager dan Legal
Operation Bank Danamon

4. Fasilitas Kredit Akta Perjanjian Kredit No. PT Bank Pan 25 Juli 2023 Nihil(*) ditentukan pada
(revolving dan 81 tanggal 26 Juni 2009, Indonesia Tbk saat penarikan
uncommitted dibuat di hadapan Linda (“Bank Panin”)
facility) Herawati, S.H., Notaris di
sebesar Jakarta jo  Perubahan
Rp1.000 miliar  Perjanjian Kredit No.

003/IBD-MM/Leg/13/Per.IX
tanggal 29 Juli 2022, dibuat
di bawah tangan

5. Fasilitas Kredit Akta Perjanjian Fasilitas Bank Panin 24 Juni 2024 Rp542miliar  6,50% per
(non revolving)  Kredit No. 04 tanggal 10 Mei tahun
sebesar 2021, dibuat di hadapan
Rp1.000 miliar Bertha  Suriati  |halauw

Halim, S.H., Notaris di
Jakarta

6. Fasilitas Kredit Akta Perjanjian Fasilitas Bank Panin 20 Juni 2025 Rp1.217 miliar 5,75% per
(non revolving) Kredit No. 03 tanggal 22 tahun
sebesar Desember 2021, dibuat di
Rp1.500 miliar hadapan Bertha Suriati

Ihalauw Halim, S.H., Notaris
di Jakarta

7. Fasilitas Kredit Akta Perjanjian Fasilitas Bank Panin 17 Oktober Rp1.000 miliar 5,85% per
(non revolving) Kredit No. 39 tanggal 18 2025 tahun
sebesar Oktober 2022, dibuat di
Rp1.000 miliar hadapan Esther Pascalia

Ery Jovina, S.H., M.Kn,,
Notaris di Jakarta

8. Fasilitas Kredit Akta Perjanjian Kredit No. PT Bank CIMB 30 Juni 2023 Rp600 miliar  ditentukan pada
(revolving 72 tanggal 30 November Niaga Tbk saat penarikan
facility) 2012, dibuat di hadapan (“CIMB Niaga") Pada tanggal
sebesar Linda  Herawati, S.H.,, diterbitkannya
Rp1.000 miliar Notaris di Jakarta jo Prospektus ini

Perubahan Ke-10 tanggal 3 fasilitas kredit ini

Oktober 2022, dibuat di masih  mengikat

bawah tangan bagi Para Pihak
dan akan
dilakukan
perpanjangan dan
saat ini dokumen
perpanjangan
atas fasilitas ini
masih dalam
proses
pembuatan oleh
CIMB Niaga,
selaku Kreditur.

9. Fasilitas Kredit Akta No. 52 atas Perjanjian PT Bank 25  September Nihil (*) ditentukan pada
Jangka Kredit Jangka Pendek No. Mandiri 2023 saat penarikan
Pendek CRO-KP/069/KJP/2017 (Persero) Tbk
(bersifat tanggal 21 Mei 2017, dibuat  (“Bank
Revolving di hadapan Nanette  Mandiri”)

Plafond, Cahyanie Adi Warsito, S.H.,
Uncommitted Notaris di Jakarta jo
dan Advised) Addendum IV (Empat) Atas
sebesar Perjanjian Fasilitas Kredit
Rp1.000 miliar  Jangka Pendek No.
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Jumlah

I . Liabilitas
No. Keterangan No.Perjanjian Kreditur Jangka Waktu Terutang per 31 Suku Bunga
Desember 2022

10. Fasilitas Kredit Akta No. 23 atas Perjanjian  Bank Mandiri '3 Desember 2024  Rp583 miliar  ditentukan pada
Modal Kerja Kredit Modal Kerja No. saat penarikan
(bersifat  Non WCO.KP/0139/KMK/2021
Revolving tanggal 21 April 2021,
sebesar dibuat di hadapan Nanette
Rp1.000 miliar  Cahyanie Adi Warsito, S.H.,

Notaris di Jakarta

11. Fasilitas Perjanjian Pemberian PT Bank 30 November Nihil(*) ditentukan pada
Money Market Fasilitas Money Market No.  Tabungan 2023 saat penarikan
sebesar PKS.012/DIR/FINTV/IV/201  Pensiunan
Rp300 miliar 8 tanggal 9 April 2018, Nasional Tbk

dibuat di bawah tangan jo
Perjanjian Perubahan dan
Pernyataan Kembali tanggal
15 April 2020, dibuat di
bawah tangan jo
Perubahan Keempat
tanggal 30 November 2022
atas Perubahan dan
Pernyataan Kembali
tertanggal 15 April 2020
Terhadap Perjanjian
Fasilitas Awal, dibuat di
bawah tangan

12. Fasilitas Perjanjian Pinjaman tanggal PT United 30 Juni 2023 Rp177 miliar  5%/tahun
Pinjaman 29 Juni 2018, dibuat di Tractors  Tbk
sebesar bawah tangan jo  (“United Pada tanggal
Rp300 miliar Amandemen No. 04/UT- Tractors”) diterbitkannya

ASF/VI/2022 tanggal 30 Prospektus ini

Juni 2022, dibuat di bawah fasilitas kredit ini

tangan masih  mengikat
bagi Para Pihak
dan akan
dilakukan
perpanjangan dan
saat ini dokumen
perpanjangan
atas fasilitas ini
masih dalam
proses
pembuatan  oleh
United  Tractors,
selaku Kreditur.

13. Fasilitas Term Facility Bank of China 17 Februari USD225juta 1. 3 Month
Pinjaman Agreement/Perjanjian (Hong Kong) 2025 Libor +
Berjangka Fasilitas Berjangka tanggal Limited, 0,88%
USD340 juta 5 Maret 2021 dibuat di Cabang (Kreditur

bawah tangan Jakarta; Netral
Citibank, N.A. WHT); dan
Cabang 2. 3 Month
Jakarta; MUFG Libor +
Bank, Ltd, 0,8%
Cabang (Kreditur
Jakarta; PT WHT)
Bank BNP
Paribas
Indonesia; PT
Bank CTBC
Indonesia; PT
Bank  Mizuho
Indonesia;
Standard
Chartered
Bank, Cabang
Jakarta; The
Korea

Development
Bank, Cabang
Singapura;

Australia  and
New Zealand
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Jumlah

I . Liabilitas
No. Keterangan No.Perjanjian Kreditur Jangka Waktu Terutang per 31 Suku Bunga
Desember 2022
Banking Group
Limited,
Cabang
Singapura;
CTBC Bank Co,
Ltd, Cabang
Singapura;
DBS Bank Ltd;
Oversea-
Chinese
Banking
Corporation
Limited; RHB
Bank Berhad;
Shinsei  Bank,
Limited;
Sumitomo
Mitsui  Banking
Corporation,
Cabang
Singapura,
Sumitomo
Mitsui Trust
Bank, Limited
Cabang
Singapura;
Taipei  Fubon
Commercial
Bank Co, Ltd
Cabang
Singapura; The
Hongkong and
Shanghai
Banking
Corporation
Limited
(selanjutnya
secara
bersama-sama
Disebut “Para
Kreditur/The
Financial
Institutions”)
14. Fasilitas Kredit  Facility Agreement tanggal MUFG Bank, 30 November USD44,498.125 Bank Cost of
sebesar 24 Mei 2016, dibuat di Ltd, Cabang 2026 Fund + Margin
USDA50 juta bawah tangan jo perubahan  Jakarta
terakhir berdasarkan
Perjanjian Perubahan
Senilai  USD50.000.000,-
tanggal 24 Mei 2021, dibuat
di bawah tangan jo USD
50,000,000 Amendment
Agreement tanggal 24 Mei
2022, dibuat di bawah
tangan jo Surat MUFG No.
0056/CF/CDU-
NJ/RAD/22/2022-0039912
tanggal 31 Oktober 2022
dikeluarkan dan
ditandatangani oleh Head of
Global Subsidiary Banking
Departement MUFG dan
telah disetujui oleh
Perseroan dengan turut
ditantangani oleh 2 (dua)
perwakilan Perseroan
15. Fasilitas kredit Akta Perjanjian Fasilitas PT Bank 13 Juni 2025 Rp104 miliar  5,35%/tahun
sebesar Kredit No. 02 tanggal 7 Juni  Shinhan
Rp125miliar 2022 dibuat di hadapan Indonesia
Yousfrita, S.H.,, M.Kn.,

Notaris di Jakarta
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Jumlah

- . Liabilitas
No. Keterangan No.Perjanjian Kreditur Jangka Waktu Terutang per 31 Suku Bunga
Desember 2022

16. Fasilitas kredit Term Facility Agreement 1. Mizuho 17 Desember USDG66,917juta Libor + Margin
sebesar tanggal 20 Desember 2019, Bank Ltd 2023
USD242 juta dibuat di bawah tangan dan

Sumitomo
Mitsui
Banking
Corporatio
n Cabang
Singapura
(Mandated
Lead
Arranger);
2. Mizuho
Bank Ltd
(Agent)

17. Fasilitas Kredit Term Facility Agreement Mizuho Bank Ltd 8 April 2024 USD 45,833 juta Libor + Margin
sebesar tanggal 18 Mei 2020, dibuat
USD100 juta di bawah tangan

18. Fasilitas Perjanjian Kredit No. PT Bank ANZ 30 Juni 2023 USD 600,000 Cost of Fund +
kredit/pinjama  792/FA/ANZ/NEW/XI/2021 Indonesia (“ANZ") Margin
n uncommitted  tanggal 9 November 2021, Pada tanggal
revolving dibuat di bawah tangan diterbitkannya
sebesar Prospektus ini
USD20 juta fasilitas  kredit

ini masih
mengikat bagi
Para Pihak dan
akan dilakukan
perpanjangan
dan saat ini
dokumen
perpanjangan
atas fasilitas ini
masih  dalam
proses
pembuatan
oleh ANZ,
selaku
Kreditur.

19. Fasilitas kredit Akta Perjanjian Pemberian PT Bank National =~ 22 Juni 2024 Rp125 miliar  ditentukan pada
uncomitted Fasilitas Money Market No. Nobu, Tbk (“Bank saat penarikan
money market 48 tanggal 21 Juni 2021, Nobu”)
line (revolving) dibuat di hadapan Edison
sebesar Jingga, S.H., M.H., Notaris
Rp125 miliar di Jakarta, selanjutnya

mengalami perubahan
berdasarkan Akta
Addendum |  Perjanjian
Kredit No. 62 tanggal 20
Juni 2022, dibuat di
hadapan Edison Jingga,
S.H., M.H., Notaris di
Jakarta juncto Surat Bank
Nobu No.
0840/EXT/CL/KP/V1/2023

tanggal 14 Juni 2023,
Perihal; Persetujuan
Pemberian Fasilitas Kredit

20. Fasilitas Perjanjian Fasilitas PT Bank Mizuho 9  November USD62,917 3-month LIBOR
pinjaman Berjangka No. Indonesia 2025 +0,70%
berjangka 1231/TL/IMZH/1121 tanggal
sebesar 9 November 2021, dibuat di
USD100juta bawah tangan

21. Fasilitas USD30,000,000 Revolving PT Sumitomo 24 Maret 2024 Nihil(*) mengambang 3
kredit/pinjama  Facility Agreement tanggal Mitsui Trust Bank, bulan LIBOR
n uncommitted 29 Maret 2018, dibuat di Limited Cabang plus 0,82%.

revolving bawah tangan, selanjutnya Singapura

sebesar mengalami perubahan

USD30 juta terakhir berdasarkan
Amendment Agreement
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No. Keterangan

No.Perjanjian Kreditur

Jangka Waktu

Jumlah
Liabilitas

Terutang per 31
Desember 2022

Suku Bunga

tanggal 25 Maret 2022,
dibuat di bawah tangan

22. fasilitas USD300,000,000 Term Bank of China 10 Juni 2026 USD157,5 juta Term SOFR+81
pinjaman Facility (Hong Kong) dan Term
berjangka Agreement/Perjanjian Limited, Cabang SOFR+75
dalam Fasilitas Berjangka tanggal Jakarta; MUFG
uang Dollar 10 Juni 2022 dibuat di Bank, Ltd,

Amerika bawah tangan Cabang

Serikat Jakarta;PT Bank

sebesar BNP Paribas

USD300 juta Indonesia; PT
Bank DBS
Indonesia; PT
Bank Mizuho
Indonesia;  The
Korea
Development
Bank, Cabang
Singapura;
Australia and New
Zealand Banking
Group Limited,
Cabang
Singapura; Bank
of China (Hong
Kong) Limited,;
Cathay United
Bank; Oversea-
Chinese Banking
Corporation
Limited; RHB
Bank Berhad
(UEN S99FC
5710J);
Sumitomo  Mitsui
Banking
Corporation,
Cabang
Singapura;
Sumitomo  Mitsui
Trust Bank,
Limited Cabang
Singapura; Taipei
Fubon
Commercial Bank
Co, Limited;The
Hongkong  and
Shanghai
Banking
Corporation
Limited
(selanjutnya
secara bersama-
sama Disebut
“Para
Kreditur/The
Financial
Institutions”)

23. fasilitas IDR750,000,000,000 Term Standard Charted 14 November Rp750 miliar 5,65% per
pinjaman Facility Bank, Indonesia 2025 tahun atau
berjangka Agreement/Perjanjian tingkat suku
sebesar Fasilitas Berjangka tanggal bunga lainnya
Rp750 miliar 2 November 2022 dibuat di yang disepakati

bawah tangan oleh Para Pihak
sebelum
penarikan

Keterangan:

(*) Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan belum melakukan penarikan atas fasilitas kredit ini sehingga tidak ada
hutang/tidak ada outstanding atas fasilitas kredit ini.
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Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Kerjasama Pembiayaan:

No. Keterangan No.Perjanjian Pihak Ketiga Jangka Waktu
1 Perjanjian Kerjasama Perjanjian Kerjasama Bank Permata Tidak ditentukan
Pemberian Fasilitas Pemberian Fasilitas Kredit batas waktunya
Pembiayaan Bersama Secara Bersama No.
kepada konsumen JF/17/3188/TR/RB tanggal 28
berupa pembiayaan Desember 2017, dibuat di
kendaraan (consumer bawah tangan, selanjutnya
financing) mengalami perubahan terakhir
berdasarkan Perubahan
Pertama Perjanjian Kerjasama
Pemberian Fasilitas Kredit
Secara Bersama No.
JF/20/1443/AMD/RB  tanggal

Hak & Kewajiban

31 Januari 2020, dibuat di

bawah tangan.

Perseroan dan Bank Permata sepakat untuk menunjuk Perseroan, selaku
Manajer Fasilitas dan Manajer Jaminan (“Manajer”) sebagai kuasa untuk
melakukan hal-hal dan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian
ini dan Perseroan menyetujui penunjukan tersebut.

Kewajiban-kewajiban Manajer Fasilitas:
1. Mematuhi ketentuan dalam Perjanjian dan memberikan fasilitas pembiayaan
secara bersama kepada konsumen;

2.Berhubungan secara langsung dengan konsumen termasuk tertapi tidak

terbatas dalam penandatanganan perjanjian kredit pembiayaan dan dokumen-
dokumen lain berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian termasuk selaku
kuasa dari Para Pihak dalam perjanjian dan dokumen tersebut serta
melakukan verfikasi atas kewenangan dan keabsahan tanda tangan pihak-
pihak yang menandatangani dokumen tersebut;

3. Berhubungan langsung dengan dealer termasuk tetapi tidak terbatas atas hal-

hal yang berhubungan dengan pembaran harga kendaraan bermotor,
penyerahan kendaraan bermotor kepada konsumen, persiapan surat
pernyataan pengurusan BPKB dari delar dan penyerahan BPKB sesuai
dengan waktu yang ditentukan;

4.Mengawasi kondisi konsumen agar senantiasa memenuhi, mentaati seluruh

ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit dan melaksanakan, memelihara
serta mempertahankan setiap hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak
berdasarkan Perjanjian Pembiayaan;

5.Membuat serta memelihara system pembukuan/pencatatan yang dapat
mengakomodasi setiap perkembangan pinjaman, sistem mana wajib
diterapkan secara terus menerus dan konsisten dan mencerminkan posisi
pinjaman/kewajiban pembayaran konsumen sesungguhnya;

6. Melakukan penagihan/memberikan surat peringatan terhadap konsumen yang
mempunyai tunggakan kewajiban pembayaran konsumen berdasarkan
perjanjian kredit kendaraan oleh konsumen;

7.Menyerahkan: (i) laporan bulanan (per akhir bulan) porsi Bank Permata atas
tunggakan pembayaran angsuran per konsumen dan posisi/perkembangan
konsumen yang telah dihapus bukukan; (ii) laporan semesteran yang berakhir
tanggal 30 Juni dan 31 Desember; (iii) laporan keuangan tahunan Perseroan
yang telah diaudit, dan (iv) surat pemberitahuan atau buktu tanda terima
penyerahan BPKB atas konsumen yang melakukan pelunasan;

8. Melakukan distribusi kepada para pihak atas setiap pembayaran kewajiban
pembayaran konsumen dan/atau pembayaran lainnya yang diperoleh Manajer
Fasilitas sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian sesuai hak para pihak
sebagai diatur dalam Perjanjian;

9. Memberitahu Para Pihak, konsumen yang pinjamannya dikategorikan macet
dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pinjaman
konsumen tersebut dikategorikan macet, dengan disertai Analisa kasus;

10.Meminta persetujuan Bank Permata terlebih dahulu untuk penghapusan
denda/penaltu porsi pembiayaan Bank Permata per konsumen yang
berjumlah lebih dari yang disepakati oleh Para Pihak selama jangka waktu
fasilitas kredit;
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No.

Keterangan

No.Perjanjian Pihak Ketiga Jangka Waktu

11.Menyerahkan fotocopy daftar konsumen yang sisa pinjamannya telah
dihapusbukukan yang telah disahkan pengadilan untuk tahun berjalan paling
lambat 1 (satu) bulan setelah tutup buku;

12.Memberitahukan kepada para pihak dalam waktu selambat-lambatnya 5 hari
kerja sejak terjadinya hal-hal sebagai berikut: (i) perubahan alamat dari
Manajer Fasilitas dan (ii) penutupan atau penambahan cabang Manajer
Fasilitas;

13.Memberikan bantuan, apabila untuk kepentingan auditor internal maupun
eksternal Bank Permata, Bank Permata perlu untuk berhubungan dengan
konsumen baik secara langsung maupun melalui surat;

14.Memperoleh Surat Pernyataan dan konfirmasi dari konsumen dalam bentuk
yang telah ditentukan apabila terdapat perbedaaan data dan/atau penulisan
dan/atau tanda tangan antara yang tercantum dalam Perjanjian Kredit dengan
data pada KTP atau data lainnya yang bersangkutan dan kemudian
menyerahkan rangkap keduanya pada Bank Permata, dalam waktu selambat-
lambatnya 5 hari kerja sejak tanggal diketahuinya perbedaan tersebut.

Kewajiban Manajer Jaminan

1.Memeriksa keabsahan BPKB kendaraan bermotor dan menyimpan asli
perjanjian kredit kendaraan konsumen, BPKB, fotocopy indentitas diri
konsumen dan dokumen lain yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas
Kreditu kepada konsumen;

2.Bila perlu mengajukan gugatan, kalim, pengaduan dan Tindakan hukum
lainnya terhadap konsumen dihadapan badan peradilan, kepolisian dan pihak-
pihak lain yang berwenang sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak
Kreditur (Bank Permata dan Perseroan) berdasarkan perjanjian dan perjanjian
kredit kendaraan konsumen;

3. Bertanggung jawab dan waijib menjalankan hak dan kewajiban para pihak
sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit kendaraan konsumen yang
berkaitan dengan jaminan;

4.Menyimpan semua asli BPKB atas kendaraan bermotor sekalipun pinjaman
yang berkaitan telah dikategorikan macet;

5.Mengaasuransikan setiap kendaraan bermotor dan menagih pembayaran
terhadap perusahaan asuransi pada saat timbulnya hak tagih/klaim dari para
pihak dan menyetorkan hasil klaim tersebut (setelah dipotong biaya-biaya)
kepada Manajer Fasilitas.Selanjutnya, Manajer Fasilitas akan meneruskan
hasil klaim kepada masing-masing pihak sesuai dengan komposisi
pembiayaan para pihak atau mengganti dengan kendaraan baru;

6. Meminta pembayaran kembali premi asuransi yang dibiayai para pihak dalam
hal hasil penunjukan jaminan belum dapat sepenuhnya menyelesaikan
kewajiban pembayaran konsumen pada Para Pihak melalui Manajer Fasilitas
sesuai Komposisi Pembiayaan para pihak;

7.Menyerahkan dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak akhir
periode laporan sesuai format yang telah disepakati antara para pihak, laporan
bulanan baik dalam bentuk tertulis/hard copy/soft copy atas hal-hal (i) laporan
penjualan kendaraan bermotor yang ditarik dan pinjamannya telah menjadi
status inventory di pembukuan Manajer Fasilitas; (ii) laporan perkembangan
penyelesaian BPKB yang belum disimpan Manajer Jaminan;

8. Menyerahkan dalam bentuk soft copy deklarasi asuransi kendaraan bermotor
yang preminya dibiayai Perseroan selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak
deklarasi dikirim ke perusahaan asuransi;

9. Mengambilalih pengurusan BPKB dari pihak dealer tersebut tidak dapat
menyelesaikan pengurusan BPKB tersebut sesuai waktu yang ditentukan
dengan biaya yang ditanggung dealer;

10. Melakukan pengurusan atas kehilangan dokumentasi kredit dan
jaminan yang berkaitan dengan Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan
baik langsung maupun tidak langsung karena kesalahan Manajer Jaminan
atau Manajer Fasilitas;

11. Melakukan usaha pencairan dan menjual setelah ditemukannya
kendaraan bermotor milik konsumen yang atas pinjamannya telah dilakukan
hapus buku;

12. Memberitahu para pihak selambat-lambatnya 5 hari kerja atas: (i)
perubahan alamat Manajer Jaminan; dan (ii) penutupan atau penambahan
cabang Manajer Jaminan.
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Hak Manajer Fasilitas dan Manajer Jaminan (“Manajer”):

1. Manajer berhak melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya dan tanggung
jawab melalui cabang-cabangnya;

2.Manajer berhak untuk tidak melakukan suatu tindakan yang akan
menyebabkan Manajer melanggar peraturan perundang-undangan atau
melakukan Tindakan yang menurut pertimbangannya perlu untuk dilakukan
untuk memenuhi suatu kententuan perundang-undangan;

3.Manajer berhak meminta penggantian biaya yang telah dikeluarkannya
terlebih dahulu sesuai ketentuan Perjanjian. Biaya tersebut harus ditanggung
secara proporsional sesuai dengan komposisi pembiayaan para pihak.

Perjanjian  Kerjasama

Pemberian Fasilitas
Pembiayaan Bersama
kepada konsumen

berupa pembiayaan
kendaraan (consumer
financing)

Hak & Kewajiban

Akta Perjanjian Kerjasama PT Bank Commonwealth 4 September
Dalam Rangka Pemberian 2023

Fasilitas Pembiayaan

Bersama No. 70 tanggal 24

Oktober 2013 dibuat di

hadapan Linda Herawati, S.H.,

Notaris di Jakarta, selanjutnya

mengalami perubahan terakhir

berdasarkan Perubahan
Perjanjian Kerjasama
Pemberian Fasilitas
Pembiayaan Bersama No.
013/PTBC/JF/PP/1220

tanggal 21 Desember 2020,
dibuat di bawah tangan juncto
Surat Bank Commonwealth
No. SEC/LET/2022/06/002
tanggal 21 Juni 2022, Perihal:
Persetujuan Pemberian
Fasilitas Pembiayaan
Bersama yang dikeluarkan
dan ditandatangani oleh SME
& Joint Finance Business Dept
Head Bank Commonwealth
serta telah disetujui oleh
Perseroan dengan turut
ditandatangani oleh 2 (dua)
Direktur Perseroan.

Para Pihak sepakat menunjuk Perseroan, selaku Manajer Fasilitas dan Manajer
Jaminana sebagai kuasa untuk melakukan dan menurut ketentuan sebagaimana
diatur di dalam Perjanjian ini dan Perseroan menyetujui penunjukan tersebut.

-Tugas dan Tanggung Jawab/Kewajiban-Kewajiban Perseroan:

1.melakukan kegiatan pemasaran fasilitas pembiayaan bersama kepada
konsumen,;

2. melakukan Analisa dan evaluasi terhadap calon konsumen sesuai dengan
kriteria pembiayaan;

3. memberikan persetujuan atas pemberian fasilitas pembiayaan bersama
kepada konsumen;

4.mengumpulkan data dan dokumen sehubungan dengan calon konsumen
yang dibiayai;

5. melakukan verifikasi keabsahan dokumen transaksi, dokumen jaminan dan
dokumen nasababh;

6.mewakili untuk menandatangani perjanjian pembiayaan yang akan
ditandatangani dengan konsumen;

7.mencantumkan nama Bank Commonwealth dalam perjanjian pembiayaan
dengan jaminan fidusia;

8. melakukan kegiatan pengumpulan tagihan dan penagihan kepada konsumen,
menerima pembayaran atas hasil penjualan kendaraan, memelihara dan
mengadaministrasikan tagihan secara tertib dan tepat waktu untuk
kepentingan Bank Commonwealth;

9. melakukan penyetoran kepada Bank Commonwealth atas hasil penagihan
dari konsumen baik berupa agunan atau jumlah kewajiban pembayaran yang
merupakan haknya Bank Commonwealth;
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10. kewajiban konsumen untuk mengasuransikan objek pembiayaan pada
perusahaan asuransi yang disepakati Para Pihak;

11. memberitahukan kepada Bank Commonwealth atas setiap Tindakan
yang dilakukan oleh konsumen sehubungan dengan kewajiban
pembayarannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan konsumen dalam waktu
7 hari kalender termasuk hal dilakukannya pembayaran dipercepat;

12. Menyerahkan kepada Bank Commonwealth laporan Perseroan sebagai

berikut:

- laporan status umur piutang konsumen bulanan dan harus sudah
diterima oleh Bank Commonwealth selambatnya tanggal 25 bulan
berikutnya;

- laporan keuangan 6 bulanan yang dibuat secara intern dan waijib
diterima Bank Commonwealth selambatnya 120 hari kalender setelah
tanggal buku yang bersangkutan;

- laporan keuangan akhir tahun yang telah diaudit oleh akuntan public
dan diterima Bank Commonwealth selambatnya 180 haru tutup buku.

3 Perjanjian  Kerjasama
Dalam Rangka
Pemberian Fasilitas
Pembiayaan Bersama
(Joint Financing)
kepada konsumen
khususnya murabahah
untuk pembeliaan
kendaraan bermotor
berdasarkan prinsip
syariah

Hak & Kewajiban

Tidak ditentukan
batas waktunya

Perjanjian Kerjasama Bank Permata
Pembiayaan Bersama Secara

Syariah No. WM/12/188/N/RB

tanggal 19 September 2012,

selanjutnya mengalami
perubahan terakhir
berdasarkan Addendum
Kesepuluh Perjanjian
Kerjasama Pembiayaan

Bersama Secara Syariah No.
JCF/20/1614/AMD/RB tanggal
31 Januari 2020, dibuat di
bawah tangan.

Para Pihak sepakat menunjuk Perseroan, selaku Manajer Fasilitas dan Manajer
Jaminan sebagai kuasa untuk melakukan hal-hal dan menurut ketentuan
sebagaimana diatur di dalam perjanjian ini, dan Perseroan menyetujui
penunjukan tersebut.

1. berhubungan langsung dengan konsumen termasuk dalam penandatanganan
perjanjian pembiayaan dan dokumen lain yang berhubungan dengan
pelaksanaan perjanjian;

2. berhubungan langsung dengan dealer;

3. mengawasi kondisi konsumen agar senantiasa memenuhi ketentuan dalam
perjanjian pembiayaan;

4.membuat serta memelihara system pembukuan yang dapat mengakomodasi
setiap perkembangan fasilitas pembiayaan;

5. mematuhi ketentuan dalam Perjanjian;

6. melakukan penagihan terhadap konsumen yang mempunyai tunggakan;

7.menyerahkan kepada Bank Permata:

- setiap bulannya untuk laporan mengenai tunggakan, hapus buku,
penjualan jaminan, status BPKB, asuransi dan laporan lainnya;
- laporan keuangan unaudited per tanggal 30 Juni paling lambat 1 bulan
setelah tanggal laporan;
- laporan keuangan Perseroan yang diaudit per tanggal 31 Desember
maksimm180 hari kalender sejak tanggal periode laporan;

- laporan risk review yang dilakukan setiap 2 bulan sekali;

8. mentansfer hasil penagihan ke Bank Permata sesuai dengan porsi
pembiayaan;

4 Perjanjian  Kerjasama Perjanjian Kerjasama Dalam Bank Niaga Hak dan
Pemberian Fasilitas Rangka Pemberian Fasilitas kewajiban
Pembiayaan Bersama Pembiayaan Bersama No. Perseroan dan
kepada konsumen 6335/PKS/JF/XI/2016 tanggal Bank Niaga
berupa pembiayaan 30 November 2016, dibuat di berdasarkan
kendaraan (consumer bawah tangan jo Addendum llI Perjanjian
financing) terhadap Perubahan Kerjasama

Perjanjian Kerjasama Dalam Pembiayaan
Rangka Pemberian Fasilitas Niaga ini tetap
Pembiayaan Bersama No. berlaku dan
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No. Keterangan No.Perjanjian Pihak Ketiga Jangka Waktu
6335/PKS/JF/XI/2016 tanggal mengikat  bagi
8 Oktober 2020 jo Surat Bank Para Pihak
Niaga No. hingga seluruh
2228/AUTO/INDIRECT/VI/202 kewajiban
2 tanggal 22 Juni 2022, pembayaran
Perihal: Perpanjangan Debitur/konsum
Sementara Perjanjian en berdasarkan
Kerjasama Joint Financing Perjanjian
antara PT Astra Sedaya Pembiayaan
Finance dengan PT Bank Konsumen telah
CIMB Niaga Tbk yang berakhir secara
dikeluarkan dan hukum dan telah
ditandatangani oleh Indirect diselesaikan.
Auto Business Head dan Pada Pada
Secured Lending Business Tanggal
Head Bank Niaga diterbitkannya

Prospektus ini,
Perjanjian
Kerjasama
Pembiayaan

Hak & Kewajiban

Niaga tersebut di
atas masih tetap
berlaku dan
mengikat  bagi
Perseroan dan
Bank Permata,
dengan
demikian
kerjasama
pembiayaan
tersebut  tetap
tunduk kepada
ketentuan-
ketentuan dalam
Perjanjian
Kerjasama
Pembiayaan
Niaga.

Para Pihak sepakat menunjuk Perseroan selaku Manajer Fasilitas dan Manajer
Jaminan sebagai kuasa untuk melakukan hal-hal dan menurut ketentuan
sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan Perseroan menyetujui penunjukan
tersebut.

-Tugas dan Tanggung Jawab/Kewajiban-Kewajiban Perseroan:

1.Atas pelaksanaan Perjanjian, Bank memberik kuasa serta menunjuk
Perseroan untuk bertindak selaku manajer fasilitas dengan tugas, tanggung
jawab dan kewajiban sebagaimana akan dituangkan secara tersendiri dalam
suatu perjanjian, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian;

2. membuka rekening operasional dan rekening penampungan pada Bank Niaga
guna menunjang kelancaran pelaksanaan kerjasama ini;

3. pengambilalihan porsi Bank tidak dilakukan oleh Perseroan apabila konsumen
tidak memenuhi evaluasi kualitatif setelah pencairan pada hari kerja yang
sama.
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Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi:

Jumlah
Liabilitas Sifat
No. Keterangan No.Perjanjian Kreditur ~ Jangka Waktu Tt:);urtg:\g Bsuunk;a HZ';;::;%?"
Desember
2022
Perjanjian  Pinjaman Memiliki
o tanggal 29 Juni 2018, kesamaan
E?Sf'"tas dibuat di bawah tangan PT United Ro177 358 pemegang
. Sé’g:g;m jo  Amandemen No. Tractors Tt?lle 30 Juni 2023 pmiliér 5%/tahun saham, yaitu
Rp300 miliar 04/UT-ASF/V1/2022 PT Astra
tanggal 30 Juni 2022, International
dibuat di bawah tangan Tbk

Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Usaha Perseroan:
1. Perjanjian Kerjasama Jasa Pengambilan Dan/Atau Pengantaran Uang Tunai Dengan Bank Permata

Perseroan, PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance, PT Cipta Sedaya Digital Indonesia, PT Astra Auto
Finance, PT Sedaya Pratama (“ACC”) dan Bank Permata telah membuat perjanjian kerjasama jasa layanan
pengambilan uang tunai berdasarkan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama
(Pelaksanaan Jasa Layanan Pengambilan Uang Tunai) No. 0002/PKS/CS/TB/WB/01/2017 tanggal [tanpa
tanggal], dibuat di bawah tangan jo Addendum Pertama Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian
Pelaksanaan Jasa Layanan Pengambilan Uang Tunai No. Bank Permata: 0025/PKS/CS/CVC/WB/07/2018
dan No. ACC: 14/ACC/ADD/HLI.EKU.VII/2018 tanggal 4 Juli 2018, dibuat di bawah tangan jo Addendum
Kedua Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pelaksanaan Jasa Layanan Pengambilan Uang Tunai
No. Bank Permata: 0006/PKS/SP/WB/04/2021 dan No. ACC: 11/ADD/ACC/CRFO.COQ/IV/2021 tanggal
21 April 2021, dibuat di bawah tangan (“Perjanjian Pelaksanaan Jasa Layanan Pengambilan Uang Tunai Bank
Permata”). Berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Jasa Layanan Pengambilan Uang Tunai Bank Permata, Para
Pihak sepakat bahwa ACC bermaksud untuk menunjuk Bank Permata dan Bank Permata bersedia untuk
menerima penunjukan tersebut sebagai pihak penyedia layanan pengambilan uang tunai milik ACC oleh
Petugas Bank Permata, dari satu Lokasi Layanan ke Lokasi Layanan lainnya atau dari satu Lokasi Layanan
ke cabang Bank Permata atau sebaliknya (“Layanan Bank”). Lokasi layanan dimaksud adalah kantor cabang
ACC yang ditentukan oleh ACC untuk mendapatkan fasilitas Layanan Bank dan disetujui oleh Bank Permata
sebagai tempat pelayanaan layanan. Atas pelaksanaan Layanan Bank Permata tersebut, ACC akan
membayar Biaya Layanan kepada Bank Permata.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020. Perjanjian ini akan
diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dan demikian untuk seterusnya,
kecuali apabila akan diakhiri oleh salah satu Pihak dalam Perjanjian ini. Selanjutnya, pada tanggal
diterbitkannya Prospektus ini, Perjanjian ini masih mengikat dan berlaku bagi Para Pihak.

2. Perjanjian Kerjasama Jasa Layanan Virtual Account Dengan Bank Permata

Bank Permata (Pihak Pertama) dan Perseroan, PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance, PT Astra Auto
Finance, PT Staco Etika Sedaya Finance (“Pihak Kedua”) telah membuat perjanjian kerjasama jasa layanan
virtual account berdasarkan Perjanjian Kerjasama Jasa Layanan Virtual Account No. 033/PKS/CS/TB/10/20
16 tanggal 27 OKtober 2016, dibuat di bawah tangan jo Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Jasa
Layanan Virtual Account No. Bank Permata: 0024/PKS/CS/CVC/WB/07/2018 dan
No. ACC: 13/ACC/ADD/HLI.EKU/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018, dibuat di bawah tangan jo Addendum Kedua
Perjanjian Kerjasama Jasa Layanan Virtual Account No. Bank Permata: 0014/PKS/SP/WB/11/2020 dan
No. ACC: 42/ADD/ACC/CRFO.COO0/XI1/2020 tanggal 26 November 2020, dibuat di bawah tangan (“Perjanjian
Jasa Layanan Virtual Account”). Berdasarkan Perjanjian Jasa Layanan Virtual Account, Para Pihak sepakat
bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk menunjuk Pihak Pertama dan Pihak Pertama bersedia untuk menerima
penunjukan tersebut sebagai pihak yang memberikan jasa layanan perbankan yang diberikan oleh Pihak
Pertama kepada Konsumen Pihak Kedua untuk kepentingan Pihak Kedua sehubungan dengan penerimaan
pembayaran angsuran yang dilakukan oleh para konsumen kepada Pihak Kedua melalui layanan virtual
account yang disediakan oleh Pihak Pertama (“Jasa Layanan”). Atas Jasa Layanan tersebut, Pihak Kedua
akan dikenakan biaya jasa atas setiap transaksi penerimaan pembayaran angsuran yang telah berhasil
dilakukan oleh setiap Konsumen Pihak Kedua. Setiap pembayaran atas biaya jasa tersebut akan dilakukan
oleh Pihak Kedua berdasarkan tagihan bulanan yang dibuat oleh Pihak Pertama melalui surat elektronik
(email) dan Pihak Kedua memberikan informasi atas tagihan bulanan tersebut.
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7.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020. Perjanjian ini akan
diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dan demikian untuk seterusnya,
kecuali apabila akan diakhiri oleh salah satu Pihak dalam Perjanjian ini. Selanjutnya, pada tanggal
diterbitkannya Prospektus ini, Perjanjian ini masih mengikat dan berlaku bagi Para Pihak.

Perjanjian Kerjasama Penerimaan Transaksi Pembayaran Dengan PT Mitra Sentral Terpadu (MST)

Perseroan, PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Astra Auto Finance,
(“Pihak Pertama”) dan MST (“Pihak Kedua”) telah membuat perjanjian kerjasama penerimaan transaksi
pembayaran produk di collecting agent berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. Pihak Pertama:
42/ACC/PKS/CFO.COO/XII/2019 dan No. Pihak Kedua: 032/PKS/MST-ACC/IX/2019 tanggal 9 Desember
2019 tentang Penerimaan Transaksi Pembayaran Produk di Collecting Agent, dibuat di bawah tangan juncto
Addendum Kesatu Perjanjian Kerjasama No. 39/ADD/ACC/CRFO.COO/XI1/2020 tanggal 23 November 2021,
dibuat di bawah tangan (“Perjanjian Penerimaan Transaksi Pembayaran Dengan MST”). Berdasarkan
Perjanjian Penerimaan Transaksi Pembayaran Dengan MST, Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama
bermaksud untuk menunjuk Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima penunjukkan Pihak Pertama untuk
menyediakan layanan transaksi pembayaran angsuran Nasabah dan/atau Konsumen Pihak Pertama
di Channel Delivery milik Collecting Agent yang telah bekerjasama dengan Pihak Kedua (“Jasa Layanan”).

Selanjutnya, Pihak Kedua merupakan pihak yang menghubungkan antara Pihak Pertama dengan Collecting
Agent, sehingga Jasa Layanan tersebut dapat dilakukan oleh Nasabah dan/atau Konsumen di gerai toko
offline, website, mobile application dan lain sebagainya milik Pihak Kedua melalui Channel Delivery yang
dimiliki oleh Collecting Agent, sehingga hal ini memberikan kemudahan kepada Nasabah dan/atau Konsumen
Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran angsuran. Setiap Nasabah/Konsumen yang menggunakan
Jasa Layanan akan dikenakan biaya administrasi/biaya tambahan oleh Pihak Pertama. Pihak Pertama akan
menanggung dan membayar kepada Pihak Pihak Kedua atas setiap transaksi Jasa Layanan yang berhasil
dilakukan oleh Nasabah dan/atau Konsumen.

Yang dimaksud dengan Collecting Agent adalah pihak yang telah bekerjasama dengan Pihak Kedua yang
dapat menerima transaksi pembayaran angsuran Nasabah dan/atau Konsumen melalui Channel Delivery
yang dimiliki oleh Collecting Agent. Sedangkan Channel Delivery adalah jalur delivery layanan yang dimiliki
oleh Collecting Agent yang dapat digunakan oleh Nasabah dan/atau Konsumen untuk melakukan Transaksi
Pembayaran Produk yang di dalamnya termasuk namun tidak terbatas pada gerai toko offline, website, mobile
application dan lain sebagainya.

Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai
dengan 15 Desember 2021. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis
untuk setiap 1 (satu) tahun berikutnya sepanjang tidak ada pemberitahuan salah satu pihak untuk mengakhiri
atau membatalkan Perjanjian ini,. Selanjutnya, pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perjanjian ini masih
mengikat dan berlaku bagi Para Pihak.

KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Kantor Pusat Perseroan, menyewa bangunan di JI. T.B. Simatupang No. 90. Jakarta, dengan cara menyewa
bangunan.

Bidang Tanah dan Bangunan

Aset tetap Perseroan dibawah ini keseluruhannya dimanfaatkan sebagai Kantor Cabang. sebagaimana
disebutkan dalam tabel (Lokasi dan Penggunaan) dibawah ini. Perseroan memiliki 18 (delapan belas) bidang
tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini:

Tanggal Tanggal . Luas
No No SHGB Penerbitan Berakhir Lokasi Penggunaan (m2)
Wilayah Jabodetabek
. . untuk Kantor
1. O97/Gandaria gg 119011 07-11-2031 - RS FatmawatiNo.9.Kel.  qopong jakarta 518
Selatan Gandaria Selatan. .
Fatmawati
) . untuk Kantor
o, S03/Gandaria g5 419999 05.01-2020 U RS- FatmawatiNo7.Kel.  copong jakarta 3.145
Selatan Gandaria Selatan.
Selatan
Kelurahan Pakulonan. untuk Kantor
3. 02714/Pakulonan 06-09-2002 17-05-2038 Kecamatan Serpong. Cabang Tangerang 510
Kab.Tangerang.
Kelurahan Pakulonan. untuk
4. 04010/Pakulonan 31-10-2013 31-10-2043 Kecamatan Serpong. Kantor Cabang 698
Kab.Tangerang. Tangerang
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Tanggal Tanggal . Luas
No No SHGB Penerbitan Berakhir Lokasi Penggunaan (m2)
Kelurahan Margajaya untuk
5. 775/Margajaya 16-06-2006  01-06-2029 Kecamatan Bekasi Selatan. Kantor Cat_Jang 63
Bekasi
Kelurahan Margajaya untuk
6. 776/Margajaya  16-06-2006  01-06-2029 gajaya. Kantor Cabang 63
Kecamatan Bekasi Selatan. :
Bekasi
Kelurahan Margajaya untuk
7. 777/Margajaya  16-06-2006  01-06-2029 gajaya. Kantor Cabang 63
Kecamatan Bekasi Selatan. Bekasi
Wilayah Jawa Barat
313/Kebon JI. Naripan No.26. Kel.Kebon untuk
8. Pisang 29-05-1995 03-05-2035 Pisang. Kotamadya Bandung.. Kantor Cabang 753
Bandung
9 00109/Kebon JI. Naripan No.24. Kel.Kebon untuk Kantor 380
) Pisang 02-02-2022  11-01-2042  Pisang. Kotamadya Bandung..  Cabang Bandung
110/Kebon JI. Tamblong No.22 A. untuk
10. Pi 05-07-2000 01-07-2030 Kel.Kebon Pisang. Kotamadya Kantor Cabang 382
isang
Bandung.. Bandung
Wilayah Jawa Timur
untuk
11, 733/Embong 5 05 5003  05-11-2032 Kelurahan Embong. Kecamatan .0 capang 1.067
Kaliasin Genteng. Kota Surabaya.
Surabaya
839/Embong Kelurahan Embong. Kecamatan untuk
12. L 17-04-2009  17-04-2029 : Kantor Cabang 1.106
Kaliasin Genteng. Kota Surabaya.
Surabaya
Kelurahan Kaliwates. untuk
13. 2397/Kaliwates 18-05-2006  13-06-2028 Kecamatan Kaliwates. Kantor Cabang 113
Kab.Jember Jember
1255/Jemur Kelurahan Jemur Wonosari. untuk
14. W u 22-08-2017  11-04-2037 Kecamatan Wonocolo. Kota Kantor Selain Kantor 3.604
onosari
Surabaya Cabang
Wilayah Sumatera Selatan
Kelurahan 20 llir Il. Kecamatan untuk
15. 53/20/1lir 1l 31-08-2004 30-08-2034 Kemunig. Kota Palembang. Kantor Cabang 179
Sumatera Selatan. Palembang
Kelurahan 20 llir Il. Kecamatan untuk
16. 54/20/lir 1l 31-08-2004  30-08-2034 Kemunig. Kota Palembang. Kantor Cabang 106
Sumatera Selatan. Palembang
Kelurahan 20 llir I. Kecamatan untuk
17. 221/20/1lir | 11-07-2012  08-06-2032 llir Timur | Kota Palembang. Kantor Cabang 114
Sumatera Selatan Palembang
Kelurahan 20 llir I. Kecamatan untuk
18. 190/20/1lir | 11-11-2005  10-11-2025 llir Timur | Kota Palembang. Kantor Cabang 103
Sumatera Selatan Palembang

Kendaraan Bermotor

Perseroan memiliki sebanyak 96 (sembilan puluh enam) unit kendaraan bermotor roda empat dan sebanyak 64
(enam puluh empat) unit kendaraan roda dua.
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8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berikut ini diagram yang menggambarkan hubungan kepemilikan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan

per tanggal 31 Desember 2022:

****)

Masyarakat

(Masing-masing <20%)

100,00%

Jardine Matheson Holdings Limited (Bermuda)

(Perusahaan Publik yang tercatat dengan stondord
fisting di London dan secondary fisting di

Bermuda dan Singapura)
4 100,00%°)
Jardine Strategic Limited (Bermuda)
(Perusahaan tertutup)
¢ 76,48% ")
Masyarakat ***) 23,56% Jardine Cycle & Carriage Limited (Singapore)
(Masing-masing <20%) {Perusahaan Publik yang tercatat di Singapura)
l 50,11%
Masyarakat lainnya 49,89% PT Astra international Tbk (indonesia)
(Masing-masing <5%) (Perusahaan Publik yang tercatat di indonesia)
PT Arya Kharisma
99,99% 99,99%
(Perusahaan Tertutup) v
PT Garda Era Sedaya 0.01% 0.01% PT Sedaya Multi Investama
< ’ r .
{Perusahaan Tertutup) (Perusahaan Tertutup)
25,00%
28,13% PT Astra Sedaya Finance .
SEE—— -+
(Perusahaan Tertutup)
Keterangan:

46,87%

*)  Kepemilikan tidak langsung Jardine Matheson Holdings (Bermuda) terhadap Jardine Strategic Limited
(Bermuda) sebesar 100,00%, berdasarkan informasi publik yang diperoleh Perseroan dari Annual Report

PT Astra International Tbk tahun 2022

**)  Kepemilikan tidak langsung Jardine Strategic Limited (Bermuda) terhadap Jardine Cycle & Carriage Ltd
(Singapore) sebesar 76,44%, berdasarkan informasi publik dari Annual Report PT Astra International

Tbk tahun 2022.

***)  Berdasarkan informasi publik yang diperoleh Perseroan dari Annual Report 2022 Jardine Cycle &
Carriage Limited (Singapore) per tanggal 3 Maret 2023, terdapat kepemilikan saham Jardine Cycle
Carriage Limited (Singapore) oleh Citibank Nominees Singapore Pte Ltd. sebesar 5,96%.

****)  Perseroan tidak memiliki informasi detil dan valid atas kepemilikan saham Masyarakat dibawah 20% (dua
puluh persen) dalam Jardine Matheson Holdings Limited (Bermuda).
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Perseroan telah melakukan pemenuhan terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018
tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme (“Perpres No. 13/2018”) dengan
telah disampaikannya informasi mengenai pemilik manfaat Perseroan pada tanggal 11 Agustus 2022 kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,
yang dilakukan melalui Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta Barat. Informasi tersebut menyatakan bahwa pemilik
manfaat Perseroan adalah seluruh anggota Direksi PT Astra International Tbk (“Astra”) dan PT Sedaya Multi
Investama (“SMI”). Nama-nama anggota Direksi Astra dan SMI yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud
di atas adalah sebagai berikut:

Direksi Astra: Direksi SMI:
Djony Bunarto Tjondro Suparno Djasmin
Johannes Loman Handoko Liem

Suparno Djasmin

Chiew Sin Cheok

Gidion Hasan

Henry Tanoto

Santosa

Gita Tiffani

FXL Kesuma

Hamdani Dzulkarnaen Salim

Adapun pengungkapan seluruh anggota Direksi Astra dan SMI sebagai pemilik manfaat Perseroan sebagaimana
dimaksud di atas adalah semata-mata dalam kapasitasnya masing-masing sebagai Direktur Astra dan SMI, dimana
Astra adalah pemegang 46,87% (empat puluh enam koma delapan tujuh per seratus) saham Perseroan dan SMI
adalah pemegang 25,00% (dua puluh lima per seratus) saham Perseroan, yang mempunyai kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) butir d Perpres No. 13/2018, yakni kewenangan untuk mengangkat,
menggantikan, atau memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Sebagai orang
perseorangan dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi, masing-masing anggota Direksi Astra dan SMI tersebut belum
memenuhi kriteria pemilik manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perpres No. 13/2018. Lebih lanjut,
Perseroan tidak memiliki informasi dan tidak dapat mengidentifikasi orang perseorangan (sebagai individu dalam
kapasitas pribadi) yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 Perpres No. 13/2018.

Merujuk pada definisi Pengendali sebagaimana dimuat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
No. 9/POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran
Umum Efek Bersifat Utang, maka pihak Pengendali Perseroan adalah Astra sebagai pihak yang mempunyai
kemampuan untuk menentukan secara langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan
Perseroan. Selain Astra, Perseroan tidak mempunyai informasi mengenai Pihak lain yang mempunyai kemampuan
untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau
kebijaksanaan Perseroan.

Selanjutnya, Astra sebagai pemegang saham pengendali Perseroan telah lulus penilaian kemampuan dan
kepatutan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-207/NB.1/2014 tanggal
13 Maret 2014 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham
Pengendali PT Astra Sedaya Finance Atas Nama PT Astra International Tbk. Dengan demikian pemegang saham
pengendali Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2013 tanggal
21 November 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan
Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Penjaminan juncto Peraturan OJK
No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama
Lembaga Jasa Keuangan.

Merujuk pada definisi Pengendali sebagaimana dimuat pada POJK No. 9 /POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan
Perusahaan Terbuka maka Pengendali Astra adalah Jardine Cycle & Carriage Limited (Singapore) sebagai pihak
yang secara langsung memiliki saham lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor
penuh dalam Astra dan berdasarkan Laporan Tahunan (Annual Report) Astra 2022 yang dikeluarkan pada Bulan
Maret 2023 sebagaimana telah dimuat melalui situ web https://www.astra.co.id/, diungkapkan bahwa Pengendali
dari Astra adalah Jardine Cycle & Carriage Limited (Singapore). Lebih lanjut, selain dari informasi tersebut,
Perseroan tidak mempunyai informasi pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung
maupun tidak langsung dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan atas Astra.
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9. PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Garda Era Sedaya (“GES”)

Anggaran Dasar

PT Garda Era Sedaya berkedudukan di Jakarta Utara, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT General
Elctric Services Company No. 140, tanggal 22 Juli 1997, dibuat dihadapan Andalia Farida, SH., dan Akta
Perubahan Anggaran Dasar PT General Elcetric Services Company No. 41 tanggal 4 Maret 1998, yang dibuat
dihadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta telah: (i) mendapatkan Persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7507 HT.01.01 TH 98, tanggal 25 Juni 1998 (ii) didaftarkan
di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 2972/BH.09.05/XI1/98 tanggal 15 Oktober 1998, (iii)
diumumkan dalam Tambahan No.101 BNRI No. 7227, tanggal 18 Desember 1998, menyetujui perubahan nama
perusahaan semula PT General Electric Services Company menjadi PT General Electric Services, juncto Akta
Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT General Electric Services No. 30 tanggal 10 Desember 2010,
yang dibuat dihadapan Benny Kristianto SH., Notaris di Jakarta dan telah: (i) mendapatkan Persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
No. AHU-59712.AH.01.02. Tahun 2010, tanggal 22 Desember 2010 (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan
No. AHU-0092604.AH.01.09. Tahun 2010 Tanggal 22 Desember 2010, (iii) diumumkan dalam Tambahan No.31
dari BNRI No. 18926 tanggal 17 April 2012, menyetujui perubahan nama perusahaan semula PT General Electric
Services menjadi PT Garda Era Sedaya.

Perubahan anggaran dasar telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub
dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Garda Era Sedaya No.38 tanggal 9 Nopember
2011 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH., MKn, Notaris di Jakarta , dan telah (i)
mendapatkan Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
Surat Keputusan No.AHU-58577.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 29 Nopember 2011. , (ii) didaftarkan dalan Daftar
Perseroan No. AHU-0097141.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 29 Nopember 2011 menyetujui merubah pasal 1 ayat
1 anggaran dasar mengenai perpindahan kedudukan Perseroan dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara.

Nama Dan Tempat Kedudukan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar GES, GES terdaftar dengan nama PT Garda Era Sedaya dan
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara.

PT Garda Era Sedaya, beralamat JI. Gaya Motor Raya No.8, RW.8, Sungai Bambu, Tj. Priok, Kota Jkt Utara,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14330, Indonesia.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.35 tanggal 10 Desember 2010 yang dibuat
dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta , dantelah (i) mendapatkan Persetujuan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
No.AHU-05690.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 2 Pebruari 2011, (i) didaftarkan dalan Daftar Perseroan
No. AHU-0009354.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 2 Pebruari 2011 (iii) diberitahukan kepada dan diterima
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.10-04692 tanggal 14 Pebruari 2011, (iv) didaftarkan
dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0012168.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 14 Pebruari 2011 (“Akta
No0.35/2010"), maksud dan tujuan GES adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, transportasi,
pertanian, perindustrian dan jasa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Anggaran Dasar GES, maksud dan tujuan GES adalah berusaha dalam
bidang perdagangan, pembangunan, transportasi, pertanian, perindustrian dan jasa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar GES, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut

di atas, GES dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. menjalankan usaha di bidang perdagangan dari segala macam dagangan termasuk perdagangan komputer
dan alat elektronika (perangkat lunak dan keras) dan barang-barang yang berhubungan serta yang diperlukan
untuk pemakaiannya, perdagangan alat telekomunikasi, perdagangan alat-alat dan perlengkapan keamanan,
perdagangan alat-alat dan perlengkapan keselamatan yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar
pulau/ daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain serta
bertindak sebagai agen, leveransir, waralaba, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan
perusahaan-perusahaan lain,baik dari dalam maupun luar negeri;

b. Menjalankan usaha dibidang permbangunan, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan pemborongan pada umumnya (general contractor), antara lain pembangunan kawasan
perumahan (real estate), kawasan industri (industrial estate), gedung-gedung apartemen, kondominium,
perkantoran, pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk konstruksi, perekayasaan, perancangan dan
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penataan serta mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemerataan serta pembangunan
gedung-gedung, jalan-jalan, taman-taman, bendungan-bendungan, pengairan atau irigasi, landasan-
landasan, pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, air conditioner dan lain-
lainnya dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin;

menjalankan usaha dibidang transportasi angkutan darat dengan menggunakan angkutan truk, bis, sedan
serta angkutan darat lainnya, ekspedisi dan pergudangan, transportasi penumpang dan transportasi
pengangkutan;

menjalankan usaha di bidang pertanian, agro industri, industri pertanian, peternakan, perikanan darat/laut dan
pertambakan, perkebunan, kehutanan dan agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian);

menjalankan usaha di bidang industri, yang meliputi industri karoseri dan perakitan kendaraan, industri kayu
(tidak termasuk furniture) dan barang anyaman, industri kendaraan bermotor dan karoseri, industri
elektronik,industri pembangkit tenaga listrik, pembuatan perakitan barang telekomunikasi elektronik, industri
tekhnologi informasi dan industri telekomunikasi serta komputer (perangkat lunak dan keras), industri sepatu
dan sandal serta industri spare part kendaraan bermotor;

menjalankan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, jasa konsultan manajemen, penyediaan tenaga kerja
terdidik dan atau terlatih, konsultan keamanan dan keselamatan, jasa pengantaran uang dan barang
(pengangkutan), jasa pengawalan orang, jasa penyelamatan dan pelayanan jasa tol.

Namun kegiatan usaha GES yang telah benar benar dijalankan saat ini adalah Perdagangan Besar Komputer
dan Perlengkapan Komputer.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham dalam GES terakhir sebagaimana dimuat sebagaimana
termaktub dalam Akta No.35/2010, berdasarkan mana Keputusan Pemagang Saham tanggal 9 Desember 2010,
telah menyetujui untuk penjualan 100 saham seri A. masing masing bernilai Rp3.592.500,- 3.233, saham seri B
masing-masing bernilai Rp12.775.500,-, 5.425 saham seri C masing-masing bernilai Rp12.505.500,- dalam
perseroan kepada PT. Astra International Tbk, dan PT Arya Kharisma. Dengan demikian permodalan dan
pemegang saham dalam GES, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.484.669.779.000,- terbagi atas, a. 100 saham seri A, masing-masing saham

bernilai nominal Rp3.592.500,- b. 3.233 saham seri B, masing-masing saham
bernilai nominal Rp12.775.500,- c. 35.425 saham seri C,masing-masing saham
bernilai nominal Rp12.505.500,-;

Modal Ditempatkan : Rp.484.669.779.000,- terbagi atas, a. 100 saham seri A, masing-masing saham

bernilai nominal Rp3.592.500,- b. 3.233 saham seri B, masing-masing saham
bernilai nominal Rp12.775.500,- c. 35.425 saham seri C, masing-masing saham
bernilai nominal Rp12.505.500,-; dan

Modal Disetor : Rp.484.669.779.000,- terbagi atas, a. 100 saham seri A, masing-masing saham

bernilai nominal Rp3.592.500,- b. 3.233 saham seri B, masing-masing saham
bernilai nominal Rp12.775.500,- c. 35.425 saham seri C, masing-masing saham
bernilai nominal Rp12.505.500,-.

Susunan pemegang saham saham dalam GES adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal
Seri A: Rp3.592.500,- Per Saham
Seri B: Rp12.775.500,- Per Saham
Seri C: Rp12.505.500,- Per Saham

Jumlah Nilai Nominal

0,
Keterangan Jumlah Saham (Rp) %o
Modal Dasar
Saham seri A 100 359.250.000
Saham seri B 3.233 41.303.191.500
Saham seri C 35.425 443.007.337.500
Jumlah Modal Dasar 484.669.779.000
Modal Ditempatkan & Disetor
Penuh:
1. PT Astra International Tbk
Saham seri A 99 355.657.500 99,99
Saham seri B 3.233 41.303.191.500
Saham seri C 35.425 443.007.337.500
2. PT Arya Kharisma 0,01
Saham seri A 1 3.592.500
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Nilai Nominal
Seri A: Rp3.592.500,- Per Saham
Seri B: Rp12.775.500,- Per Saham
Seri C: Rp12.505.500,- Per Saham
Jumlah Nilai Nominal

Keterangan Jumlah Saham (Rp) %
Jumlah Modal Ditempatkan &
Disetor Penuh
Saham seri A 100 359.250.000
Saham seri B 3.233 41.303.191.500 100,00
Saham seri C 35.425 443.007.337.500

Jumlah Dalam Portepel
Saham seri A - -
Saham seri B - -
Saham seri C - -

Pengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 84 tanggal 20 April 2022 yang dibuat di hadapan Aulia
Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan No. AHU-AH.01.09-0012321 tanggal 13 Mei 2022; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan
No. AHU-0089903.AH.01.11.Tahun 2022 pada tanggal 13 Mei 2022, juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan ASTRA No. 44 Tahun 2023 tanggal 19 April 2023, yang dibuat di hadapan
Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam
Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0116837 tanggal 12 Mei
2023; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087599.AH.01.11.Tahun 2023 Tanggal 12 Mei 2023.

Direksi

Presiden Direktur : Handoko Liem

Direktur : Vilihati Surya

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Prijono Sugiarto

Komisaris Independen : Sri Indrastuti Hadiputranto
Komisaris Independen : Apinont Suchewaboripont
Komisaris Independen : Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro
Komisaris : Anthony John Liddell Nightingale
Komisaris : Benjamin William Keswick
Komisaris : John Raymond Witt

Komisaris : Stephen Patrick Gore

Komisaris : Benjamin Herrenden Birks

PT Astra International Tbk (”Astra”)

Anggaran Dasar

PT Astra International Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat didirikan dengan nama PT Astra International
Incorporated berdasarkan Akta Pendirian No.67 tanggal 20 Pebruari 1957 yang dibuat dihadapan Sie Khwan Djioe
Notaris di Jakarta dan telah (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia
berdasarkan Surat Keputusan No.J.A.5/53/5 tanggal 1 Juli 1957, (ii) didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri
Jakarta dibawah No0.1289 tanggal 20 Juli 1957 serta (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 1117 dari Berita
Negara Republik Indonesia No.85 tanggal 22 Oktober 1957.

Anggaran Dasar telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta
Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 45 tanggal 22 April 2021 yang dibuat di hadapan
Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam
Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0297798 tanggal 7 Mei
2021; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085502.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021
sehubungan dengan perubahan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal
20 Anggaran Dasar.
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Nama Dan Tempat Kedudukan Astra

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Astra, Astra terdaftar dengan nama PT Astra International Tbk
dan berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

PT Astra International Tbk, beralamat di Menara Astra, JI. Jenderal Sudirman No.Kav 5-6, Karet Tengsin,
Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220

Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Anggaran Dasar Astra Maksud dan tujuan adalah berusaha dalam
bidang perdagangan, industri, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan (konstruksi dan real estat),
jasa (aktivitas profesional), iimiah dan teknis, jasa (informasi dan komunikasi).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar Astra, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
PT Astra International Tbk., dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Perdagangan:
- perdagangan besar mobil baru;
- perdagangan eceran mobil baru;
- reparasi mobil;
- perdagangan besar suku cadang dan aksesori mobil;
- perdagangan eceran suku cadang dan aksesori mobil;
- perdagangan besar sepeda motor baru;
- perdagangan eceran sepeda motor baru;
- perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya;
- perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorinya;
- reparasi dan perawatan sepeda motor;
- perdagangan besar buah yang mengandung minyak;
- perdagangan besar minyak dan lemak nabati;
- perdagangan eceran melalui media berbagai macam barang lainnya.
b. Industri:
- industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- industri sepeda motor roda dua dan tiga;
- industri komponen dan suku cadang mesing dan turbin;
- industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer;
- industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermoto roda empat atau lebih;
- industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga;
- reparasi mesin untuk keperluan khusus;
- industri produk dari batu bara;
- industri briket batu bara;
- industri minyak mentah kelapa sawit.
c. Pertambangan:
- pertambangan batu bara;
- aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
- gasifikasi batubara di lokasi penambangan;
d. Pengangkutan:
aktivitas pelayanan kepelabuhan laut;
penanganan kargo;
- aktivitas jalan tol;
- angkutan bermotor untuk barang umum;
- angkutan bermotor untuk barang khusus.
e. Pertanian:
- perkebunan buah kelapa sawit;
f.  Pembangunan (Konstruksi dan Real Estat):
- penyiapan lahan;
- kontruksi jalan raya;
- konstruksi gedung perkantoran;
- konstruksi gedung industri;
- pemasangan bangunan prafabikasi untuk gedung;
- konstruksi pelabuhan bukan perikanan;
- pemasangan bangunan prafabikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya;
- pembongkaran;
- real estat yang dimiliki sendiri atau disewa.
g. Jasa (aktivitas profesional, ilmiah dan tehnis, jasa informasi dan komunikasi):
- aktivitas konsultasi manajemen lainnya;
- aktivitas pengolahan data;
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- aktivitas jasa informasi lainnya;
- portal web dan /atau platform digital dengan tujuan komersial.

Namun kegiatan usaha Astra yang telah benar benar dijalankan saat ini adalah perdagangan besar mobil baru,
perdagangan eceran mobil baru, reparasi mobil, perdagangan besar suku cadang dan aksesori mobil,
perdagangan besar sepeda motor baru, perdagangan eceran sepeda motor baru, perdagangan besar suku cadang
sepeda motor dan aksesorinya, perdagangan eceram suku cadang sepeda motor dan aksesorinya, reparasi dan
perawatan sepeda motor, aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.21 tanggal 7 Desember 2015
yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah (i) diberitahukan kepada dan
diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0989934 tanggal 21 Desember 2015
, (i) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3596221.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015,
permodalan PT Astra International Tbk. adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp3.000.000.000.000,00 yang terbagi atas 60.000.000.000 saham dengan nilai
nominal sebesar Rp50,- setiap sahamnya;

Modal Ditempatkan : Rp2.024.177.657.000,00 yang terbagi atas 40.483.553.140 saham; dan

Modal Disetor : Rp2.024.177.657.000, yang terbagi atas 40.483.553.140 saham.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Astra International Tbk. berdasarkan Daftar Pemegang
Saham per 31 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang
mengurus administrasi dari saham PT Astra International Tbk, adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp50,- Per Saham

Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai %
Nominal (Rp)

Modal Dasar 60.000.000.000 3.000.000.000.000

Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:

1. Jardine Cycle & Carriage Limited 20.288.255.040 1.014.412.752.000 50,11
2. Masyarakat lainnya (kepemilikan di _bawah 5%) 20.195.298.100 1.009.764.905.000 49,89
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh 40.483.553.140 2.024.177.657.000 100,00
Jumlah Dalam Portepel 19.516.446.860 975.822.343.000

Pengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 84 tanggal 20 April 2022 yang dibuat di hadapan Aulia
Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan No. AHU-AH.01.09-0012321 tanggal 13 Mei 2022; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan
No. AHU-0089903.AH.01.11.Tahun 2022 pada tanggal 13 Mei 2022.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Astra International Tbk. adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Djony Bunarto Tjondro
Direktur : Johannes Loman
Direktur : Suparno Djasmin
Direktur : Chiew Sin Cheok
Direktur : Gidion Hasan

Direktur : Henry Tanoto

Direktur : Santosa

Direktur : Gita Tiffani

Direktur : FXL Kesuma

Direktur : Hamdani Dzulkarnaen Salim

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Prijono Sugiarto
Komisaris Independen : Sri Indrastuti Hadiputranto
Komisaris Independen : Rahmat Waluyanto
Komisaris Independen : Apinont Suchewaboripont
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Komisaris Independen : Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro

Komisaris : Anthony John Liddell Nightingale
Komisaris : Benjamin William Keswick
Komisaris : John Raymond Witt

Komisaris : Stephen Patrick Gore

Komisaris : Benjamin Herrenden Birks

PT Sedaya Multi Investama (“SMI”)

Anggaran Dasar

PT Sedaya Multi Investama berkedudukan di Jakarta Selatan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas
No.64 tanggal 19 Desember 1989 yang dibuat dihadapan Rukmasanti Hardjasatya, SH., Notaris di Jakarta, dan
telah (i) mendapatkan persetujuan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
No.C2-2023.HT.01.01.TH.90 tanggal 7 April 1990, (ii) didaftarkan dalam register untuk itu yang berada
di  Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No.1286/A.PT/HKM/1995/ PN.JKT.SEL tanggal
11 September 1995, (iii) diumumkan dalamTambahan No. 83 dari Berita Negara Republik Indonesia
No. 8611/1995. tanggal 17 Oktober 1995.

Anggaran Dasar telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta
Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SMI No. 35 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Wiwik
Condro, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0054272.AH.01.02.Tahun 2020, tanggal
07 Agustus 2020; (ii) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0333948 tanggal 07 Agustus 2020, (iii) didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0128971.AH.01.11. Tahun 2020 Tanggal 07 Agustus 2020, yang menyetujui
perubahan Pasal 3 dan Pasal 4 berkenaan dengan perubahan maksud dan tujuan SMI dan peningkatan modal
ditempatkan/disetor.

Nama Dan Tempat Kedudukan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar SMI, SMI terdaftar dengan nama PT Sedaya Multi Investama
dan berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

PT Sedaya Multi Investama, beralamat di Menara Astra, JI. Jenderal Sudirman No.Kav 5-6, Karet Tengsin,
Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220.

Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Anggaran Dasar SMI, maksud dan tujuan ialah berusaha dalam bidang
perdagangan. pembangunan (konstruksi dan real estate), pengangkutan, pertanian, perindustrian, jasa (aktivitas
professional, iimiah dan teknis, jasa informassi dan komunikasi) dan pertambangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar SMI Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Perdagangan:
- Perdagangan besar suku cadang dan aksesori mobil,
- Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga,
- Perdagangan besar mesin kantor dan industri suku cadang dan perlengkapannya,
- Perdagangan besar computer dan perlengkapan computer,
- Perdagangan besar piranti lunak,
- Perdangan besar suku cadang elektronik,
- Perdagangan besar peralatan telekomunikasi,
- Perdagangan besar mesin, perlengkapan dan peralatan pertanian,
- Perdagangan besar mesin, perlengkapan lainnya,
- Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya.

b. Pembangunan (Konstruksi dam Real Estate):
- Penyiapan lahan,
- Konstruksi Jalan Raya,
- Konstruksi Gedung Perkantoran,
- Konstruksi Gedung Industtri,
- Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung,
- Konstruksi Pelabuhan bukan perikanan,
- Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya, Pembongkaran,
- Real estate yang dimiliki sendiri atau sewa.
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c. Pengangkutan:
- Aktivitas pelayanan Pelabuhan laut,
- Penanganan Cargo,
- Aktivitas jalan tol,
- Angkutan bermotor untuk barang umum,
- Angkutan bermotor untuk barang khusus.

d. Pertanian (Perkebunan Kelapa Sawit)

e. Perindustrian:
- Industri kendaraan bermotor roda empat, dan lebih,
- Industri sepeda motor roda dua dan tiga,
- Industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin,
- Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industry trailer dan semi trailer,
- Industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih,
- Indutri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga,
- Reparasi mesin untuk keperluan khusus,
- Indutri produk dari batu bara,
- Industri briket batu bara,
- Industri minyak mentah kepala sawit.

f. Jasa:
- Porta web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial,
- Aktivitas pengolahan data,
- Aktivitas konsultasi manajemen lainnya,
- Aktivitas jasa informasi lainnya.

g. Pertambangan:
- Pertambangan Baru Bara,
- Aktivitas penunjang pertambangan dan penggaliam lainnya,
- Gasifikasi batu bara di lokasi penambangan.

Namun kegiatan usaha SMI yang telah benar benar dijalankan saat ini adalah perdagangan besar suku cadang
dan aksesori mobil, Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, Perdagangan besar mesin
kantor dan industri suku cadang dan perlengkapannya,

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan, Susunan Pemegang Saham yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta
Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 02, tanggal 06 Mei 2021 di hadapan Gibson Thomasyadi,
S.H., Notaris di Jakarta, dan telah(i) diberitahukan kepada dan diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0294956 tanggal 6 Mei 2021; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan
No.AHU-0084722.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 06 Mei 2021, berdasarkan mana Keputusan Pemegang Saham
tanggal 06 Mei 2021, telah menyetujui (i) peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp.998.600.000.000,-
terdiri dari 998.600.000 saham menjadi Rp1.187.600.000.000,- terdiri dari 1.187.600.000 saham, (ii) pengeluaran
saham baru sejumlah 189.600.000 lembar saham dengan nominal Rp189.000.000.000,- kepada Astra sehingga
komposisi kepemilikan saham baru menjadi ; 1. PT. Astra Internationa sebanyak 1.187.599.999 lembar saham
dengan nilai nominal Rp1.187.599.999.000,- 2. PT Arya Kharisma sebanyak 1 lembar saham dengan nilai nominal
Rp1.000,- Dengan demikian permodalan dan pemegang saham dalam SMI, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp3.000.000.000.000,00 terbagi atas 3.000.000.000 saham dengan nilai nominal
setiap saham Rp1.000,00;

Modal Ditempatkan : Rp1.187.600.000.000,- terbagi atas 1.187.600.000 saham dengan nilai nominal
setiap saham Rp1.000,00; dan

Modal Disetor . Rp1.187.600.000.000,- terbagi atas 1.187.600.000 saham dengan nilai nominal
setiap saham Rp1.000,00.
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Susunan pemegang saham dalam SMI adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1000,- Per Saham

Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai %
Nominal (Rp)

Modal Dasar 3.000.000.000 3.000.000.000.000

Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:

1. PT Astra International Tbk 1.187.599.999 1.187.599.999.000 99,99
2. PT Arya Kharisma 1 1.000 0,01
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh 1.187.600.000 1.187.600.000.000 100,00
Jumlah Dalam Portepel 1.812.400.000 1.812.400.000.000

Pengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SMI No. 6, tanggal 8 Mei 2020, yang dibuat di
hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-00219173 tanggal 14 Mei 2020; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar
Perseroan No. AHU-0081702.AH.01.11.Tahun 2020 pada tanggal 14 Mei 2020, juncto Akta Pernyataan
Keputusan Rapat SMI No. 30, tanggal 27 April 2022, yang dibuat di hadapan Gibson Thomasyadi, S.H., M.Kn.
Notaris di Jakarta, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
No. AHU-AH.01.09-0009867 tanggal 27 April 2022; dan (i) didaftarkan dalam Daftar Perseroan
No. AHU-0084841.AH.01.11.Tahun 2022 pada tanggal 27 April 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris yaitu sebagai berikut:

Presiden Direktur : Suparno Djasmin
Direktur : Handoko Liem
Presiden Komisaris : Johannes Loman
Komisaris : Pongki Pamungkas

10. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pengurusan dan pengawasan Perseroan berdasarkan keputusan RUPS
Tahunan Perseroan tanggal 8 April 2022, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat
PT Astra Sedaya Finance No. 72 tanggal 21 April 2022, dibuat di hadapan Wiwik Condro S.H., Notaris di Jakarta,
dan telah : (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0009210 tanggal 26 April 2022; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar
Perseroan No. AHU-0083534.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Astra Sedaya
Finance No. 13 tanggal 4 Agustus 2022, dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat,
yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0041093 tanggal 5 Agustus 2022; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar
Perseroan No. AHU-0152730.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 5 Agustus 2022 juncto keputusan RUPS Tahunan
Perseroan tanggal 29 Maret 2023 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Astra
Sedaya Finance No. 66 tanggal 19 April 2023, dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Kota Jakarta
Barat, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0112417 tangggal 20 April 2023; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar
Perseroan No. AHU-0078304.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 April 2023 (“Akta No. 66/2023”), susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Jabatan Nama Masa Jabatan
Presiden Komisaris Rudy 2023 — 2024
Komisaris Independen Buyung Syamsudin* 2022 - 2023
Komisaris Independen Aridono Sukmanto 2022 — 2024
Komisaris Gidion Hasan 2022 — 2024
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Direksi

Jabatan Nama Masa Jabatan
Presiden Direktur Siswadi 2022 — 2024
Direktur Tan Chian Hok 2022 — 2024
Direktur Matilda Esther Rotinsulu 2022 - 2024
Direktur Mohammad Farauk 2022 — 2024
Direktur Dharmawan Phie 2022 — 2024
Direktur Devy Santoso Jayadi 2023 — 2024

*) Berdasarkan Surat Perseroan No. 83/MER&DPH.ASF.CS/0523 tanggal 25 Mei 2023, perihal: Keterbukaan Informasi
Perseroan, surat mana ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK (“Surat Perseroan
No. 83/MER&DPH.ASF.CS/0523”), diketahui bahwa Bapak Buyung Syamsudin (Komisaris Independen) telah meninggal dunia
pada tanggal 23 Mei 2023. Sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (5) Anggaran Dasar, Perseroan diberikan jangka waktu 90 (sembilan
puluh) hari setelah terjadinya lowongan untuk menyelenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut. Berdasarkan Surat
Pernyataan Perseroan tanggal 20 Juni 2023. Perseroan berkomitmen menyelenggarakan RUPS untuk pengangkatan anggota
Dewan Komisaris mengisi jabatan lowong selaku Komisaris Independen Perseroan dan/atau menetapkan perubahan susunan
Dewan Komisaris Perseroan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak 23 Mei 2023.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas diangkat untuk masa jabatan terhitung
sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2024, kecuali untuk: (i)
Bapak Dharmawan Phie (Direktur) yang tugas dan wewenangnya efektif terhitung sejak tanggal 1 Juli 2022, yaitu
tanggal diperolehnya surat keputusan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2024; dan (ii) Bapak Rudy (Presiden Komisaris) dan Bapak Devy
Santoso Jayadi (Direktur) yang dihitung sejak tanggal diperolehnya surat keputusan lulus uji penilaian kemampuan
dan kepatutan dari OJK sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2024.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas, telah memenuhi persyaratan sebagai anggota
Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal
8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah memenuhi ketentuan mengenai
rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 18 Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal
19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana
diubah dengan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK
No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseoan menyatakan:

e Tidak ada sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang
saham Perseroan.

e Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait
Penawaran Umum Efek bersifat utang atau pencatatannya di Bursa Efek.

e Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

e Tidak terdapat informasi mengenai perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan
dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

DEWAN KOMISARIS

Rudy, Presiden Komisaris
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 52 tahun.

Menempuh gelar Master of Applied Finance di University of Melborne pada tahun
1999 dan Sarjana Ekonomi Akuntansi di Universitas Katolik Parahyangan pada
tahun 1994 dan sarjana. Memperoleh gelar Sertifikasi Dasar Pembiayaan
Komisaris dari PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia pada tanggal Maret
2023 yang berlaku hingga saat ini yang selanjutnya akan diperpanjang melalui
seminar Refreshment tahunan.

Riwayat Karir Profesional

Jabatan Nama Perusahaan Periode Kerja

Presiden Komisaris* PT Astra Sedaya Finance 2023 — sekarang
Presiden Direktur PT Asuransi Astra Buana 2017 — 2023
Direktur  Independen & PT Astra Agro Lestari, Tbk 2013 -2017
Direktur Keuangan

Komisaris PT Astra Agro Lestari, Tbk 2013 -2017
Direktur Keuangan PT Asuransi Astra Buana 2010 -2013

Chief Financial Officer PT Asuransi Astra Buana 2009 - 2010
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Chief Corporate Planning & PT Astra International Tbk 2000 - 2009
Strategy

Investment Banking PT Trimegah Sekuritas 2000
Manager

Senior Financial Analyst PT Inti Salim Corporation 1995 — 1997
Investor Relations Officer Charoen Pokphand Indonesia 1993 — 1995

*)Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal
29 Maret 2023 (“RUPST 2023”) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara RUPST 2023 dan
telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 66 tanggal
19 April 2023.

Buyung Syamsudin, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 69 tahun.

Menempuh pendidikan pada Fakultas Ekonomi Jurusan Studi Pembangunan
di Universitas Indonesia pada tahun 1994. Memperoleh gelar Sertifikasi Dasar
Pembiayaan Komisaris dari PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia pada
tanggal 25 November 2015 yang berlaku hingga saat ini yang selanjutnya akan
diperpanjang melalui seminar Refreshment tahunan.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Perseroan No. 83/MER&DPH.ASF.CS/0523
tanggal 25 Mei 2023, perihal: Keterbukaan Informasi Perseroan, surat mana
ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK (“Surat
Perseroan No. 83/MER&DPH.ASF.CS/0523"), diketahui bahwa Bapak Buyung
Syamsudin (Komisaris Independen) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei
2023. Sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (5) Anggaran Dasar, Perseroan diberikan
jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan untuk
menyelenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut. Berdasarkan Surat
Pernyataan Perseroan tanggal 20 Juni 2023. Perseroan berkomitmen
menyelenggarakan RUPS untuk pengangkatan anggota Dewan Komisaris
mengisi jabatan lowong selaku Komisaris Independen Perseroan dan/atau
menetapkan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dalam jangka
waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak 23 Mei 2023.

Riwayat Karir Profesional
Jabatan

Nama Perusahaan Periode Kerja

Komisaris Independen
Anggota Komite Pemantau
Risiko

Anggota Komite Audit

Ketua Komite Nominasi dan
Remunerasi

Anggota Komite Pemantau
Risiko

Ketua Komite Audit

Ketua Komite Pemantau
Risiko

Anggota Komite Audit

Ketua Komite Pemantau
Risiko

Ketua Komite Audit
Komisaris Independen
Ketua Komite Nominasi dan
Remunerasi

Anggota Komite Audit
Anggota Komite Audit
Anggota Komite Audit
Komisaris Independen
Ketua Komite Audit
Komisaris Independen
Ketua Komite Audit
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Ketua Komite Audit
Direktur

Komisaris
Komisaris ACMG
Komisaris

General Manager
Senior Manager
Economist &
Departemen Kredit
Asisten Dosen
Staf Peneliti

Kepala

PT Astra Sedaya Finance
PT Astra Auto Finance
PT Astra Auto Finance
PT Astra Sedaya Finance

PT Astra Multi Finance
PT Astra Sedaya Finance

PT Astra Sedaya Finance

PT Astra Multi Finance

PT Federal International Finance
PT Federal International Finance
PT Federal International Finance

PT Astra Sedaya Finance

PT Astra Otoparts Tbk

PT Astra Sedaya Finance

PT Serasi Autoraya

PT Serasi Autoraya

PT Astra Graphia Tbk

PT Astra Graphia Tbk

PT Astra Sedaya Finance

PT Astra Sedaya Finance

PT Federal International Finance
PT Federal International Finance
Astratel Nusantara

PT Asuransi Astra Buana

Astra Securities

PT Astra Sedaya Finance

Bank Universal

PT Multinational Finance
Corporation
Citibank N.A
Fakultas Ekonomi  Universitas
Indonesia

2012 — sekarang
2021 — sekarang
2021 — sekarang
2020 — sekarang

2019 — sekarang
2018 — sekarang

2018 — sekarang
2017 — sekarang
2017 — 2020

2016 — 2020

2016 — Maret 2020

2016 - 2018

2013 - 2017
2012 - 2016
2008 — 2012
2008 - 2012
2008 - 2012
2008 — 2012
2004 - 2008
2004 - 2008
2004 - 2008
2004 - 2008
2000 — 2004
1995 - 2000
1991 - 2000
1989 — 2000
1988 — 1989
1983 — 1988
1981 - 1983

1977 — 1981

1977 — 1981
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Lembaga Penyelidikan Ekonomi
dan Masyarakat Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia (LPEM FEUI)

Aridono Sukmanto, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 61 tahun.

Menempuh pendidikan di Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi
Polri (SESPATI) — Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2010, Sekolah
Staf Pimpinan Polri (SESPIM) — Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun
1999, Perguruan Tinggi llmu Kepolisan (PTIK) — Kepolisian Negara Republik
Indonesia tahun 1995 dan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Inodnesia
(AKABRI) tahun 1985. Memperoleh Sertifikasi Dasar Pembiayaan Komisaris dari
PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia pada tanggal 20 Maret 2020 yang
berlaku hingga saat ini yang selanjutnya akan diperpanjang melalui seminar

Refreshment tahunan.

Riwayat Karir Profesional

Jabatan

Nama Perusahaan

Periode Kerja

Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
WAKAPOLRI - Purna Tugas

KABARESKRIM
WAKABARESKRIM
SAHLIJEMEN KAPOLRI
KAPOLDA SULTENG

DIRTIPIDUM BARESKRIM
POLRI
WAKAPOLDA SULTENG

KABAG INSTALFOR
PUSLABFOR BARESKRIM
POLRI

PENYIDIK UTAMA TK Il DIT
VI TIPITER BARESKRIM
POLRI

DIR RESKRIM
JABAR

DIR RESKRIM POLDA DIY

POLDA

KAPOLTABES DENPASAR

POLDA BALI

DIR RESKRIM POLDA
BANTEN

KAPOLRES SERANG
POLDA BANTEN
KAPOLRES TAPANULI

TENGAH POLDA SUMUT
KABAG SERSE TIPITER
DIT SERSE POLDA SUMUT
PAMEN POLDA KALTENG

WAKA POLRES KAPUAS
POLDA KALTENG

KABAG TIPIKOR DIT
SERSE POLDA KALTENG
KAPUSKODAL OPS RES

KOTA  BARU POLDA
KALSELTENG

KASAT SERSE POLRES
KOTA BARU

KASATWAL POLDA
KALSELTENG

KASAT SERSE POLRES
AMUNTAI

KASAT SABHARA POLRES
BANJAR

PT Astra Sedaya Finance

PT ASABRI

PT Astra Agro Lestari

Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Markas Besar Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Markas Besar Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Kepolisian Daerah Sulawesi
Tenggara

Markas Besar Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Kepolisian Daerah
Tenggara

Markas Besar Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Sulawesi

Markas Besar Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Kepolisian Daerah Jawa Barat

Kepolisian Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta

Kepolisian Kota Besar Denpasar
Kepolisian Daerah Banten
Kepolisian Ressor Serang

Kepolisian Ressor Tapanuli Tengah

Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Kepolisian Daerah  Kalimantan
Tengah
Kepolisian Daerah  Kalimantan
Tengah
Kepolisian Daerah  Kalimantan
Tengah
Kepolisian Daerah  Kalimantan

Selatan & Tenggara
Kepolisian Ressor Kota Baru

Kepolisian Daerah  Kalimantan

Selatan & Tenggara
Kepolisian Ressor Amuntai

Kepolisian Ressor Banjar

2020 — sekarang
2021 — sekarang
2020 — sekarang
2018 -2019
2016 - 2018
2016

2014 - 2016
2013 -2014
2011 -2013
2011

2010 - 2011

2009 - 2010

2008 —- 2009
2007 - 2008
2006 — 2007
2005 - 2006
2004 - 2005
2000 — 2003
1999 — 2000
1998 — 1999
1996 — 1998
1995 — 1996

1992 — 1995

1990 — 1992
1986 — 1990
1986

1985 — 1986

66



Gidion Hasan, Komisaris
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 51 tahun.

Menempuh pendidikan Sarjana di bidang Financial Management pada Rogers
State University, Oklahoma, Amerika Serikat pada tahun 1994. Memperoleh
Sertifikasi Dasar Pembiayaan Komisaris dari PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan
Indonesia pada tanggal 26 September 2016 yang berlaku hingga saat ini yang
selanjutnya akan diperpanjang melalui seminar Refreshment tahunan.

Riwayat Karir Profesional

Jabatan

Nama Perusahaan

Periode Kerja

Komisaris

Wakil Presiden Komisaris
Presiden Komisaris
Presiden Komisaris
Presiden Komisaris
Wakil Presiden Komisaris
Presiden Komisaris
Presiden Komisaris
Presiden Komisaris
Presiden Komisaris
Presiden Komisaris
Presiden Komisaris
Wakil Presiden Komisaris
Presiden Komisaris
Wakil Presiden Komisaris
Presiden Komisaris
Komisaris

Komisaris

Anggota Dewan Pengawas
Anggota Dewan Pengawas
Presiden Komisaris
Presiden Komisaris
Direktur

Komisaris

Komisaris

Direktur

Presiden Komisaris
Direktur

Presiden Komisaris
Presiden Komisaris
Presiden Komisaris
Presiden Direktur
Presiden Komisaris
Komisaris

Presiden Komisaris
Wakil Presiden Direktur
Direktur

Corp. Planning & Investor

Relations

PT Astra Sedaya Finance

PT Astra Land Indonesia

PT Brahmayasa Bahtera

PT Menara Astra

PT UD Astra Motor Indonesia
PT Astra Daihatsu Motor

PT Astra Autoprima

PT Astra Multi Trucks Indonesia
PT Tjahja Sakti Motor

PT Pulogadung Pawitra Laksana
PT Inti Pantja Press Industri

PT Gaya Motor

PT Isuzu Astra Motor Indonesia
PT Astra Otoparts Tbk

PT United Tractors Tbk

PT Fuji Technica Indonesia

PT Brahmayasa Bahtera

PT Menara Astra

Dana Pensiun Astra Dua

Dana Pensiun Astra Satu

PT Surya Artha Nusantara Finance
PT Komatsu Astra Finance

PT Sedaya Multi Investama

PT Astra Tol Nusantara

PT Astra Nusa Perdana

PT Astra International Tbk

PT Pamapersada Nusantara
PT UT Heavy Industry Pte (S) Ltd.
PT Tambang Supra Perkasa
PT Karya Supra Perkasa

PT Acset Indonusa Tbk

PT United Tractors Tbk

PT United Tractors Pandu Eng.
PT Komatsu Astra Finance

PT Tuah Turangga Agung

PT United Tractors Tbk

PT United Tractors Tbk

PT Astra International Tbk

2020 — sekarang
2020 — sekarang
2020 — sekarang
2020 — sekarang
2019 — sekarang
2019 — sekarang
2019 — sekarang
2019 — sekarang
2019 — sekarang
2019 — sekarang
2019 — sekarang
2019 — sekarang
2019 — sekarang
2019 — sekarang
2019 — sekarang
2019 — sekarang
2019 - 2020
2019 - 2020
2017 — sekarang
2017 — sekarang
2017 - 2019
2017 - 2019
2017 - 2019
2017 - 2019
2017 - 2019
2016 — sekarang
2016 — 2019
2016 — 2019
2016 — 2019
2016 — 2019
2015 -2019
2015 -2019
2015 -2017
2015 -2017
2014 - 2019
2013 -2015
2005 - 2013
1999 — 2005
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DIREKSI

Siswadi, Presiden Direktur
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 51 tahun.

Menjabat sebagai Direktur PT Astra Sedaya Finance sejak 23 April 2018. Menempuh
pendidikan magister hukum pada Universitas Padjajaran tahun 2004 dan memperoleh
sarjana ekonomi pada Universitas Brawijaya tahun 1990. Memperoleh Sertifikasi Ahli
Pembiayaan pada tanggal 19 Agustus 2015 yang berlaku hingga saat ini yang
selanjutnya akan diperpanjang melalui seminar Refreshment tahunan dari PT Sertifikasi
Profesi Pembiayaan Indonesia dan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Perusahaan
Pembiayaan pada tanggal 11 Desember 2018 dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
yang berlaku hingga saat ini.

Riwayat Karir Profesional

Jabatan

Nama Perusahaan

Periode Kerja

Presiden Direktur
Presiden Komisaris
Presiden Komisaris

PT Astra Sedaya Finance
PT Astra Auto Finance
PT Sedaya Pratama

2018 — sekarang
2013 — sekarang
2013 — sekarang

Direktur PT Astra Sedaya Finance 2013 - 2018
Chief Human Capital & GA PT Astra Sedaya Finance 2014 - 2017
Officer
Chief HR, IT & Commercial PT Astra Sedaya Finance 2013 -2014
Fleet Officer
Chief Commercial Fleet Officer ~ PT Astra Sedaya Finance 2012 - 2013
Presiden Direktur PT Swadharma Bhakti Sedaya 2008 —-2013
Finance
Komisaris PT Astra Auto Finance 2007 - 2013
Commercial Business Division PT Astra Sedaya Finance 2007 — 2012
Head
Presiden Direktur PT Astra Multi Finance 2007 — 2008
Special Asset Management PT Astra Sedaya Finance 2006 — 2007
Head
National Remarketing Head PT Astra Sedaya Finance 2005 - 2006
National Service Head PT Astra Sedaya Finance 2004 — 2005
Branch Manager Bogor PT Astra Sedaya Finance 2002 — 2004
Operational Risk Head PT Astra Sedaya Finance 2001 - 2002
Financial Planning & Analysis PT Astra Sedaya Finance 2000 - 2001
Head
Risk Management Head PT Astra Sedaya Finance 1999 — 2000
Corporate Internal Audit Head PT Astra Sedaya Finance 1998 — 1999
Corporate Secretary PT Astra Sedaya Finance 1997 — 1998
Senior Internal Auditor PT Tigaraksa Satria Tbk 1994 — 1997

Tan Chian Hok, Direktur
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 52 tahun.

Menjabat sebagai Direktur PT Astra Sedaya Finance sejak 23 April 2018. Beliau
menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Manajemen Universitas Tarumanegara tahun
1994. Beliau memperoleh Sertifikasi Ahli Pembiayaan dari PT Sertifikasi Profesi
Pembiayaan Indonesia tanggal 2 Agustus 2018 yang berlaku hingga saat ini yang
selanjutnya akan diperpanjang melalui seminar Refreshment tahunan dan Sertifikasi
Manajemen Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan pada tanggal 17 Juli 2018 dari Badan
Sertifikasi Manajemen Risiko yang berlaku hingga saat ini dan Sertifikasi Manajemen
Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan pada tanggal 16 November 2017 dari Badan
Sertifikasi Manajemen Risiko yang berlaku hingga saat ini.

Riwayat Karir Profesional

Jabatan Nama Perusahaan Periode Kerja
Komisaris PT Swadharma Bhakti Sedaya 2019 —sekarang
Finance

Direktur PT Astra Sedaya Finance 2018 — sekarang
Operation Manager DKI 1 PT Astra International, TSO 2014 - 2018
Kepala Cabang Sudirman PT Astra International, TSO 2009

Kepala Cabang Bekasi Timur PT Astra International, TSO 2007

Kepala Cabang Kalimalang PT Astra International, TSO 2006

Kepala Cabang Wahid Hasyim  PT Astra International, TSO 2001

Kepala Cabang Bekasi Timur PT Astra International, TSO 2000

Kepala Cabang Daan Mogot PT Astra International, TSO 1999

Kepala Cabang Mangga Dua PT Astra International, TSO 1998

Kepala Cabang Surabaya PT Astra International, TSO 1995

Sungkono
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Matilda Esther Rotinsulu, Direktur
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 46 tahun.

Menjabat sebagai Direktur PT Astra Sedaya Finance sejak 9 April 2019. Menyelesaikan
pendidikan magister manajemen di Prasetiya Mulya Business School tahun 2010 dan
sarjana ekonomi akuntansi di Universitas Sam Ratulangi tahun 1999. Beliau
memperoleh Sertifikasi Ahli Pembiayaan pada tanggal 19 Agustus 2015 dari
PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia yang berlaku hingga saat ini yang
selanjutnya akan diperpanjang melalui seminar Refreshment tahunan.

Riwayat Karir Profesional

Jabatan Nama Perusahaan Periode Kerja
Direktur PT Astra Sedaya Finance 2019 — sekarang
Komisaris PT Astra Auto Finance 2013 — sekarang
HC Division Head PT Astra Sedaya Finance Maret 2013 — April 2019
Direktur PT Swadharma Bhakti Sedaya Maret 2013 — Maret
Finance 2019
Deputy HC Division Head PT Astra Sedaya Finance Juni 2011 — Maret 2013

Corporate Office of Strategic
Management & Corporate
Communication Head
Corporate Office of Strategic
Management Head

HR Compensation & Benefit
Section Head

HR Payroll Section Head

Management Trainee

PT Astra Sedaya Finance

PT Astra Sedaya Finance
PT Astra Sedaya Finance
PT Astra Sedaya Finance

PT Astra Sedaya Finance

Desember 2007 — Juni
2011

Juni 2006 — Desember
2007
April 2001 — Juni 2006

Desember 2000 — April
2001
2000 — Desember 2000

Mohammad Farauk, Direktur
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 51 tahun.

Menjabat sebagai Direktur PT Astra Sedaya Finance sejak Maret 2020. Menyelesaikan
pendidikan ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan di tahun 1996.
Beliau memperoleh Sertifikasi Ahli Pembiayaan dari PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan
Indonesia pada tanggal 20 Maret 2020 yang berlaku hingga saat ini yang selanjutnya
akan diperpanjang melalui seminar Refreshment tahunan dan Sertifikasi Manajemen
Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan pada tanggal 15 September 2020 dari Badan
Sertifikasi Manajemen Risiko yang berlaku hingga saat ini.

Riwayat Karir Profesional

Jabatan Nama Perusahaan Periode Kerja
Presiden Komisaris PT Cipta Sedaya Digital Indonesia 2022 — sekarang
Direktur PT Astra Sedaya Finance 2020 — sekarang
Marketing Planning Division  PT Toyota Astra Motor 2020
Head
Strategic Sales Planning 2 PT Toyota Astra Motor 2018 — 2019
Division Head
Network Management Division PT Toyota Astra Motor 2018
Head
Vehicle Demand Supply  PT Toyota Astra Motor 2016 - 2018
Operation Division Head
Service Parts Logistic Division PT Toyota Astra Motor 2009 — 2015
Head
Department Head in Service PT Toyota Astra Motor 2004 — 2009
Parts Logistics Division
Service Parts Logistics Kaizen Toyota Japan — Toyota Motor 2002 -2004

Corporation

Dharmawan Phie, Direktur
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 45 tahun.

Menjabat sebagai Direktur PT Astra Sedaya Finance sejak 8 April 2022. Menyelesaikan
pendidikan Master of Financial Management di Melbourne University di tahun 2004 dan
sarjana ekonomi manajemen di Universitas Hassanuddin tahun 1999. Beliau
memperoleh Sertifikasi Ahli Pembiayaan dari PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan
Indonesia pada tanggal 26 April 2016 yang berlaku hingga saat ini yang selanjutnya
akan diperpanjang melalui seminar Refreshment tahunan dan Sertifikasi Manajemen
Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan pada tanggal 2 Mei 2019 dari Badan Sertifikasi
Manajemen Risiko yang berlaku hingga saat ini.
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Riwayat Karir Profesional

Jabatan

Nama Perusahaan

Periode Kerja

Presiden Komisaris

Direktur
Sekretaris Perusahaan
Direktur

Direktur
Direktur

Treasury, Finance and Banking
Division Head

Deputy Risk Division Head
Risk Fleet Underwriting Head

Risk  System &
Development Head
Fleet Underwriting Head
Fleet Risk Head

Policy

Analyst dan Special Asset
Credit Marketing Officer ACC
Branch Makassar

PT Swadharma Bhakti
Finance

PT Astra Sedaya Finance
PT Astra Sedaya Finance
PT Sedaya Pratama

PT Astra Auto Finance
PT Swadharma Bhakti
Finance

PT Astra Sedaya Finance

PT Astra Sedaya Finance
PT Astra Sedaya Finance

PT Astra Sedaya Finance

PT Astra Sedaya Finance
PT Astra Sedaya Finance

PT Astra Sedaya Finance
PT Astra Sedaya Finance

Sedaya

Sedaya

April 2022 — sekarang

April 2022 — sekarang
2022 — sekarang
Desember 2020 - April
2022

Maret 2019 — Desember
2020

Januari 2016 — Maret 2019

April 2014 — April 2022

Januari 2013 — April 2014
Oktober 2011 — Januari
2013

Januari 2010 - Oktober
2011

April 2009 - Januari 2010
Desember 2007 - April
2009

Juni 2005 — 2006
2000 - 2002

Devy Santoso Jayadi, Direktur
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 42 tahun.

Menjabat sebagai Direktur PT Astra Sedaya Finance sejak 29 Maret 2023.
Menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi manajemen pemasaran di Universitas
Katolik Parahyangan di tahun 2003. Beliau memperoleh Sertifikasi Ahli Pembiayaan
dari PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia pada tanggal 2018 yang berlaku
hingga saat ini yang selanjutnya akan diperpanjang melalui seminar Refreshment

tahunan.

Riwayat Karir Profesional

Jabatan Nama Perusahaan Periode Kerja
Direktur® PT Astra Sedaya Finance 2023 - 2024
Direktur PT Toyota Astra Financial Services 2018 — 2023
Retail Sales Division Head PT Astra Sedaya Finance 2016 — 2018
Presiden Direktur PT Sedaya Pratama 2016 — 2018
Direktur PT Stacomitra Graha 2016 - 2018
Retail Operation Division Head  PT Astra Sedaya Finance 2016
Deputy Retail Operation  PT Astra Sedaya Finance 2014 - 2015
Support & Development
Division Head
Regional Retail Sales Head PT Astra Sedaya Finance 2012 - 2014
Greater DKI
Regional Retail Sales Head PT Astra Sedaya Finance 2010 -2012
East Indonesia
Regional Retail Sales Head PT Astra Sedaya Finance 2009 - 2010
Central Java
Branch  Manager Kelapa PT Astra Sedaya Finance 2008 — 2009
Gading
Branch Manager Bogor PT Astra Sedaya Finance 2007 - 2008
Branch Manager Cirebon PT Astra Sedaya Finance 2005 - 2007
Branch Marketing and Sales PT Astra Sedaya Finance 2004 — 2005

Department Head, Cirebon

*)Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 29 Maret
2023 (“RUPST 2023”) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara RUPST 2023 dan telah dinyatakan
dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 66 tanggal 19 April 2023.
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PENGAWAS SYARIAH

Ahmad Mukri Aji, Ketua DPS
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 65 tahun.

Menempuh pendidikan sarjana Jurusan Qadha (Peradilan) di Fakultas Syariah IAIN
Jakarta pada tahun 1982, pendidikan master bidang Pengkajian Islam Program Pasca
Sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1994, pendidikan Doktor Bidang
Pengkajian Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2004, dan Profesor/Guru
Besar Bidang limu Figh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

tahun 2022

Riwayat Karir Profesional

Tahun

Perusahaan dan Lokasi

2020 - sekarang
2020 - sekarang
2015 - 2020

2013 - sekarang

2012 - sekarang
2010 - 2015

2010 - 2015

2008 - sekarang
2006 - sekarang
2005 - sekarang
2005 - 2015
2003 - 2010
1994 - 2004
1992 - 1996
1990 - 1995
1986 - 1994

1984 - sekarang

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor
Anggota Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Jawa Barat

Wakil Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Barat

Dosen Pascasarjana Fakultas Syariah dan Hukum dan Fakultas
Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Astra Sedaya Finance
Wakil Dekan | - Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum
IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketua Bidang Da'wah IKALUIN (lkatan Alumni UIN Syarif
Hidayatullah) Jakarta

Ketua lll HISSI (Himpunan Sarjana Syariah Indonesia) Pusat
Dosen Pendidikan Kader Ulama MUI Kabupaten Bogor

Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor

Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat

Ketua Jurusan PMH FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketua MUI Kecamatan Parung Kabupaten Bogor

Dosen Pendidikan Kader Ulama MUI Provinsi DKI Jakarta
Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris Jurusan PPI Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah
Jakarta

Dosen tetap Fakultas Syariah & Hukum (FSH) UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta

Aminudin Yakub, Anggota DPS
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 51 tahun.

Menempuh pendidikan Sarjana Tarbiyah di IAIN Syarif Hidayatullah tahun 1995,
Magister Studi Islam di IAIN Syarif Hidayatullah tahun 1997, dan Doktor lImu Hukum
di Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2021.

Riwayat Karir Profesional

Tahun

Perusahaan dan Lokasi

2021 - sekarang
2020 - sekarang
2012 - sekarang
2010 - sekarang
2007 - sekarang

2006 — sekarang
2002 — sekarang
2000 - sekarang
1997 — sekarang

Pengurus Dewan Halal Nasional MUI

Direktur Utama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) MUI
Dewan Pengawas Syariah PT Astra Sedaya Finance
Dewan Pengawas Syariah Panin Bank Syariah

Anggota Badan Pelaksana Harian Dewan Syari’ah Nasional
MUI

Dewan Pengawas Syariah FIF Syariah

Dewan Pengawas Syariah Asuransi PT Tripakarta

Wakil Sekretaris/Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat

Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
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Endy M. Astiwara, Anggota DPS
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 59 tahun.

Menempuh pendidikan Doktor Umum di Universitas Negeri Padjajaran pada tahun
1990, pendidikan Magister Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam di Universitas
Muhamadiyah pada tahun 1999, dan menempuih pendidikan Doktor bidang Metodologi
Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2015.

Riwayat Karir Profesional

Tahun Perusahaan dan Lokasi

2021 - sekarang Wakil Rektor Universitas YARSI

2021 - sekarang Wakil Ketua Lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia

2020 - sekarang Direktur utama PT Muna Bina Insani (Munatour)

2019 - sekarang Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Sharia Multifinance Astra

2018 - sekarang International Advisory Board of Ziyara International Spiritual
Care, USA

2017 - sekarang Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

2016 - sekarang Dosen Pasca Sarjana 11Q Jakarta dan UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta

2017 - 2020 Ketua Komite Skema LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) DSN
— MUI

2015 — Sekarang Anggota Dewan Kehormatan IIS (Islamic Insurance Society)

2012 — sekarang Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Astra Sedaya Finance

2011 -2015 Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah — |katan Akuntan
Indonesia (DSAS-IAI)

2003 — Sekarang Anggota Pleno Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI)

11. TATA KELOLA PERUSAHAAN
a. Tata Kelola Perusahaan

Perseroan memahami bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (Good Corporate
Governance/lGCG) merupakan aspek penting dalam keseluruhan sistem pengelolaan bisnis dan operasional yang
dijalankan. Penerapan GCG secara optimal tidak hanya akan memberikan timbal balik positif kepada pemangku
kepentingan, meliputi pemegang saham, karyawan, serta masyarakat, tetapi juga akan menjaga keberlanjutan
bisnis Perseroan secara jangka panjang. Perseroan memiliki visi dan misi yang secara menyeluruh penting untuk
direalisasikan melalui penerapan GCG serta aspek keberlanjutan, sesuai regulasi serta ketentuan dalam
peraturan/undang-undang yang berlaku.

Atas pemahaman tersebut, Perseroan berkomitmen untuk secara efektif melaksanakan penerapan sejumlah
prinsip GCG dalam keseluruhan aspek bisnis dan operasional yang dijalankan. Perseroan memiliki komitmen untuk
menjaga kualitas penerapan GCG melalui sejumlah perangkat yang telah dimiliki, serta secara konsisten
melaksanakan langkah pengembangan demi mewujudkan kualitas penerapan yang lebih baik dari tahun ke tahun.
Seiring hal itu, Perseroan melaksanakan pemantauan terhadap perkembangan regulasi juga praktik tata kelola
yang berlaku, baik pada lingkup nasional maupun internasional, serta mengaplikasikan penerapannya berdasarkan
best practices pada sejumlah lini keorganisasian Perseroan.

Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Dalam melaksanakan penerapan tata kelola perusahaan, Perseroan berpedoman pada peraturan perundangan

yang berlaku, salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 29/POJK.05/2020 tanggal 29 April

2020 juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014. Perusahaan

berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip tata kelola secara konsisten dengan tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan nilai Perseroan bagi Pemangku Kepentingan, khususnya Debitur, Kreditur, dan/atau
Pemangku Kepentingan lainnya;

2. Meningkatkan pengelolaan Perseroan secara Profesional, efektif, dan efisien;

3. Meningkatkan kepatuhan Organ Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah Serta jajaran di bawahnya agar

dalam membuat Keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada Etika yang tinggi, kepatuhan terhadap

peraturan Perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung Jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku

Kepentingan maupun kelestarian lingkungan;

Mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya benturan kepentingan yang merugikan bagi Perseroan

dan seluruh Pemangku Kepentingan;

Menciptakan kondisi dan situasi industri pembiayaan yang kondusif;

Menciptakan profesionalitas dalam memberikan pelayanan kepada Konsumen dalam industri pembiayaan;

Mewujudkan Perseroan yang lebih sehat, dapat Diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan

Menjadi salah satu tolak ukur penerapan kinerja Perseroan;

»

NG
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9. Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam Perekonomian nasional.
Komitment Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Perseroan mewujudkan komitmen penerapan GCG melalui sejumlah perangkat kebijakan serta kelengkapan

organ dalam struktur GCG yang dimiliki, seiring pemutakhiran yang dilaksanakan secara berkala. Di samping itu,

Perseroan senantiasa melakukan berbagai upaya sebagai wujud kontribusi mendorong kemajuan industri

pembiayaan menjadi lebih sehat, termasuk sebagai dukungan terciptanya penerapan GCG secara optimal, melalui

langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menerapkan etika bisnis secara konsisten, guna terwujudnya praktik serta iklim usaha yang sehat, efisien,
dan transparan.

2. Bersikap dan berperilaku secara baik dengan memperhatikan kepatuhan pada lingkup dunia usaha khususnya
terkait pelaksanaan ketentuan dalam peraturan/undang-undang yang berlaku.

3. Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja Perseroan, yang didasarkan pada prinsip-prinsip
GCG secara menyeluruh dan berkesinambungan.

4. Melaksanakan fungsi pemantauan dan pengawasan untuk dapat menampung informasi tentang
ketidaksesuaian hingga penyimpangan yang mungkin terjadi dalam Perseroan.

Terkait hal tersebut, terdapat sejumlah faktor yang memberi pengaruh penting dalam keberhasilan penerapan
GCG bagi Perseroan. Faktor-faktor tersebut terbagi ke dalam kategori internal dan eksternal, dengan perincian
sebagai berikut:

Faktor Internal

1. Budaya Persereoan yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen
di Perseroan.

Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan Perseroan mengacu pada penerapan prinsip dasar GCG.
Manajemen pengendalian risiko Perseroan berdasarkan pada standar GCG.

Sistem audit internal yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang akan terjadi.
Keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami perkembangan dan dinamika Perseroan.

aokrowbd

Faktor Eksternal

1. Sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
2. Dukungan pelaksanaan GCG dari Otoritas Jasa Keuangan.

3. Adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan di mana Perseroan beroperasi.

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar GCG, yang
terdiri atas keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, kesetaraan, dan kewajaran. Hal ini sesuai
dengan ketentuan yang termuat pada Pedoman Umum Good Corporate Governance oleh Komite Nasional
Kebijakan Governance (KNKG) serta Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 jo Peraturan OJK
No. 29/POJK.05/2020 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

Uraian mengenai prinsip-prinsip dasar tersebut beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:

Keterbukaan

Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan
informasi yang relevan mengenai Perseroan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di dibidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan
usaha pembiayaan yang sehat.

Akuntabilitas
kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Perseroan sehingga kinerja Perseroan dapat
berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.

Pertanggungjawaban
Kesesuaian pengelolaan Perseroan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai
etika serta standar prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

Kemandirian

keadaan Perseroan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan
pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang
sehat.
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Kewajaran
Yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul

berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik
penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan di tahun 2022

Perseroan memastikan bahwa prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik diterapkan pada aspek bisnis di
semua jajaran Perseroan, sehingga Perseroan mengambil inisiatif untuk menguraikan pedoman pelaksanaan atas
setiap prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik, antara lain :

Pedoman pelaksanaan prinsip keterbukaan, dilakukan melalui keterbukaan dalam pengambilan keputusan, dan
keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan, meliputi pengungkapan atas visi misi
Perseroan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi Direksi dan Dewan Komisaris, komposisi Pemegang
Saham, Struktur Organisasi sampai pada 1 level di bawah Direksi, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi
kondisi Perseroan.

Pedoman pelaksanaan prinsip akuntabilitas, dilakukan melalui penetapan fungsi, kegiatan, dan tugas dari organ
Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk juga komite-komite yang dimiliki Perseroan, fungsi sekretaris
perusahaan, fungsi kepatuhan, dan system pengendalian internal, system deteksi dini, serta pedoman perilaku
dan indikator kinerja Perseroan.

Pedoman pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban, dilakukan melalui kepatuhan Perseroan terhadap peraturan
perundang-undangan serta pelaksanaan tanggung jawab terhadap Pemangku Kepentingan, sehingga dapat
terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate
citizen.

Pedoman pelaksanaan kemandirian, dilakukan dengan tujuan agar masing-masing organ Perseroan tidak saling
mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain, sehingga pelaksanaannya dilakukan melalui
pelaksanaan menghindari dari terjadinya benturan kepentingan, dengan cara pelaksanaan tugas dan fungsi organ
Perseroan sesuai anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Pedoman pelaksanaan kesetaraan dan kewajaran, pada pokoknya dilakukan melalui pemberian kesempatan
kepada Pemangku Kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat, serta membuka akses
terhadap informasi sesuai prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing Pemangku Kepentingan
secara setara dan wajar. Selain itu untuk karyawan sendiri, juga diberikan kesempatan yang sama untuk diterima,
berkarir, dan melaksanakan tugas, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

Berdasarkan pedoman pokok pelaksanaan dari setiap prinsip tata Kelola perusahaan yang baik tersebut, maka
sepanjang tahun 2022, Perseroan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan implementasi tata Kelola perusahaan
yang baik, antara lain:

1. Pelaksanaan pelaporan-pelaporan sesuai yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk diantaranya laporan kepada publik melalui media massa, website bursa, maupun media lainnya
yang dapat merepresentasikan transparansi Perseroan kepada para Pemangku Kepentingan dari Perseroan;

2. Perseroan juga senantiasa melakukan pelatihan dan sosialisasi terhadap karyawan Perseroan terkait dengan
nilai-nilai Perseroan, visi, misi dan rencana Perseroan sesuai tugas dan wewenang karyawan tersebut;

3. Telah melakukan penilaian kecukupan organ Perseroan, termasuk organ-organ pendukung yang terdapat
pada Perseroan, serta keberadaan system dan dokumentasi yang memadai atas pelaksanaan tugas dan
fungsi dari organ Perseroan dan organ pendukung Perseroan tersebut;

4. Pelatihan dan sosialisasi terhadap sistem whistle blowing, pedoman prilaku, termasuk pedoman benturan
kepentingan, dilakukan secara rutin terhadap setiap karyawan baru, serta kepada pihak lain melalui berbagai
media agar pihak manapun dapat memanfaatkan sistem dan pedoman yang telah dimiliki Perseroan;

5. Memastikan bahwa kebijakan, prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Melaksanakan fungsi kepatuhan guna mengukur dan memantau pengendalian terhadap risiko kepatuhan;

7. Menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan
kompleksitas usaha serta kemampuan Perseroan;

8. Menyusun rencana bisnis berdasarkan kajian yang menyeluruh dengan memperhatikan peluang bisnis dan
kekuatan yang dimiliki Perseroan, serta mengidentifikasi SWOT yang dimiliki Perseroan;

9. Menunjuk akuntan publik/kantor akuntan publik melalui evaluasi dan rekomendasi dari komite audit, untuk
melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan;

10. Menyusun dan melaporkan laporan tata Kelola perusahaan yang baik kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
dengan parameter yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

11. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang memadai sehingga Perseroan memberikan
manfaat terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada masyarakat di sekitar Perseroan.
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b. Dewan Komisaris
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai ketentuan dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan melakukan
pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, di
samping melaksanakan pemberian nasihat kepada Direksi. Dalam menjalankan peran tersebut, Dewan Komisaris
menjalankan tugas dan tanggung jawab semata untuk kepentingan Perseroan dengan itikad baik, prinsip kehati-
hatian, tanggung jawab, sesuai Anggaran Dasar Perseroan, peraturan/undang-undang yang berlaku, serta prinsip-
prinsip tata kelola Perseroan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris secara kolektif bertugas dan bertanggung jawab
kepada pemegang saham dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan
nasihat kepada Direksi sehubungan dengan kebijakan yang akan diambil dalam kegiatan mengelola Perseroan.
Dewan Komisaris senantiasa menjalankan fungsi pengawasannya semata-mata demi menjamin kepentingan
Perseroan dengan mengedepankan prinsip itikad baik, kehati-hatian dan tanggung jawab sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Tugas Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;

2. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak;

3. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik;

4. Memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;

5. Membantu memenuhi kebutuhan Dewan Pengawas Syariah dalam menggunakan anggota komite yang
struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris; dan

6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern
Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, dan/atau pengawasan otoritas lain.

Tanggung jawab Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris Perseroan wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 3 (tiga) bulan;

2. Anggota Dewan Komisaris Perseroan wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh
lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun;

3. Hasil rapat Dewan Komisaris sebagaimana dikamsud pada poin 1, wajib dituangkan dalam risalah rapat
Dewan Komisaris dan dikokumentasikan dengan baik;

4. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib
dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat tersebut;

5. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris
berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris;

6. Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota
Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan

7. Dewan Komisaris Perseroan wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta
dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.

Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen Perseroan dalam 1 tahun terakhir
adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris melaksanakan pertemuan atau rapat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
Dalam rapat tersebut, Dewan Komisaris mendiskusikan dan membuat keputusan atau persetujuan kepada Direksi
atas tindakan korporasi tertentu. Dewan Komisaris juga melakukan pertemuan dengan Komite Audit dan Komite
Pemantau Risiko. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib hadir dalam Rapat Rutin sekurang-kurangnya 75% dari
jumlah seluruh Rapat Rutin dalam jangka waktu 1 tahun. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris
dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan dengan cara yang sesuai.

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris menyelenggarakan 6 (enam) rapat Dewan Komisaris, dimana 6 rapat
tersebut juga merupakan rapat gabungan dengan Direksi

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi
Tahun 2022

. . . Tingkat
Nama Posisi Jumlah rapat Kehadiran Kehadiran %
Suparno Djasmin** Presiden Komisaris 6 6 100
Buyung Syamsudin*** Komisaris Independen 6 6 100
Aridono Sukmanto Komisaris Independen 6 5* 100
Gidion Hasan Komisaris 6 6 100
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*) Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir dalam Rapat memberikan kuasa kepada Anggota Dewan Komisaris yang lain.

**) Bapak Suparno Djasmin tidak lagi menjabat sebagai Presiden Komisaris terhitung sejak tanggal 29 Maret 2023.

***) Berdasarkan Surat Perseroan No. 83/MER&DPH.ASF.CS/0523 tanggal 25 Mei 2023, perihal: Keterbukaan Informasi
Perseroan, surat mana ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK (“Surat Perseroan
No. 83/MER&DPH.ASF.CS/0523”), diketahui bahwa Bapak Buyung Syamsudin (Komisaris Independen) telah meninggal dunia
pada tanggal 23 Mei 2023. Sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (5) Anggaran Dasar, Perseroan diberikan jangka waktu 90 (sembilan
puluh) hari setelah terjadinya lowongan untuk menyelenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut. Berdasarkan Surat
Pernyataan Perseroan tanggal 20 Juni 2023, Perseroan berkomitmen menyelenggarakan RUPS untuk pengangkatan anggota
Dewan Komisaris mengisi jabatan lowong selaku Komisaris Independen Perseroan dan/atau menetapkan perubahan susunan
Dewan Komisaris Perseroan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak 23 Mei 2023.

Sampai dengan Prospektus ini diteribtkan, tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja yang dimiliki oleh Dewan
Komisaris setelah masa kerja berakhir.

c. Direksi
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Perseroan dalam
melaksanakan tugasnya;

2. Mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;

3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS;

2. Memastikan agar Perseroan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan debitur,
kreditur, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

3. Memastikan agar informasi mengenai Perseroan diberikan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas
Syariah secara tepat waktu dan lengkap.

Kewajiban Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

2. Menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1
(satu) tahun;

3. Menuangkan dalam risalah rapat Direksi, yang merupakan hasil rapat Direksi dan didokumentasikan dengan
baik;

4. Mencantumkan dalam risalah rapat Direksi jika terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinions) dalam
keputusan rapat Direksi. Pencantuman hal tersebut dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan
pendapat (dissenting opinions) tersebut;

5. Anggota Direksi Perseroan yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Direksi berhak menerima salinan
risalah rapat Direksi;

6. Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi
Perseroan harus dimulai dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Tanggung jawab Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Direksi Perseroan menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak
secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk
melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif;

2. Direksi wajib mengambil keputusan pembiayaan secara profesional dan mengoptimalkan nilai tambah
kekayaan Perseroan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap debitur dan kepentingan bagi
pemangku kepentingan lainnya.

Pembagian Tugas Direksi

Sementara itu, pembagian tugas masing-masing anggota Direksi sesuai bidang kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan Ruang Lingkup & Tanggung Jawab

Siswadi Presiden Direktur Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan usaha
Perseroan dan atas fungsi kepatuhan

Tan Chian Hok Direktur Bertanggung jawab atas bidang Pemasaran dan
Penjualan

Matilda Esther Rotinsulu Direktur Bertanggung jawab atas bidang Sumber Daya Manusia,
Bagian Umum dan Business Development

Mohammad Farauk Direktur Bertanggung jawab atas bidang Teknologi Informasi,
Business Development dan Syariah

Dharmawan Phie Direktur Bertanggung jawab atas bidang Keuangan, Manajemen
Risiko dan Commercial Fleet

Devy Santoso Jayadi Direktur Bertanggung jawab atas bidang Operasional, Pengelolaan

Piutang dan Retensi
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Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi Tahun 2022

Nama Posisi Jumlah rapat Kehadiran UELE: I;Oehadwan
Siswadi Presiden Direktur 12 12 100
Ezar Kumendong* Direktur 12 12 100
Tan Chian Hok Direktur 12 12 100
Matilda Esther Rotinsulu Direktur 12 12 100
Mohammad Farauk Direktur 12 12 100
Dharmawan Phie Direktur 12 12 100

*) Bapak Ezar Kumendong tidak lagi menjabat sebagai Direktur terhitung sejak tanggal 29 Maret 2023.
Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2022

Uraian pelaksanaan tugas Direksi termasuk Komisaris Independen Perseroan dalam 1 tahun terakhir adalah
sebagai berikut:

Kondisi ekonomi domestik menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif pada semester 2 tahun 2022. Hal ini
berpengaruh secara langsung terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan. Oleh karena itu, Dewan
Komisaris menilai bahwa Dewan Direksi mampu meningkatkan performa perusahaan di level yang baik dari sisi
finansial maupun operasional, dengan mengacu pada laporan keuangan Perseroan.

Dilihat dari sisi finansial, secara year-on-year (YoY) highlight pencapaian kinerja Perseroan pada tahun 2022
adalah sebagai berikut: penyaluran pembiayaan perusahaan meningkat sebesar 29% dibandingkan tahun 2021
atau sebesar Rp7,6 triliun dari Rp26,2 triliun menjadi Rp33,8 triliun di tahun 2022. Perseroan mencatat peningkatan
laba bersih sebesar 34% dari Rp1,121 triliun menjadi Rp1,500 triliun, hal ini dikontribusi dari adanya peningkatan
pada sisi pendapatan Perseroan yang meningkat sebesar 9% atau sebesar Rp479 miliar dibandingkan dengan
tahun 2021.

Dewan Komisaris telah melakukan fungsi pengawasan secara aktif dan berkala atas penerapan Tata Kelola
Perusahaan, demi menjamin tercapainya kepentingan Perseroan dan para Pemangku Kepentingan Perseroan.
Untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris telah berjalan
optimal, dengan dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi mengacu pada Pedoman Fungsi Nominasi dan Remunerasi serta Kebijakan Fungsi
Nominasi dan Remunerasi yang sesuai dengan POJK No 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Kebijakan dan prosedur penetapan remunerasi bagi Dewan
Komisaris dan Direksi Perusahaan terdiri dari beberapa tahapan yang mencakup proses evaluasi dengan
mempertimbangkan kemampuan Perusahaan dan disesuaikan dengan data survey kegiatan usaha sejenis atau
skala usaha dari Perusahaan atau tolak ukur lain yang dianggap sesuai oleh Fungsi Nominasi dan Remunerasi
Perusahaan sehingga menghasilkan rekomendasi. Rekomendasi remunerasi tersebut kemudian diteruskan untuk
dibahas dan dianalisis lalu diajukan dalam RUPS.

Penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan
dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, kondisi dan kemampuan keuangan
perusahaan dan faktor-faktor lain yang relevan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan. Penetapan penghasilan yang berupa tantiem/insentif kinerja yang bersifat variabel (merit rating)
dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja Perusahaan serta faktor-faktor lain yang relevan.

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku tentang penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris,
komponen penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi pada umumnya terdiri dari:

1. Gaji/Honorarium

2. Tunjangan

3. Fasilitas

4. Tantiem/insentif kinerja

Besaran remunerasi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.000.000.000 untuk Dewan Komisaris dan
Rp 31.000.000.000 untuk Direksi Perseroan.

Program Pelatihan Direksi
Dalam rangka meningkatkan kompentensi, Direksi Perseroan rutin mengikuti seminar-seminar yang

diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan OJK, dengan rincian sebagai
berikut:
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Seminar / Workshop APPI atau OJK Tanggal
Seminar Online Momentum Pemulihan Industri Pembiayaan 1 Maret 2022
Seminar Online Tantangan Pecepatan Transformasi Ekonomi Digital 31 Mei 2022

Sampai dengan Prospektus ini diteribtkan, tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja yang dimiliki oleh Direksi
setelah masa kerja berakhir.

d. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) berperan penting dalam hal komunikasi antara Perseroan dengan
sesama organ perusahaan, juga dalam membangun relasi yang baik antara Perseroan dengan Pemangku
Kepentingan lainnya.

Sehubungan pemenuhan Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris
Perusahaan Perseroan Atau Perusahaan Publik dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-
00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No. I-A, berdasarkan Keputusan
Sirkuler Direksi PT Astra Sedaya Finance No. 06/CIR-BOD/ASF/IV/2022 tanggal 28 April 20222, Perseroan telah
menunjuk Dharmawan Phie sebagai Sekretaris Perusahaan.

Rincian riwayat Dharmawan Phie dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha,
Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan bagian Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Alamat Sekretaris Perusahaan saat ini berada di:

Kantor Perwakilan Jakarta

Gedung ACC

JI. T.B. Simatupang No.90

Jakarta 12530

Indonesia

Telpehone: (021) 78859000

Fax: (021) 78851182

Email: corporate_secretary@acc.co.id

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35

POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:

a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku
di bidang Pasar Modal;

b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
«  Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten

atau Perusahaan Publik;

Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;

Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;

Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau

Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Program Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka meningkatkan kompentensi, Sekretaris Perusahaan Perseroan rutin mengikuti seminar-seminar
yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan OJK, dengan rincian sebagai
berikut:

Seminar / Workshop APPI atau OJK Tanggal
Seminar Online Mengelola Risiko Ditengah Ketidakpastian 27 Juli 2022
OJK Webinar "Digital Leadership Untuk Memperkuat Transformasi Digital" 28 Juli 2022
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e. Komite-Komite yang Dimiliki Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki komite-komite yang terdiri dari:

Komite Audit

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015,
berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan Dewan
Komisaris Perseroan No. 04/CIR-BOC/Komite Audit/ASF/V1/2022 Tanggal 1 Juli 2022, efektif per tanggal 8 April
2022 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024, Dewan Komisaris

Perseroan telah membentuk komite audit yang terdiri dari:

Ketua
Anggota
Anggota

: Aridono Sukmanto
: Gede Harja Wasistha

: Regina Okthory

Gede Harja Wasistha, Anggota Komite Audit
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 51 tahun.

Menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi pada bidang akuntansi di Universitas
Indonesia. Menempuh Summer Course di London School of Economics di bidang
Econometrics & Finance dan Doctoral Program di bidang keuangan pada dari
Universitas Indonesia pada tahun 2006.

Riwayat Karir Profesional

Tahun

Perusahaan dan Lokasi

2021 - 2022

2020 - sekarang

2020 — sekarang
2020 — sekarang

2020 — sekarang
2019 — sekarang

2018 — sekarang

2018 — 2021
2016 — 2020
2017 - 2018
2016 — 2018
2012 - 2017
2012 - 2016
2010

2008 — sekarang
2007 — sekarang

2007 — sekarang

1995 — sekarang

Ketua Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko

PT Astra Auto Finance

Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Ventura, dan
Administrasi Umum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia

Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko

PT Toyota Astra Financial Services

Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko

PT Astra Sedaya Finance

Anggota Komite Audit PT Astra Graphia Tbk

Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko

PT Indo Tambangraya Megah, Tbk.

Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
Asuransi Astra

Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko

PT Astra Auto Finance

Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
PT Federal International Finance

Anggota Komite Audit PT Serasi Autoraya

Anggota Komite Pemantau Risiko PT Swadharma
Bhakti Sedaya Finance

Anggota Komite Audit PT Swadharma Bhakti Sedaya
Finance

Komite Audit, PT Pertamina Hulu Energi

Komite Audit, PT. Hero Supermarket, Tbk

Lecturer of Indonesian Central Bank on Intermediate
Monetary Certification Program

Deputy Director, Master of Accounting Program, Faculty
of Economics, University of Indonesia

Konsultan dan Dosen, Pusat Pengembangan Akuntansi
(PPA), Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
Lecturer of FEUI Accounting Department Laboratories’
Chartered Financial Analyst (CFA) Course and Financial
Risk Manager (FRM) Course

Dosen Departemen Akuntansi (Accounting, Corporate
Finance, Investment, and Management Science),
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
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Regina Okthori, Anggota Komite Audit
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 62 tahun.

Menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi pada Universitas Indonesia di bidang
akuntansi tahun 1984. Meraih Chartered Account (CA Indonesia) — Desember 2014
dan Certified in Risk Governance Professional — Januari 2019.

Riwayat Karir Profesional

Tahun Perusahaan dan Lokasi

2020 - sekarang Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
PT Federal International Finance

2020 - sekarang Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
PT Astra Sedaya Finance

2020 - sekarang Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
PT Astra Auto Finance

2019 — sekarang Anggota Komite Pemantau Risiko PT Astra Multi
Finance

2018 — sekarang Komisaris PT Asuransi Astra

2017 — sekarang Anggota Komite Audit PT Astra Multi Finance

2015 — sekarang Komisaris PT Graha Sejahtera Primatama

2017 - 2019 Treasurer Yayasan Dharma Bhakti Astra
Treasurer Yayasan Pendidikan Astra-Michael D.
Ruslim

2015 -2018 Anggota Komite Audit PT Astra Honda Motor Tbk.

2013 -2018 Treasurer Yayasan Astra Bina limu

2013 -2017 Direktur Menara Astra

2012 -2013 Presiden Direktur PT Suryaraya Prawira

2011 -2017 Chief Corporate Finance & Accounting PT Astra
International Tbk.

2006 — 2017 Presiden Direktur PT Arya Kharisma

1998 — 2003 Finance & Accounting Operation Division Head, PT
Astra Otoparts Tbk

1986 — 1998 Kepala Biro Akuntansi, Panin Bank

1983 — 1986 Senior Accountant, KAP Drs Hans Kartikahadi &
Rekan

Rincian riwayat Airdono Sukmanto dapat dilihat pada Bab VIIl Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha,
Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan Subbab A Keterangan Tentang Perseroan nomor 10 tentang
Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Perincian tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

a.

Bidang Pelaporan Keuangan

Tanggung jawab Komite Audit di bidang ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat
manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya (Kredibel dan Objektif) tentang kondisi keuangan,
hasil usaha rencana dan komitmen jangka panjang. Lingkup tugasnya meliputi:

1.
2.

3.

Menilai kebijakan akuntansi dan keputusan-keputusan yang dibuat terkait dengan keuangan.

Melakukan pengawasan proses pembuatan laporan keuangan dengan penekanan pada kepatuhan
terhadap kebijakan, standar dan sistem akuntansi yang berlaku.

Melakukan tinjauan dan penilaian atas laporan-laporan keuangan dan laporan hasil-hasil usaha secara
berkala.

Bidang Tata Kelola Perusahaan

Tanggung jawab Komite Audit di bidang ini adalah untuk memastikan bahwa Perseroan telah dijalankan
sesuai dengan Undang-undang, peraturan dan norma standar prosedur dan manual (SOP) yang berlaku,
beretika dan melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan.

1.

2.

3.

Memantau dan menilai kepatuhan terhadap Undang-undang, peraturan dan SOP, etika, benturan
kepentingan dan penyidikan terhadap perbuatan yang merugikan perusahaan.

Memantau dan menelaah pengaduan serta penyelesaian sengketa yang menyangkut corporate
governance dan perusahaan menjadi salah satu pihak terkait di dalamnya.

Memeriksa kasus-kasus penting yang berhubungan dengan benturan kepentingan, perbuatan yang
merugikan perusahaan dan kecurangan.

Meminta agar auditor internal melaporkan secara tetulis terhadap praktek corporate governance dan
melaporkan bila terdapat penyimpangan.
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Bidang Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan

Tanggung jawab Komite Audit di bidang ini termasuk didalamnya memahami masalah dan hal-hal yang

berpotensi serta mengandung risiko dalam persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas pokok,

sistem pengendalian dan pemantauan proses pengawasan dan pelaksanaan tugas perusahaan. Lingkup

tugasnya meliputi:

. Melakukan oversight terhadap independensi cangkupan perencanaan dan kualitas temuan internal dan

eksternal auditor.

Meyakini kompetensi dan integritas auditor eksternal.

Memeriksa dan menilai kecukupan serta efektivitas pengawasan.

Memeriksa dan menilai kecukupan serta efektivitas sarana dan prasarana kerja pengawasan

pengendalian.

5. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen dan
pelaksanaannya.

4. Memberikan rekomendasi akan penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal maupun auditor Internal

5. Melakukan pengawasan audit eksternal dan melakukan penilaian terhadap kualitas jasa audit yang
dilakukan dan kepantasan fees yang dibebankan.

6. Memantau dan menilai kinerja serta audit eksternal maupun internal.

7. Melakukan tinjauan atas laporan auditor eksternal maupun internal, dan hasil pengawasan OJK.

Pon

Sesuai Piagam Komite Audit, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Audit wajib mengadakan rapat
paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Selama tahun 2022, Komite Audit telah mengadakan rapat
sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut:

Nama Posisi Jumlah rapat Kehadiran [t I;oehadlran
Buyung Syamsudin Ketua Komite Audit 2 2 100
(Menjabat hingga Maret 2022)
Ketua Komite Audit
Aridono Sukmanto (Menjabat Efektif sejak April 2022) 4 4 100
Gede Harja Wasistha Anggota Komite Audit 6 6 100
Regina Okthory Anggota Komite Audit 6 6 100

Audit Internal

Dalam menjalankan fungsi Audit Internal, Perseroan telah mengesahkan Piagam Audit Internal pada tanggal
12 Februari 2019 sebagai pedoman kerja yang mengatur segala tugas, tanggung jawab, serta wewenang dari
Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Audit Internal

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal adalah sebagai berikut:

1.

2.

SVoNOo

Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan, dimana rencana audit tersebut harus sejalan
dengan strategi, tujuan, dan risiko dari Perseroan;

Memastikan bahwa sumber daya Audit Internal telah sesuai, cukup, dan dapat digunakan secara efektif untuk
melaksanakan rencana Audit Internal tahunan. Sumber daya Audit Internal dalam hal ini dapat mencakup
karyawan, penyedia layanan dari luar, anggaran keuangan (budget), dan/ atau teknologi.

Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan
kebijakan Perseroan;

Melakukan pemeriksaan dan penilaian berbasis risiko atas efisiensi dan efektivitas di bidang operasional,
keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya yang dapat
mempengaruhi nilai Perseroan;

Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat
manajemen,;

Membuat laporan hasil audit untuk setiap kegiatan audit yang telah selesai dilaksanakan;

Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
Bekerja sama dan mengadakan rapat berkala dengan Komite Audit Perseroan;

Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;

. Melakukan tugas-tugas khusus yang diminta oleh CEO dan BOC selama tidak bertentangan dengan

independensi dan objetivitas sebagai Audit Internal.

Kewenangan dari Satuan Kerja Audit Internal adalah sebagai berikut:

1.
2.

3.

Mengakses seluruh data dan informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
Memiliki akses langsung untuk berkomunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta
anggota individu dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;

Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
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4. Berkoordinasi dengan Grup Audit Internal Astra International, dan Auditor Eksternal terkait kegiatan audit yang
dilaksanakan di Perseroan.

Struktur dan Profil Keanggotaan Audit Internal

Dengan berpedoman pada Piagam Audit Internal, unit Audit Internal selalu berupaya mencari cara terbaik dalam
bekerja sama dengan manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan pengelolaan sistem pengendalian
telah sejalan dengan tujuan Perseroan melalui berbagai upaya peningkatan kelayakan dan efektivitas sistem
pengendalian internal dan pengelolaan risiko. Unit Audit Internal Perseroan dipimpin oleh seorang Kepala Unit
Audit Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris. Direktur
Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris jika
kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal sebagaimana diatur dalam Piagam
Audit Internal. Secara struktural, Unit Audit Internal Perseroan bertanggung jawab langsung kepada Presiden
Direktur. Dalam pelaksanaannya, Auditor Internal dilarang merangkap tugas dan jabatan terkait pelaksanaan
kegiatan operasional baik di Perseroan maupun anak perusahaan. Komposisi keanggotaan Unit Audit Internal
Perseroan terdiri dari 1 (satu) ketua dan 17 (tujuh belas) anggota. Profil ringkas Ketua Unit Audit Internal Perseroan
per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Ronggur Cahyadi Pratikto Saragih, Ketua Unit Audit Internal
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 40 tahun.

h Meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2007 dan
e Sarjana Sains dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005.

Riwayat Karir Profesional
\ Tahun Perusahaan dan Lokasi
2018 — sekarang  Kepala Audit Internal PT Astra Sedaya Finance

2015 - 2017 Kepala Wilayah Operasional Jawa Tengah di PT Astra Regional
Manager Operation PT Astra Sedaya Finance

2011 - 2014 Kepala Departemen Manajemen Risiko — PT Astra Sedaya
Finance

2007 — 2011 Analis Manajemen Risiko PT Astra Sedaya Finance

Kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh SKAI antara lain mencakup audit fungsi operasional, keuangan dan
akuntansi, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, serta audit manajemen risiko. Adapun
pelaksanaan audit di tahun 2022 telah sesuai dengan rencana dan terealisasi seluruhnya (100%) yakni sebanyak
97 (Sembilan puluh tujuh) objek pemeriksaan.

Komite Pemantau Risiko

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan POJK 29/POJK.05/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris
sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan No. 05/CIR-BOC/Komite
Pemantau Risiko/ASF/VI/2022 Tanggal 1 Juli 2022, efektif per tanggal 8 April 2022 sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite
Pemantau Risiko yang terdiri dari:

Ketua : Buyung Syamsudin
Anggota : Gede Harja Wasistha
Anggota : Regina Okthory

Berdasarkan Surat Perseroan No. 83/MER&DPH.ASF.CS/0523 tanggal 25 Mei 2023 juncto Surat Pernyataan
Perseroan tanggal 20 Juni 2023, diketahui bahwa Bapak Buyung Syamsudin (Komisaris Independen) telah
meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2023. Selanjutnya, Perseroan berkomitmen menyesuaikan susunan Komite
Pemantau Risiko setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.

Rincian riwayat Buyung Syamsudin dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha,
Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan Subbab A Keterangan Tentang Perseroan nomor 10 tentang
Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dan untuk rincian Riwayat Gede Harja Wasistha serta Regina Okthory
dapat dilihat pada pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan dan
Prospek Usaha Perseroan Subbab A Keterangan Tentang Perseroan nomor 11 tentang Tata Kelola Perusahaan.

Struktur dan organisasi Perseroan telah disesuaikan dengan POJK No: 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan

Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan SEOJK No: 14/SEOJK.03/2015 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
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Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Tugas Pokok Komite Pemantau Risiko adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung
jawab pengawasan atas metodologi dan proses manajemen risiko terhadap peraturan perundangundangan yang
berlaku serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Secara terperinci, tugas Komite Pemantau Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kajian atas usulan Direksi mengenai kebijakan dan sistem manajemen risiko Perseroan.

2. Melakukan evaluasi rancangan perencanaan keuangan yang disusun oleh Direksi baik yang tercantum dalam
rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan maupun evaluasi setiap proyek dan program kegiatan
yang diusulkan.

3. Melakukan evaluasi atas kemampuan leverage setiap proyek yang dijalankan dengan peningkatan kinerja
saham dan keuangan Perseroan.

4. Melakukan kajian atas efektifitas struktur organisasi manajemen Komite Pemantau Risiko di Perseroan.

5. Melakukan evaluasi dan analisis triwulanan atas risiko yang mungkin akan mempengaruhi analisis proyek
yang diajukan Direksi sebagai bentuk pelaksanaan early warning system.

6. Bersama-sama Komite Audit melakukan kajian atas proses identifikasi risiko dan pelaksanaan manajemen
risiko yang dilakukan oleh manajemen.

7. Melakukan pengawasan proses pelaksanaan manajemen risiko dan pengendaliannya.

8. Meyakinkan bahwa manajemen telah melaksanakan pengendalian risiko sesuai dengan SOP yang ada
maupun rekomendasi dari para auditor.

Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

1.  Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat secara berkala dengan manajemen.

2. Komite Pemantau Risiko wajib melaporkan segera hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada Dewan
Komisaris.

3. Komite Pemantau Risiko wajib menyampaikan Laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai pokok-
pokok hasil kerja berdasarkan penugasan Dewan Komisaris. Laporan berkala ini disampaikan sesuai
ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

4. Komite Pemantau Risiko wajib menyampaikan Laporan khusus yang berisi ikhtisar analisis yang diperkirakan
dapat mengganggu kegiatan Perseroan. Laporan ini setelah ditandatangani oleh Ketua dan salah seorang
anggota Komite Pemantau Risiko lainnya wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya
10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal analisis diketahui.

5. Berkaitan dengan tanggung jawab pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris
memberikan wewenang kepada Komite Pemantau Risiko untuk memperoleh informasi, dokumen, dan data
terkait dari pihak internal maupun eksternal Astra Credit Company yang di peroleh dalam rangka pelaksanaan
tugas Komite Pemantau Risiko.

6. Para anggota Komite Pemantau Risiko diharuskan memiliki komitmen dalam melaksanakan tugasnya serta
menjamin kerahasiaan informasi dan data tentang Perseroan yang diterima atau diketahui terhadap
pihakpihak yang tidak berkaitan dengan tugasnya.

7. Semua biaya yang dikeluarkan oleh Komite Pemantau Risiko untuk melaksanakan tugasnya menjadi beban
Perseroan.

8. Anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan anggota Dewan Komisaris Perseroan, diberikan honorarium
atas beban Perseroan. Besar honorarium ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

9. Masa kerja anggota Komite Pemantau Risiko berlangsung selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal
ditetapkannya keputusan pengangkatan dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk dapat
memberhentikannya sewaktu- waktu.

Sesuai Piagam Komite Pemantau Risiko, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Pemantau Risiko
wajib mengadakan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Selama tahun 2022, Komite Pemantau
Risiko menyelenggarakan 4 (empat) rapat, dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

Nama Posisi Jumlah rapat Kehadiran [ I;oehadwan
Buyung Syamsudin Ketua Komite Pemantau Risiko 4 4 100
Gede Harja Wasistha Anggota Komite Pemantau Risiko 4 4 100
Regina Okthory Anggota Komite Pemantau Risiko 4 4 100

Komite Nominasi Dan Remunerasi

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 berdasarkan surat persetujuan
Dewan Komisaris Nomor 06/CIR-BOC/KNR/ASF/VI1/2022 tanggal 1 Juli 2022 telah membentuk Komite Nominasi
dan Remunerasi Perseroan guna memenuhi ketentuan POJK Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Tata Kelola
Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dengan susunan sebagai berikut:
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Ketua
Anggota
Anggota

Buyung Syamsudin
Suparno Djasmin
Katarina Wulandari

Masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut di atas terhitung sejak tanggal 2022 sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Perseroan No. 83/MER&DPH.ASF.CS/0523 tanggal 25 Mei 2023 juncto Surat Pernyataan
Perseroan tanggal 20 Juni 2023, diketahui bahwa Bapak Buyung Syamsudin (Komisaris Independen) telah
meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2023. Selanjutnya, Perseroan berkomitmen menyesuaikan susunan Komite

Nominasi dan Remunerasi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.

Riwayat Karir Profesional

Suparno Djasmin, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 61 tahun.

Menempuh pendidikan sarjana teknologi pangan di Institut Pertanian Bogor tahun
1986. Memperoleh gelar Sertifikasi Dasar Pembiayaan Komisaris dari PT Sertifikasi
Profesi Pembiayaan Indonesia pada tanggal 27 Juli 2016 yang berlaku hingga saat
ini yang selanjutnya akan diperpanjang melalui seminar Refreshment tahunan.

Tahun

Perusahaan dan Lokasi

November 2022 —
sekarang

April 2021 — sekarang
Maret 2021 — sekarang
November 2021 —
sekarang

Juli 2020 — sekarang

April 2020 — sekarang
2020 - 2022

April 2019 — sekarang
April 2017 — Maret 2023
April 2017 — sekarang
2017 — 2020

2017 — 2020
September 2016 —
sekarang

September 2016 —
sekarang

2016 — 2021

April 2016 — sekarang

Maret 2016 — sekarang
Maret 2016 — sekarang
Februari 2016 —

sekarang
2016 — 2017
2016 — 2017
2016 — 2017
2015 -2016
April 2014 — sekarang
2014 - 2017
2014 — 2016
2014 — 2015
2014 — 2015
2014 — 2015
2013 - 2016
2013 - 2015
2013 -2014
2010 - 2013
2007 - 2013
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Presiden Komisaris PT Bank Jasa Jakarta
Presiden Komisaris PT Astra Auto Digital
Presiden Komisaris PT Astra Integrasi Digital

Presiden Komisaris PT Asuransi Jiwa Astra
Komisaris PT Astra Honda Motor

Wakil Presiden Komisaris PT Toyota Astra Financial
Services

Presiden Komisaris PT Serasi Autoraya

Presiden Komisaris PT Matra Graha Sarana
Presiden Komisaris PT Astra Sedaya Finance
Presiden Komisaris PT Asuransi Astra Buana
Presiden Komisaris PT Astra Mitra Ventura

Wakil Presiden Komisaris PT Bank Permata Tbk

Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Astra Dua

Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Astra Satu
Wakil Presiden Komisaris PT Astra Aviva Life
Presiden Direktur PT Sedaya Multi Investama
Presiden Komisaris PT Federal International
Finance

Presiden Komisaris PT Garda Era Sedaya

Presiden Komisaris PT Sedaya Pratama
Komisaris PT Astra Mitra Ventura

Wakil Presiden Komisaris PT Astra Sedaya Finance
Komisaris PT Asuransi Astra Buana

Komisaris PT Menara Astra

Direktur PT Astra International Tbk

Komisaris PT Serasi Autoraya

Direktur PT Toyofuji Serasi Indonesia

Komisaris PT Toyota Astra Financial Services
Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia
Wakil Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor
Komisaris PT Astra Sedaya Finance

Chief Executive Officer PT Astra International Tbk
Deputy Director in Charge Toyota Sales Operation
and Astra World Sales Operation PT Astra
International Tbk

Deputy Director in Charge Astra Motor Il (Non-
Toyota) — Sales Operation PT Astra International
Tbk

Chief Executive Officer PT Astra International Tbk



2007 — 2008 Marketing Director PT Astra Daihatsu Motor

2001 — 2007 Chief Executive Officer PT Astra International Tbk

1992 — 2001 Director of Sales & Marketing PT Astra CMG Life
Marketing Research & Development Manager

1990 - 1992 PT Astra Sedaya Finance

1987 — 1990 Corp. HR Division Staff PT Astra International Tbk

Katarina Wulandari, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 41 tahun.

Menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi pada Universitas Katolik Parahyangan
di bidang Ekonomi tahun 2006.

Riwayat Karir Profesional

Tahun Perusahaan dan Lokasi
April 2022 — sekarang Human Capital Division Head PT Astra Sedaya
Finance

Mei 2019 — April 2022 Talent & Performance Management Head PT Astra
Auto Finance

Mei 2015 — Mei 2019 Organization Development Management Head
PT Astra Sedaya Finance

Januari 2014 — Mei Recruitment Management Head PT Astra Sedaya
2015 Finance

April 2013 — Januari Employment, People Development & Industrial
2014 Relation Head PT Astra Sedaya Finance

Januari 2013 — April Employment & People Development Head PT Astra
2013 Sedaya Finance

Mei 2011 — Januari Compensation Benefit & Industrial Relation Section
2013 Head PT Astra Sedaya Finance

Desember 2006 — Mei Compensation & Benefit Section Head PT Astra
2011 Sedaya Finance

Juni 2006 — Desember Management Trainee

2006

Rincian riwayat Buyung Syamsudin dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha,
Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan bagian Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Subbab A
Keterangan Tentang Perseroan nomor 10 tentang Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam melaksanakan kinerjanya, Komite Nominasi dan Remunerasi, berpedoman penuh pada Pedoman Komite
Nominasi dan Remunerasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 1 Desember
2020, dan Kebijakan Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal
1 Desember 2020.

Fungsi nominasi dan remunerasi yang dijalankan oleh Komite merupakan fungsi pendukung bagi Dewan Komisaris
Perseroan, dengan perincian sebagai berikut:

Fungsi Nominasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

*  Memberikan rekomendasi kepada dan/atau membantu Dewan Komisaris mengenai:
(a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
(b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi anggota Direksi dan anggota Dewan

Komisaris;

(c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
(d) Program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

*  Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan; dan

*  Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

Fungsi Remunerasi

*  Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
(a) Struktur remunerasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
(b) Kebijakan atas remunerasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
(c) Besaran atas remunerasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
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«  Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima
masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

Sesuai Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi
dan Remunerasi wajib mengadakan rapat paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau 1 (satu) kali per 4
(empat) bulan dalam 1 (satu) tahun. Selama tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan
rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan tingkat kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi rata-rata sekitar
100%.

Nama Posisi Jumlah Kehadiran Tingkat t(ehadiran
rapat %o
Buyung Syamsudin  Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi 3 3 100
Suparno Djasmin Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi 3 3 100
Katarina Wulandari ~ Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi 3 3 100

f. Upaya Dalam Mengelola Risiko

Perseroan menghadapi sejumlah risiko yang harus dikelola dengan baik, yang telah diuraikan dalam bab VI. Faktor
Risiko prospektus mengenai Faktor Risiko. Perseroan memahami bahwa potensi-potensi risiko dimungkinkan
muncul melalui faktor-faktor yang tidak teridentifikasi sebelumnya. Perseroan melaksanakan pengelolaan risiko
secara terintegrasi, komprehensif, serta berkesinambungan untuk mewujudkan kegiatan operasional yang lebih
sehat, berkelanjutan, dan mampu menghasilkan perolehan keuntungan secara optimal.

Perseroan membentuk komite manajemen risiko yang mengawasi proses berjalannya pengelolaan risiko, memberi
pertimbangan dalam pengambilan keputusan berdasarkan sudut pandang risiko dan memastikan koordinasi
seluruh aktivitas terkait manajemen risiko yang dilakukan di seluruh unit kerja berjalan dengan baik di Perseroan.
Dengan demikian pemangku berkepentingan dapat memperhitungkan risiko-risiko yang relevan apabila
melakukan transaksi bisnis dengan Perseroan.

Secara garis besar, manajemen Risiko di Perseroan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan menerapkan identifikasi risiko dengan seksama, baik risiko yang berada di bawah kendali
Perseroan maupun risiko yang berada di luar kendali Perseroan;

2. Perseroan menerapkan penanganan terhadap berbagai risiko berdasarkan hasil pengukuran tingkat risiko dan
skala prioritas serta sumber daya yang dimiliki;

3. Perseroan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penilaian dan penanganan risiko secara
berkesinambungan serta pelaporan profil risiko Perseroan kepada pihak internal dan pihak eksternal/regulator.

Dalam perjalanannya, Perseroan senantiasa menghadapi perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang
sangat pesat sehingga menimbulkan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan.
Melalui manajemen risiko, Perseroan berusaha meminimalkan terjadinya ancaman dan memaksimalkan peluang
yang ada. Penerapan manajemen risiko di Perseroan mengacu pada berbagai pedoman dan kebijakan
manajemen risiko yang juga berlaku di industri. Sebagai dasar penerapan manajemen risiko yang berlaku di skala
internasional, infrastruktur manajemen risiko Perseroan berdasarkan ISO 31000:2009 dapat dilihat melalui skema
berikut:

Manajemen risiko adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses manajemen untuk mengidentifikasi potensi-
potensi risiko yang dihadapi Perseroan beserta langkah-langkah mitigasi untuk mengeliminasi dampak dari risiko.
Perseroan berkomitmen untuk mengelola risiko secara konsisten dan berkesinambungan. Elemen langkah-
langkah dalam manajemen risiko meliputi:
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. Penetapan tujuan

Menetapkan strategi, kebijakan organisasi dan ruang lingkup manajemen risiko yang akan dilakukan mencakup
identifikasi tujuan dari proyek yang akan dilakukan, penentuan waktu dan tempat pelaksanaan proyek,
penentuan wilayah tanggung jawab setiap unit, koordinasi antara satu proyek dengan yang lainnya.

Identifikasi risiko

Mengidentifikasi apa dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko untuk analisis lebih
lanjut.

Analisis risiko
Menentukan kemungkinan dan konsekuensi yang akan terjadi.

Evaluasi risiko

Membandingkan tingkat risiko yang ada dengan kriteria standar. Tingkatan risiko yang ada untuk beberapa
bahaya (hazards) dibuat tingkatan prioritas risiko.

Pengendalian risiko

Menyiapkan dan melaksanakan rencana penanggulangan risiko serta melakukan penurunan derajat
kemungkinan dan konsekuensi yang ada dengan menggunakan metode transfer/mitigasi risiko.

Monitor dan Review

Monitor dan Review terhadap hasil sistem manajemen risiko yang dilakukan serta mengidentifikasi
perubahanperubahan yang perlu dilakukan;

Komunikasi dan konsultasi

Komunikasi dan konsultasi dengan pengambil keputusan internal dan eksternal Perseroan untuk tindak lanjut
dari hasil manajemen risiko yang dilakukan. Manajemen risiko Perseroan diterapkan di level strategis dan level
operasional. Manajemen risiko juga diterapkan pada proyek yang spesifik, untuk membantu proses
pengambilan keputusan.

Komitmen Perusahaan dalam mengelola risiko secara efektif dengan menerapkan metode Three Lines of Defense
(3LD):

Broad of Commmsionues, Sheris Supernisory Broad
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fAroad of Director, Executive Management

™ Line af Defends o U of Defents line of Befenis
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Komponen-komponen dari Three Lines of Defense meliputi sejumlah hal sebagai berikut:

1.

1st Line of Defense (Jenjang Pertahanan Pertama)

Merupakan function that own and manage risks, yaitu fungsi atau unit bisnis merupakan pemilik risiko (risk

taking function) yang bertanggung jawab:

a. Menerapkan pengendalian internal dan Pengelolaan risiko yang efektif meliputi identifikasi, kontrol, dan
memitigasi risiko di unit kerja dalam pekerjaan seharihari serta mempertimbangkan faktor risiko dalam
keputusan dan tindakan yang dilakukan.

b. Melakukan corrective actions untuk memperbaiki kelemahan / kekurangan dalam proses dan control
dalam memitigasi risiko.

2nd Line of Defense (Jenjang Pertahanan Kedua)

Merupakan function that oversee risks, yaitu pengawas risiko yang dilaksanakan oleh fungsi-fungsi berikut ini:

a. Fungsi Manajemen Risiko memantau implementasi manajemen risiko Perusahaan (penerapan risiko
pada 17st Line of Defense), melaporkan risiko-risiko Perusahaan secara keseluruhan, dan memfasilitasi
(membimbing) RCO dalam menentukan penanganan risiko yang efektif.
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b. Fungsi Compliance, Legal, Fraud, Management Control System / MCS bertanggung jawab untuk
memonitor isu seperti kesehatan dan keamanan perusahaan, supply chain, environment, dan quality
monitoring.

c. Fungsi Controllership (Finance, Planning & Analysis/ FP&A, Accounting, Treasury, Finance) memonitor
financial risk dan isu financial reporting.

3. 3rd Line of Defense (Jenjang Pertahanan Ketiga)
Merupakan function that provide independent assurance, yaitu fungsi pengendalian internal yang
dilaksanakan oleh fungsi Audit Internal yang bertanggungjawab:
a. Mengevaluasi dan memastikan keefektifan manajemen risiko dan internal controls Perusahaan secara
keseluruhan.
b. Memastikan 7st Line of Defense dan 2nd Line of Defense berhasil mencapai sasaran manajemen risiko
dan melaksanakan tugasnya dengan efektif.

Di samping itu, Direksi (Board of Director), Dewan Komisaris (Board of Commissioner) dan Dewan Pengawas

Syariah (Sharia Supervisory Board) melakukan pengawasan aktif dan memastikan efektifitas penerapan
manajemen risiko di Perseroan.
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g. Struktur Organisasi Perseroan

Diagram di bawah ini menunjukkan struktur organisasi Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:

ViviElTwra

Keterangan:

ArifantoSeandce
J CanlusS=tjo

o
1 Enestesia Pusps

Eddy Eanin

*)Bapak Devy Santoso Jayadi telah diangkat menjadi Direktur Perseroan menggantikan Bapak Ezar Kumendong yang telah mengundurkan diri, sebagai Direktur Perseroan, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 29 Maret 2023 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 66/2023.
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12. SUMBER DAYA MANUSIA

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pendayagunaan SDM di dalam organisasi, yang dilakukan
melalui fungsi perencanaan, rekrutmen, seleksi, pengembangan kompetensi, perencanaan dan pengembangan
karier, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, hubungan industrial dan/atau perawatan pekerja. Pada tahun
2022, strategi dan pengelolaan SDM Perseroan diselaraskan dengan kebutuhan bisnis. Selain itu, Perseroan juga
terus melakukan pembenahan sistem dalam bidang penataan organisasi dan jabatan, system imbalan, sistem
penilaian kinerja dan sistem pelatihan dan pengembangan.

Komposisi Jumlah Pegawai
Hingga akhir 2022, total karyawan Perseroan tercatat sebanyak 4.019 karyawan atau menunjukkan peningkatan
sebesar 2,3% dari tahun sebelumnya. Berikut perbandingan komposisi karyawan Perseroan dalam kurun 2 (dua)

tahun terakhir:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian 2022 2021

Pekerja Tetap 2.914 3.025
Pekerja Kontrak 1.105 901
Jumlah Pegawai 4.019 3.926

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Kelompok Jabatan

Kelompok Jabatan 2022 2021

Non-Manajerial (Golongan | — 111) 2.424 2.554
Manajerial (Golongan IV — VII) 490 471
Jumlah Pegawai 2.914 3.025

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan 2022 2021

SD/SLTP 9 9
SMU 583 641
Diploma (D3) 441 466
Sarjana (S1) 1.862 1.890
Pasca Sarjana (S2) 19 19
Jumlah Pegawai 2.914 3.025

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Usia 2022 2021

18 — 30 tahun 1.058 1.185
31— 40 tahun 1.360 1.363
41 - 50 tahun 373 349
>50 tahun 123 128
Jumlah Pegawai 2.914 3.025

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas Utama 2022 2021

Pemasaran 801 861
Operasional 710 676
Penagihan 1.169 1.227
HR & GA 69 81
Keuangan dan Akuntansi 47 52
Manajemen Risiko 9 13
Audit Internal 6 13
Legal 7 12
Teknologi Informasi 61 58
Satuan kerja lain 35 32
Jumlah Pegawai 2.914 3.025
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Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Lokasi

Lokasi 2022 2021

DKI Jakarta 1.167 1.211
Jateng 225 216
Jabar 281 329
Jatim 331 357
Sumatera Selatan 227 215
Sumatera Utara 263 300
Kalimantan 176 165
Sulawesi — Papua 244 232
Jumlah Pegawai 2.914 3.025

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menyatakan:

e Tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

e Tidak ada karyawan Perseroan yang memiliki keahlian khusus yang berdampak signifikan bagi operasional
Perseroan.

e Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan
termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Pendidikan dan Pelatihan

SDM Perseroan telah selaras dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, pertumbuhan usaha dan
pengembangan organisasi, Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas karyawan
melalui pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan karyawan yang berkesinambungan.

Selama tahun 2022, Perseroan telah mengikutsertakan 11.189 karyawan dalam program pelatihan dan
pengembangan. Adapun rincian jumlah peserta pelatihan selama 5 (lima) tahun terakhir diuraikan sebagai berikut:

Tahun Jumlah Peserta (orang)
2022 11.189
2021 9.854
2020 5.770
2019 4.586
2018 8.627

Biaya Pendidikan dan Pelatihan

Biaya pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan Perseroan sepanjang tahun 2022 adalah sebesar
Rp20,69 miliar meningkat 113,5% dari total biaya yang digunakan pada tahun 2021 sebesar Rp9,69 miliar atau
sebesar 3,5% dari biaya karyawan dan pengurus sumber daya manusia Perseroan. Persentase tersebut telah
memenuhi POJK No. 28/ POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 yang mengatur tentang ketentuan biaya
pengembangan tenaga kerja yang mensyaratkan bahwa Perseroan merealisasikan 2,5% dari biaya pegawai dan
pengurus sumber daya manusia Perseroan untuk pengembangan dan pelatihan pegawai.

Peningkatan biaya pelatihan Perseroan terjadi akibat peningkatan jumlah peserta pelatihan, seiring dengan
kebijakan Perseroan untuk meningkatkan keahlian dan pengembangan karyawan Perseroan. Perseroan telah
merancang program pengembangan kompetensi karyawan secara terstruktur, sistematis dan komprehensif agar
mampu menjawab kebutuhan kompetensi karyawan baik dari aspek teknis maupun kepemimpinan. Secara
keseluruhan program pengembangan karyawan Perseroan dilakukan melalui dua cara, yaitu:

Pengembangan Kompetensi Fungsional

Perseroan menjalankan serangkaian program pengembangan yang ditujukan bagi semua karyawan di setiap level
organisasi, yang telah dipersiapkan sejak proses penerimaan karyawan. Program pengembangan tersebut dimulai
dari New Employee Orientation Program (NEOP) bagi seluruh karyawan, yang terlaksana baik secara self-learning
berbasis maya (e-Learning) atau pun tatap muka (in class). Selanjutnya, Perusahaan memberikan program
pengembangan yang disesuaikan dengan fungsi pekerjaan, antara lain AR Basic Training (ARBT) Sales Basic
Training (SBT), Service Basic Training (SvBT) dan Underwriting Basic Training (UBT) untuk level staf. Perusahaan
juga mengadakan aktivitas pelatihan sesuai dengan rencana pengembangan berdasarkan hasil kebutuhan
dimasing-masing karyawan baik berdasarkan Astra Leadership Competencies (ALC) maupun kompetensi teknis
seperti Refreshment Training dan Public Training.
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Pengembangan Kompetensi Kepimimpinan

Perseroan memiliki program mengembangan kepemimpinan yaitu Leadership Development Program (LDP), yang
dilaksanakan sebagai proses kaderisasi dalam mencetak pemimpin andal bagi masa depan Perusahaan. Program
LPD dilaksanakan melalui sejumlah metode pengembangan kompetensi, di antaranya: In Class, Tandem,
Coaching & Counseling, On Job Training, serta Acting Head.

Lebih lanjut, LPD dilaksanakan kepada kader-kader pemimpin baik yang berasal dari internal maupun eksternal
Perusahaan. Sejumlah program pengembangan internal Perusahaan antara lain Enhancement Managerial,
Enhancement Reguler dan ACC Firstine Management Program (AFLMP), sementara program-program
pengembangan bagi kader pimpinan yang berasal dari eksternal Perseroan dilaksanakan melalui
penyelenggaraan ACC Management Trainee Program (AMTP) dan Junior Leader Development Program (JLDP).

Program Sertifikasi

Di samping keikutsertaan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, Perseroan memfasilitasi karyawan untuk
mengikuti program sertifikasi sesuai kompetensi dan bidang kerja masing-masing. Perseroan meyakini bahwa
keikutsertaan karyawan dalam program sertifikasi merupakan sesuatu yang penting dalam keseluruhan upaya
pengelolaan dan pengembangan SDM yang dimiliki. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan kesesuaian
pengelolaan SDM yang dijalankan Perusahaan dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018
tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Selama tahun 2022, Perusahaan telah mengikutsertakan sejumlah 425 karyawan dalam program sertifikasi.
Program-program sertifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

e Asosiasi Perusahaan Pembiayaan — APPI

Pendidikan Sertifikasi Auditor Hukum

Profesi Penagihan Pembiayaan — SPPI

Chartered Accountant (CA)

CPSAK

Manajemen Resiko

Kesejahteraan Karyawan

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan, Perseroan telah menyesuaikan gaji karyawan sesuai
dengan Upah Minimum Kota (UMK) pada masing - masing kantor cabang. Selain itu, Perseroan juga menyediakan
berbagai tunjangan, fasilitas dan sarana fisik lainnya, seperti:

e Tunjangan makan dan transportasi;

Fasilitas kesehatan berupa pengobatan dan perawatan

rumah sakit bagi karyawan serta anggota keluarga;

Program jaminan sosial tenaga kerja (BPJS) bagi seluruh karyawan;

Program Jaminan Kesehatan (BPJS) bagi seluruh karyawan;

Dana Pensiun;

Koperasi Karyawan,;

Fasilitas perumahan bagi karyawan yang ditempatkan di luar kota asal;

Fasilitas kepemilikan kendaraan bermotor;

Fasilitas asuransi jiwa;

Fasilitas olahraga;

Tempat beribadah.

Serikat Karyawan

Karyawan Perseroan memiliki organisasi yang bernama lkatan Karyawan ACC (IKAR-ACC), yang telah
mendapatkan pengesahan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.KEP.54/M/ BW/2001 tanggal
19 Februari 2001, di mana berdasarkan surat keputusan tersebut IKAR-ACC telah terdaftar pada Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pusat dengan No. Pendaftaran 235/IKARACC/DFT/BW/11/2001.

Fungsi IKAR — ACC antara lain:

e Memberi perlindungan atau pembelaan terhadap hak dan kepentingan anggota;

Sebagai forum untuk menampung dan menyalurkan aspirasi anggota secara demokratis;
Sebagai forum untuk informasi pengembangan karyawan dan organisasi;

Menjaga ketertiban Perseroan;

Menjalankan kegiatan untuk minat & bakat karyawan seperti olahraga dan seni.

92



Isu-Isu dan Risiko di Bidang Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja

Isu-isu utama di bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja utamanya adalah terkait pelaksanaan
kedua undang-undang di atas. Perseroan telah melalakukan mitigasi terkait risiko-risiko yang mungkin muncul
akibat dari isu-isu tersebut, yaitu dengan cara mentaati kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Rencana Kegiatan

Terkait dengan praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan, sepanjang tahun 2019
Perseroan telah menetapkan beberapa target pencapaian antara lain:

o Dilakukannya Pelatihan terkait K3 meliputi emergency drill dan P3K

e  Zero Accident

Pelaksanaan Kegiatan

1. Pengelolaan Hubungan Industrial Hubungan yang terjadi di antara berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar
Perseroan, diatur dalam sistem pengaturan kerja yang disebut sebagai hubungan industrial. Pengaturan tersebut
meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Setiap perselisihan yang timbul antara Perseroan dengan
pekerja, atau antara pekerja dengan pekerja lainnya, diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
di internal perusahaan, dan tetap memperhatikan ketentuan lain yang berlaku. Penyelesaian yang dilakukan tetap
mengutamakan kepentingan bersama, sehingga dapat mendorong iklim yang kondusif bagi terciptanya hubungan
industrial yang konstruktif.

2. Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Seluruh peraturan internal Perseroan yang berlaku diterapkan secara konsisten dan setara kepada seluruh pekerja
tanpa membedakan gender. Demikian pula dengan kesempatan kerja yang ditawarkan berlaku bagi seluruh
pekerja, dimana posisi-posisi yang ada tidak mencantumkan kualifikasi yang membedakan berdasarkan gender.
Kualifikasi yang ada di posisi (position requirement) hanya mensyaratkan pendidikan dan kompetensi (softskill dan
hard-skill). Hak (kompensasi, benefit, kesempatan pengembangan karir dan kompetensi, waktu kerja, fasilitas
kerja) dan kewajiban berlaku untuk seluruh pekerja tanpa membedakan gender.

3. Kesejahteraan Karyawan

Sebagai perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia, Perseroan senantiasa memperhatikan kesejahteraan
seluruh karyawannya agar dapat saling bersinergi demi terciptanya produktivitas kerja yang optimal. Program
peningkatan kesejahteraan karyawan diberikan dalam bentuk jaminan so